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RINGKASAN

Demokratisasi Politik di Madura
Pasca Pemberlakuan Regulasi Otonomi Daerak Tahun 1999
{Studi Perbandingan Kabupaten Bangkalan dan Sampang)

Sejak pemberlakuan regulasi otonomi daerah tahun 1999 demokratisasi
atau demokrast politik di tingkat lokal kabupaten Bangkalan dan Sampang
berpotensi mengalami perkembangan. Argumentasinya, karena otonomi daerah
selain memberikan kewenangan teknik-administratif juga kewenangan politik
kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri secara akuntabel,
responsif, representatif. Namun demikian demokrasi sebagai suatu sistem politik
tidak dengan sendirinya berkembang tanpa adanya peran dan aktor-aktor yang
terlibat di dalamnya, seperti, dukungan dari elite politik dan masyarakat yang
dapzt dilihat pada aspek kepercayaan dan prilakunya.

Peran (kepercayaan dan prilaku) elite politik dan masyarakat terhadap
demokrasi ini dideskripsikan pada penelitian, dengan menggunakan metode
kualitatif-interpretatif, tepatnya, metode perbandingan kualitatif (qualitative
comparative method). Yakni, suatu metode penelitian yang cukup handal dalam
memaparkan peran elite politik formal dan masyarakat (terkait dengan structures
of conciousness) terhadap demokrasi politik di kabupaten Bangkalan dan
Sampang,

Berdasarkan dari data penelitian, ternyata potensi demokrasi politik lokal
dart regulasi otonomn daerah tidak artikulatif di kabupaten Bangkalan dan
Sampang, karena demokrasi politik cenderung tidak stabil, bahkan pemerintahan
tidak efektif dan terkonsolidasi terganggu oleh konfiik politik berkepanjangan
antarelite politik. Faktor-faktor penyebabnya, bukan hanya karena bangunan
desain normmatif UU Otonomi Daerah yang rapub, tetapi juga karena pola
penerimaan dan prilaku politik elite politik dan masyarakat tidak linier dengan
demokrasi. Proses pemilihan bupati dan pembuatan peraturan daerah di kabupaten
Bangkalan dan Sampang merupakan diantara bukti kongretmya—dimana pada
proses politik imi mereka cenderung berprilaku inkonstitusional, tidak moderat,
tidak toleran, demagogi, menggunakau cara-cara kekerasan, dan konspiratif.

Kemungkinan besar praktik-praktitk ini berkembang subur di dua
kabupaten ini, karena pola budaya paternalistik tertanam mendalam di
masyarakat—dimana elite tradisional keagamaan (kyai) sangat dominan dalam
berbagai dimensi kehidupan sosial. Sehingga ketika elite tersebut berkuasa di
lembaga eksckutif dan legislatif masyarakat tidak berani berseberangan
dengannya—karena mengambil posisi berseberangan akan mengganggu
hubungan dengannya yang selama ini terjalin kuat.

ix
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ABSTRACT

Political Democratization in Madura
After Application of Law Regional Autonomy 1999
(Study of Comparative Bangkalan and Sampang Regeney)

This research focused on the role of political &lites and society for political
democratization in Bangkalan and Sampang district, after application of Law
Regional Autonomy 1999. Democracy of local politics as a political system 13 not
believed naturally developing without some significant roles of political élites and
people in Bangkalan and Sampang. It meant, that tegitimacy of the political
democracy, as a political system is determinable by actor’s pattem of
acceptability—including acceptability of political €lites and society.

Identifying political élite’s role is very crucial and important—how the
capabilities Bangkalan and Sampang regency of facing up toward regional
autonomy era. For fteld research—thke political élites and society did not taken
apart very much in developing of the political democracy in these regencies. It 1s
based on observation particularly in the election of the head of district and
regional governmeit legisiation processes in the both regency governments.

Generally in Bangkalan and Sampang, the formal political élites did not
given a role crucially toward process of the political democracy. Although they
believed in to the legitmacy of democratic system—but there were not a
consistency in such case. For example, they tent to use violence, intolerance and
demagogic techniques in the election process of the head of district (proses
pemilikan kepala daerak) in Sampang in 2000 years and Bangkalan in 2003
years. In addition, they also tent to make political conspiracy and could not give
an access to the opposed people in the process of regional government legisiation
(peraturan daerah),

But, unfortunately, grassroots behaviors related with politicali élites
behaviors—whose they also followed political conflict of violence dimension
after electicn of the head of district in Sampang in 2000 and Bangkalan in 2003.
On the other hand, the most of people in Sampang tent to recetve as taken for
granted of regional government legislation’s product made by political élites in
regional people’s representative council and regency government board. At same
time, the most of peoplc in Bangkalan ware not take much a role significantly,
because the political élites who were ignored to democracy became more
domination I the regional people’s representative council and regency
government board.

Finally, it can be argued that political élites is not given a role toward
poiitical democracy politics in Bangkalan and Sampang on account of their
behavior which tent to ignore democracy. It happened to the grassroots people as
well. The main cause is that there were challenges of political élites and arising
image that they—such people—became to be a client of political élites. Exactly,
the most of them were consist of mustim cleric (kyai), as patron client.

Key words: election of the head of district, political democracy, political elites,
regional autonomy, regional government legislation, role, and society.
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BABRI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Demokrasi politik dan pemerintahan di kabupaten Bangkalan dan
Sampang (Madura bagian Barat) berpotenst terbuka lebar pasca pemberlakuan UU
No. 22 Tahun 1999. Dasar argumentasinyz karena prinsip rasional dari regulasi ini
adalah demokrasi (UU Ne. 22 Tahun 1999, pasal 16, bagian ‘Menimbang’ (huruf
b) dan ‘Penjelasan’ fhurai’ d dan i), dimana daerah diberikan kekuasaan formal
oleh pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahannya sendiri (self government)
berdasarkan preferensi masyarakat dan sesuai dengan undang-undang (UU No, 22
Tahun 1999, pasal | (huruf h) dan 7-8, lihat juga bagian ‘Menimbang’ (huruf c)
dan bagian ‘Penjelasan’ [huruf hj).

Regulasi Otonomi Daerah Tahun 1999 sebenamya merupakan salah satu
agenda reformasi di Indonesia tahun 1998, yang terialisasi pada pemerintahan
transisional presiden BJ. Habibie. Dengan berbagai keterbatasannya,

~ implementasi dan materi regulasi yang kurang baik (bad implementation and
policy), regulasi ini tetap menjadi anti tesis dari regulasi sentralisasi UU No. 5
Tahun 1974 produk pemerintahan rejim Orde Baru. Sebab ditinjau dari sifat rejim
politiknya regulasi ini adalah demokratis berbeda dengan regulasi produk Orde
Baru yang tidak demokratis (Djoharwinarlien, 2003: 124). Selain itu, regulasi ini
dapat dikatakan demokratis karena sccara normatif mengatur mekanisme
hubungan pemerintah pusat dan daerzh secara desentralistis, atau memberikan
| B TEr
i ewy

R 2 S
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otoniomi yang luas sekali terhadap pemenintah daerah untuk mengatur rumah
tangganya sendiri secara bertanggung jawab, akuntabilitas dan representatif.

Sejak ditmplementasikan pada ! Januari 2001, berdasarkan cara pandang
politik regulasi tersebut diprediksikan oleh berbagat kalangan ilmuan sosial-
politik akan berkonsekuens: positif terthadap berkembangnya demokrasi politik di
tingkat lokal. Yakni meningkatkan partisinasi masyarakat lokal pada proses-
proses pembangunan politik dan ekonomi (Crawford dan Hermawan, 2002: 210}
Sementara demokrasi poiitik Inkal vang dikembangkan dalam regulasi oionomi
dacrah tni berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi penwakilan frepresentative
democracy), dengan dewan legislatf daerah sebagai titik pusat dari sejumlah
rangkaian praktik-praktik dan institust demokrast di tingkat lokal. Misalnya,
berkaitan dengan aktifitas otonomi proses legislasi, pembuatan regulast
pemerintahan daerah dan pemilihan ;;e_jabat publik atau kepala daerah (Turner et.
al.. 2003: 63; Gaffar et. al., 2002: 185-186; Nasution et. al, 2000: 52; Asfar (ed.,),
2001: 29-30; Fernandes et. al., 2002: 13-14).

Secara prosedural terwujudnya demokratisi polittk di  kabupaten
Bangkalan dan Sampang berdasarkan aspek normatif regulasi otonomi daerah ini,
pertama, pemilthan kepala daerah atau bupati di kabupaten Sampang pada 6
September 2000 (Radar Madura, 7 September 2000), dan di kabupaten Bangkalan
pada 6 Januari 2003 (Radar Madura, 7 Januar 2003) oleh DPRD sebagai
representasi masyarakat kabupaten Sampang dan Bangkalan tanpa adanya
intervensi langsung pemerintah pusat melalui Korem, Kodam, Polda, Gubernur

dan Menteri Dalam Negeri. Kedua, proses legislasi atau pembuatan regulasi di
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kabupaten Bangkalan dan Sampang vang dibuat bersama-sama antara pemerintah
daerah dan DPRD tanpa adanya intervensi langsung atau menunggu pengesahan
pemerintah pusat melalui Departemen Dalam Negeri RI. Dari sejumlah regulasi-
regulasi daerah yang telah dihasilkan selama tahun 2001-2003 di. kabupaten
Sampang sebanyak 64 peraturan daerah (Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2001-2003) dan Bangkalan sebanyak 49 peraturan
daerah (Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaien Bangkalan Tahun 200i-
2003), proses pembuatannya mengikut-sertakan berbagai elemen masyarakat.
Kenyataan ini, paling tidak menurut bupati, para pembantunya, sebagian dewan
legislatif, dan masyarakat pro-bupati-—masyarakat di samping terlibat dalam
proses pembuatan regulasi daerah juga dilibatkan pada berbagai proses-proses
pemerintahan, seperti, pembuatan dokumen perencanaan pemerintah daerah,
perencanaan strategl pembangunan, rapat koordinasi pembangunan, penyusunan
APBD dan pembuatan peraturan daerah {(Alman et al., 2004: 152-157; LPJ
Bupati Sampang Tahun Anggaran 2003).

Namun demikian, terwujudnya aspek normatifitas yang terkandung dari
regulasi otonomi daerah tidak dengan sendirinya menjamin terpenuhiriya indikator
demokrasi polifik di kabupaten Bangkalan dan Sampang. Karena seringkali
dimensi hak-hak dan kebebasan politik seperti pemilihan pejabat publik yang
efektif dan hadirnya partisitipasi aktif (autonomy participation) dan nyata
(participation of real power) masyarakat terhadap proses-proses politik dan
pemerintahan sulit terealisasi. Bahkan yang tampak lebih berkembang adalah

fenomena instabilitas demokratik yang dipicu oleh demagogi elite politik formal,
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politik uang, sampai pada konflik berdimensi kekerasan antarelite politik formal
yang melibatkan masyarakat akar rumput (grassroots) pada konstestasi perebutan
jabatan bupati di kabupaten Bangkalan dan Sampang.

Pemilihan bupati tahun 2000 di kabupaten Sampang dan tahun 2003 di
kabupaten Bangkalan merupakan fakta artikulatifnya. Memasuki penuntasan
tahapan proses inisiasi regulasi otonomi daerah tahun 1999 (tahap penuntasannya
di set-up pemerintah pusat sampai tahun 2001, Jaweng, 2002: 6), pemilihan bupati
di kabupaten Sampang tshun 2000 sebaliknya dibuka dengan konflik antarelite
politik formal dan kemudian berlanjut menjadi konflik berkepanjangan antara
lembaga legislatif dan eksekutif (Karim, 2003: 109-119). Konflik imi berawal dan
saling-silang (cross-cutting} kepentingan politik antarelite formal Partal Persatuan
Pembangunan (PPP) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam
memperebutkan jabatan bupati di kabupaten Sampang tahun 2000, dan kemudian
meluas menjadi konflik di tinpkat grassroots (Radar Madura, 7 September 2000).

Kemenangan satu suara calon bupati dan PPP, Komisaris Besar Polisi
(Purn.) Fadhilah Budiono atas calon bupati dari PKB, Komisaris Besar Polisi
(Purn.) Sanusi Djamaluddin, sesama purnawirawan polisi berpangkat komisaris
besar—membuat PKB yang memenangkan pemilu 1999 di kabupaten Sampang
tidak bisa menerima kekalahan itu. Menurut salah satu tokoh kunci DPC PKB
kabupaten Sampang ada satu anggota DPRD berasal dari PPP yakni KH. Abdul
Kholiq (PAC PPP Kecamatan Ketapang Lao' [Selatan] Kabupaten Sampang) yang
diberhentikan antarwaktu melalui Surat Keputusan Gubernur Jatim No.

171.442/88/012/2000 tanggal 26 Mei 2000, seharusnya tidak berhak terlibat pada
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pemilthan bupati tahun 2000 di kabupaten Sampang ternyata dia ikut serta dan
memberikan suaranya pada pemilihan bupati tersebut (Detikcom, http//www.de
tik.com/lapsus/politik&peristiwa/200009/Sampang 2.shtml).

Meskipun pemerintah pusat mensyahkan terpilthnya calon bupatt dar1 PPP
melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor.
131/35/418/2000 tanggal 4 September 2000 {Detikcom, hitp://www .detik com/lap
sus/politik& peristiwa/200009/sampang3-4 shtml), elite PKB dan pendukungnya
tetap menolak pelantikan bupati Fadhilah Budiono. Bahkan hanya beberapa jam
menjelang upacara pelantikan bupati terpilin Fadwilah Budiono, kantor DPRD
kabupaten Sampang dibakar massa pendukung PKB (Detikcom, http://www.detik.
comy/lapsus/pelitik& peristiwa/200009/sampang? shtml).

Kemungkinan besar atas pertimbangan keamanan—akhirnya beberapa
bulan kemudian atau tepatnya tanggal 6 Oktober 2001, bupati terpilih dilantik
oleh gubemnur Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya tanpa dihadin
anggota DPRD dart PKB (Detikcom-Surabaya, 6 Oktober 2001). Namun
demikian, pelantikan bupati kabupaten Sampang oleh gubernur Jawa Timur, tidak
membuat aksi pro-kontra masyarakat semakin menyurut. Hal ini dapat dilihat dari
beberapa aksi pro-kontra masyarakat pada tahun 2004—tentang dugaan korupsi
beras rawan pangan pengungsi Sambas Kalimantan Barat oleh bupati Fadhilah
Budiono (Radar Madura, 9 Januari 2004).

Tidak jauh berbeda fenomenanya dengan kabupaten Sampang, memasuki
tahap proses instalasi dari otonomi daecrah (tahap proses ini di set-up oleh

pemernintah pusat dan tahun 2002 sampai tabun 2003, Jaweng, 2002: 6), di
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kabupaten Bangkalan juga menunjukkan instabilitas demokratik. Regulasi
otonomi daerah yang memberikan peran yang luas sekali kepada DPRD untuk
mengawasi kinerja pemerintah daerah dan menilai pertanggungjawaban kepala
daerah (UU No. 22 Tahun 1999, pasal 31-32) ternyata membuat tarik-menark
kepentingan politik antarelite politik formal semakin menjadi terbuka lebar di
kabupaten Bangkalan. Fakta empiriknya dapat dilihat pada saat pembacaan
Laperan Pertanggungiawaban (LPJ) Tahunan dan Akhir Masa Jabatan Bupati
Bangkalan pada tahun 2002, Menghadapi dua LPJ bupati (Pum.) HM. Fatah.
DPRD kabupaten Bangkalan hersikap duatisme. Pada LPJ Tahun Anggaran 2002
DPRD kabupaten Bangkalan menerima dengan sejumlah cacatan tetapi pada LPJ
Akhir Masa Jabatan Bupati DPRD Bangkalan menolak (Radar Madura, 1
Nopember 2002). Penolakan LPJ akhir masa jabatan bupati tersebut, sesuai
dengan pasal 54 UU No. 22 Tahun 1999 akhimya berujung _bupati HM. Fatah
tidak terjaring pada pemilihan bupati berikutnya.

Tidak terjaringnya kembali bupati HM. Fatah pada pemilihan bupati tahun
2003 membuat kelompok pendukungnya tidak terima dan melakukan aksi protes
terhadap DPRD kabupaten Bangkalan (Aiiman et. al.,, 2004: 22-23). Aksi ini,
kemudian dilawan oleh kelompok pendukung pasangan calon bupaii dan wakil
bupati RKH. Fuad Amin Imron dan Mohammadong berasal dari PKB dan PDI-P.
Menuvrut data sekretartat DPRD kabupaten Bangkalan dari tahun 2001 sampai
awal 2002 terjadi gelombang demontrasi sebanyak 31 kali, baik itu yang
dilakukan oleh pro-bupati RKH. Fuad Amin Imron dan kelompok pro-bupati HM.

Fatah (Sekretariat DPRD kabupaten Bangkalan 2001-2002). Bagi kelompok pro
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mantan bupati HM. Fatah yang tergabung dalam Mabando (Masyarakat
Bangkalan Anti Pembodohan) dan FPKB | (Forum Pembela Kebenaran
Bangkalan), proses pemilihan bupati tahun 2003 di Bangkalan penuh diwarnai
penyimpangan terhadap hukum yang berlaku bahkan terdapat salah satu calon
bupati diragukan keabsahan persyaratan admistrasinya yang diajukan kepada
DPRD kabupaten Bangkalan. Aksi protes ini, oleh kelompok pendukung pro
calon bupati-wakil bupati dari PKB dan PDI-P dilawan dengan aksi serupa—dan
mendesak DPRD kabupaten Bangkalan untuk tetap menolak pencalonan kembali
mantan bupati Bangkalan Orde Baru pada pemilihan bupati 2003 (Radar Madura,
13 Mei 2002).

Aksi pro-kontra masyarakat kemudian terus berlanjut hingga pasca
pemilihan bupati tahun 2003. Pada awal tahun 2003, terjadi aksi demontrasi
serupa yang dipicu oleh pasangan bupati-wakil bupati terpilih DPRD kabupaten
Bangkalan tanggal 6 Januani 2003 belum menerima Surat Keputusan pelantikan
dari Menteri Dalam Negeri. Dalam tuntutannya massa pro bupati-wakii bupati
terpilih, akan melakukan pembangkangan sipil dan pembangkangan total dengan
menolak membayar pajak, tidak akan melaksanakan peraturan-peraturan yang
telah ditetapkan pemerintahan kabupaten Bangkalan dan akan melumpuhkan
seluruh Madura dengan menutup Dermaga Feri Ujung Kamal, jika surat
keputusan pelantikan dari Mendagri tidak segera turun (Radar Madura, Rabu 16
Oktober 2002; Pikiran Rakyat, Senin 24 Februari 2003).

Dua bulan berikutnya, tepatnya 1 Maret 2003 surat keputusan pelantikan

terhadap pasangan bupati dan wakil bupati terpilih akhimya turun juga dari
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menteri dalam negeri. Berdasarkan surat keputusan pelantikan dari Menteri Dalam
Negeri No. 131.35-104 Tahun 2003 dan No. 131.35-105 Tahun 2003 tersebut

| bupati-wakil bupati terpilih dilantik di Pendopo kabupaten Bangkalan oleh
gubernur Jawa Timur (Radar Madura, 2 Maret 2003). Namun demikian,
pelaksanaan prosesi pelantikan bupati-wakil bupati oleh gubernur Jawa Timur
tidak semakin menyurutkan aksi protes pro-kontra masyarakat terhadap proses
pemilihan bupati tahun 2003 di Bangkalan. Kenyataan itu dapat dilihat dari aksi
demontrasi pro-kontra masyarakat mengenai masalah keabsahan ijazah bupati
terpilih pada pertengahan tahun 2004 di Kapolda Jawa Timur (Kompas, Sclasa 15
Juni 2004 dan Kamis 17 Jun 2004).

Sampai pada deskripsi ini, tampaknya implementast regulasi otonomi
daerah tidak dengan sendirinya menjamin demokrasi politik di daerah kabupaten
Bangkalan dan Sampang berkembang, dan sangat mungkin sekali bergulir menuju
fenomena yang sebaliknya. Dampak positif dimensi normatifitas dari regulasi
desentralistik-demokratis terhadap demokrasi politik okal ternyata di Bangkalan
dan Sampang mengalam tantangan serius. Dengan kata lain otonomi daerah
hingga sampai tahun 2004 yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai
masa awal tahap proses konsolidasi, sebaliknya semakin me;mperlihatkan tidak
linter dengan perkembangan demokrasi politik lokal di kabupaten Bangkalan dan
Sampang, seperti, yang menjadi titik tekan pendekatan modernisasi dan pilihan
rasional. Fenomena-fenomena tersebut berdasarkan hemat subjektif peneliti, di

samping karena kualitas dan implementasinya yang meragukan dari regulasi
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otonomi daerah itu sendiri juga tidak terlepas dari faktor internal, misalnya,
praktik-praktik politik yang dilakukan oleh elite politik formal di daerah tersebut.

Dari beberapa penelitian dan karya ilmiah sebelumnya fenomena tersebut
secara spesifik sedikit sekali dibahas. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari
beberapa hasil penelitian dan karya ilmiah, diantaranya: penelitian A. Latief
Wiyata et. al., (2000) ‘Demokrsatisasi di Indonesia: Kasus Pemilihan Bupati
Samparg, Madura Periode 2000-2005", Antun Mardiyanta (2001) ‘Restrukturas;
Kelembagaar Pemerintahan Lokal’, dalam Muhammad Asfar (ed.,),
‘Iinplementasi Otonomi Daerah: Kasus Jatim, NTT, Kaltim’, Muthmainnah
(2002) ‘Islam dan Demokrasi di Madura: Studi Tentang Bassra di Kabupaten
Bangkalan dan Sumenep’, Abdul Gaffar Karim (2003) *Problem Konsolidasi Elite
Formal Lokal: Eksekutif-Legislatif di Sampang’, dalam Jim Schiller (ed.,), ‘Jalan
Terjal Reformasi Lokal: Dinamika Politik di Indonesia’, dan karya ilmiah George
Quinn (2003) ‘Coming Apart and Staying Together at the Centre: Debates Over
Provincial Status in Java and Madura,” dalam Edward Aspinall and Greg Fealy
{eds.,). Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and
Democratisation.

Dalam penelitian A. Latief Wiyata et. al (2000) ‘Demokratisasi di
Indonesia: Kasus Pemilihan Bupati Sampang, Madura Periode 2000-2005° lebih
banyak menyoroti sumber-sumber dan penggerak konflik politik pasca pemilihan
bupati 2000 di kabupaten Sampang, dari sisi perspektif antropologi-budaya. Pada
penelitian ini A. Latief Wiyata et. al., menemukan di lokasi penelitian, bahwa

konflik kepentingan politik antarelite politik formal yang kemudian menjadi
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meluas di tingkat akar rumput di kabupaten Sampang, juga tidak terlepas dari
keterlibatan tokoh atau elite tradisional keagamaan (kyai) yang dalam struktur
sosial masyarakat Madura ‘buppa’-babu'’-guru-rato’ (bapak-ibu-guru [kyail-
pejabat pemerintah) seharusnya menjadi pusat solidaritas (center of solidarity)
masyarakat ternyata menjadi penggerak utama meluasnya konflik kepentingan
antarelite sampai di tingkat akar rumput. Berdasarkan fakta ini, menurut A. Latiet
Wivata (et. al) elite tradisicnal keagamaan di Sampang sekarang terancam
mengalani kegagalan dalam memerankan peran budaya sebagai pusat solidaritas
masvarakat, pasca masuknya para kyal secara mendalam ke dalam dunia politik
{kekuasaan formal). Mungkin karena penelitian ini lebih menekankan pada
konflik antarelite sehingga A. Latief Wiyata et. al., tidak memberikan penjelasan
secara komprehensif mengenai peran elite politik formal dalam proses demokrasi
politik pasca diberiakukan regulasi otonomi daerah.

Antun Mardivanta {2001} ‘Restrukturasi Kelembagaan Pemerintahan
Lokal’ tidak bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara otonomi daerah
dengan demokrasi lokal. Fokus penelitian ini, adalah menguji kesiapan
pemerintah daerah dalam mengimplentasikan regulasi otonomi daerah-—dimana
kabupaten Sampang merupakan salah satu contoh kasus ekstrim di Jawa Timur
yang tidak siap menghadapi otonomi daerah. Belum dilantiknya Bupati Fadhilah
Budiono membawa dampak luas terhadap kehidupan sosial politik di masyarakat
Sampang sehingga secara teknis prosedural dan psikologis tidak membawa situasi
kondusif bagi pelaksanaan otonomi daerah. Konflik antarelite politik pada

pemilihan bupati tahun 2000 berdampak buruk terhadap jalannya roda
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pemerintahan karena program-program pemerintah daerah seperti penyusunan
APBD dan rencana strategis belum ditetapkan, sehingga akhirnya, menyulitkan
pejabat pemerintah kabupaten Sampang melakukan restrukturast kelembagaan di
lingkungan pemerintahannya.

Muthmainnah (2002) ‘Islam dan Demokrasi di Madura: Studi Tentang
Bassra di Kabupaten Bangkalan dan Sumenep’ dengan studi deskriptif-komparatif
kualitatifnya hanya menyoroti demokratisasi pada elite tradisional keagamaan dan
Bassra di kabupaten Sumenep dan Bangkalan Madura. Berdasarkan
pengamatannya di lokasi penelitian, Bassra dan kyai-kyai di kabupaten Sumenep
lebih demokratis daripada Bassra dan kyai-kyai di kabupaten Bangkalan. Kyai-
kyai di Sumenep lebih plural, tidak ada yang dominan, dan latar belakang
pendidikan formalnya lebih cukup memadai daripada kyai-kyai di Bangkalan.
Scedangkan Bassra dan kyai-kyai di Bangkalan pengaruh dan kekusaannya di
masyarakat lebih dominan, budayanya kurang terbuka (esklusif) terhadap
pluralisme yang berkembang di masyarakat Bangkalan, dan latar belakang
pendidikan formalnya tidak cukup memadai sebagai kriteria untuk menjadi
pemimpin formal. Tetapi dalam penelitian ini, Muthmainnah kurang menyoroti
demokrasi politik berkaitan dengan sef up regulasi otonomi daerah—terutama
pada proses pemilihan kepala daerah, legislasi dan pembuatan regulasi daerah di
lokasi penclitiannya.

Abdul Gaffar Kanm (2003) ‘Problem Konsolidasi Elite Formal Lokal:
Eksekutif-Legislatif di Sampang® mengamati problem atau sulitnya konsolidasi

elite formal di Sampang pasca pemilihan bupati 2000. Dalam penelitiannya ini,
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Abdul Gaffar Karim tampaknya hanya ingin memaparkan bahwa pergeseran
format kekuasaan uniform (sentralistik) kepada kekuasaan desentralistik-
demokratis (devolusi: otonomi daerah) juga berdampak terhadap instabilitas
pemerintahan daerah. Penguatan DPRD tetapi tidak diikuti dengan set up agenda
bersama dengan pihak eksekutif—akhirnya membuat regulasi desentralistik-

demokratis tidak membawa implikasi positif terhadap perkembangan demokrasi

politik di daerah. Konflik berkepanjangan antara lembaga legislatif dan eksekutif

di kabupaten Sampang-Madura tampaknya menjadi bukti artikulatif dengan
instabilitas pemerintahan daerah, pasca pemberlakuan regulasi Otonom Daerah
Tahun 1999 di Indonesia. Menurut hasil penelitian Abdul Gaffar Karim konflik
inl bersumber dari tumpang-tindih kepentingan antarelite politik formal di
kabupaten Sampang yang ditopang oleh beberapa elite politik supra lokal Madura
pada pemilthan bupati 2000.

George Quinn (2003) ‘Coming Apart and Staying Together at the Centre:
Debates Over Provincial Status in Java and Madura’ hanya membahas tentang
seputar kontroversi usuian perubahan status pulau Madura (kabupaten Bangkalan,
Sampang, Pamekasan dan Sumenep) dari pemerintahan kabupaten menjadi
propinsi, lepas dari propinsi Jawa Timur. Awal bergulirnya prakarsa ini muncul
dari pertemuan antara organisasi keagamaan Bassra, para kyai Madura, pemimpin
informal masyarakat Madura, kalangan pemuda dan mahasiswa Madura, empat
bupati se-Madura, pejabat lokal dan beberapa anggota DPRD se-Madura dan
gubernur Jawa Timur Imam Utomo pada acara diskusi ‘Pembangunan Civil

Society (Masyarakat Madani) di Madura’ di kabupaten Sumenep bulan Desember
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tahiun 1999. Setelah pertemuan itu, isu status propinsi Madura menjadi wacana
umum masyarakat dan kemudian semakin kencang disuarakan oleh para politisi,
kyai dan masyarakat umum pasca lengsernya presiden Abdurahman Wahid tahun
2001.

Faktor-faktor konsideran usulan perubahan status Madura menjadi
propinst bukan berdasarkan faktor keagamaan dan kultural, tetapi atas dasar
ekonomi dan politik. Dasar pertimbangannya adalah eksploitasi dan akses
langsung terhadap kekayaan alam di Madura, seperti, Gas Alam Pagerungan
Besar di pulau Kangean Sumenep, pengelolaan Jembatan Suramadu (Surabaya-
Madura). pengaturan industrialisasi di Madura agar tidak seperti Batam,
pengelolaan pelabuhan penyeberangan Ujung Kamal di Bangkalan dan
pembangunan pelabuhan petik kemas yang direncanakan pemerintah kabupaten
Bangkalan berada dilokasi kecamatan Tanjung Bumi atau Tanjung Modung

Klampis kabupaten Bangkalan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian-uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas—
penelitian lebih memfokuskan diri pada peran elite politik forma;l dan keterlibatan
masyarakat dalam proses demokrasi politik dan pemerintahan di kabupaten
Bangkalan dan Sampang pasca diberlakukan regulasi Otonomi Daerah Tahun
1999. Peran elite politik dan masyarakat tersebut khususnya dilihat kaitannya

dengan proses demokrasi pemilihan bupati tahun 2000 di kabupaten Sampang dan
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tahun 2003 di kabupaten Bangkalan serta pembuatan regulasi daerah di dua
kabupaten tersebut.

Selengkapnya, permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini sebagai
berikut: bagaimana peran elite politik formal dalam proses demokrasi politik dan
pemerintaban di kabupaten Bangkalan dan Sampang, khususnya dalam proses
pemilihan kepala daerah dan pembuatan regulasi daerah? Bagaimana keterlibatan
masyarakat khususnya aktifis LSM terhadap proses-proses politik dan

pemerintahan tersebut di kabupaten Bangkalan dan Sampang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahar vang telah diuraikan pada rumusan masalah di
atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan deskripsi-kualitatif
perbandingan tentang:

1. Peran elite polittk formal dalam proses demokrasi politik dan
pemerintahan di kabupaten Bangkalan dan Sampang pasca pemberlakuan
atau implementasi regulasi desentralistik-demokratis tahun 1999 (UU No.
22 Tahun 1999) di Indonesia. Peran elite politik formal ini yang dilihat,
khususnya dalam mengembangkan proses demokrasi politik pada proses
pemilihan bupati, legislasi dan pembuatan regulasi daerah di kabupaten
Bangkalan dan Sampang.

2. Peran atau keterlibatan masyarakat bawah dalam proses-proses politik dan

pemerintahan, khususnya pada proses legislasi dan pembuatan peraturan
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daerah di kabupaten Bangkalan dan Sampang, pasca diberlakukan regulasi
Otonomi Daerah Tahun 1999.

3. Sejauh-mana persoalan-persoalan konflik kepentingan politik pada
pemilihan bupati tahun 2000 di kabupaten Sampang dan tahun 2003 di
kabupaten Bangkalan—yang melibatkan elite politik formal, elite politik
tradisional keagamaan, dan masyarakat luas mengendala proses demokrast

politik dan pemerintahan di daerah kabupaten Bangkalan dan Sampang.

1.4 Manfaat Penelitian
Dari apa vang telah dipaparkan pada tujuan penelitian di atas, penelitian
ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dari sisi akadex_nis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi
ilmiah, paling tidak, sumbangan pemikiran tentang peran elite politik
formal di kabupaten Bangkalan dan Sampang dalam mengembangkan
proses demokrasi politik di daerahnya, pasca diberlakukan regulasi
Otonomi Daerah Tahun 1999. Misalnya, peran elite politik formal dalam
proses pemilihan kepala daersh dan pembuatan regulasi daerah di
kabupaten Bangkalan dan Sampang Madura. Sumbangan ilmiah ini,
khususnya pada disiplin ilmu politik dan umumnya disiplin ilmu sosial
lainnya.

2 Memberikan kontribusi dan bahan masukan (material input) pada
pemerintah, DPRD dan elite politik lain di kabupaten Bangkalan dan

Sampang dalam membangun demokrasi politik dan pemerintahan di
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daerahnva. Yakni, dengan membangun kehidupan politik yang beradab
dan kemitraan (partnership) dengan masyarakat sipil guna meningkatkan
partisipasi masyarakat, mutual trust, konfidensi dan akhirmya
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya.

3 Terakhir berkaitan dengan penstudi atau peneliti demokrasi lain, penelitian
ini dapat dijadikan bahan atau utik pijak awal fentry point) penelitian
tentang demokrast politik dan pemerintahan lokal di daerah lain pasca
diberlakukan UU Otonomi Daerah tahun 1999. Terutama sekali daerah-
daerah yang memilhki corak budaya inasih tradisional, dimana ¢lite
tradisional keagamaan (muslim clerics} masih dominan diberbagai dimensi

kehidupan sosial masyarakat.
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BAB Il

KERANGKA TEORI

Pada bab ini penulis menguraikan kerangka teoritis yang dipergunakan
pada penelitian. Kerangka teori ini dipergunakan sebagai alat untuk memahami
dan mendeskripsikan permasalahan penelitian yang telah dipaparkan pada bab
sebelumnya (Bab 1). Teori-teori yang dipergunakan dipilih secara eklektik
(eclectically) sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teori-teori tersebut antara lain:
(1) demokrasi politik; (2) demokratisasi; (3) desentralisasi; dan (4) desentralisasi

politik dan demokratisasi.

2.1 Demokrasi Politik

Demokrasi politik adalah, suatu sistem politik dan pemerintahan yang
dibangun atas preferensi atau pilihan rakyat melalui pemilihan umum yang
bersifat rahasia, bebas, dan adil. Pada sistem demokrasi politik, paling tidak, ada
tiga kegiatan yang harus ada: kontestasi atan kompetisi, partisipasi, dan kebebasan
politik dan sipil. Konstestasi adalah kegiatan politik individu dan kelompok
organisasi untuk lﬁemperebutkan kekuasaan pada suatu pemerintahan, yang
dilakukan dalam jangka waktu teratur dan meniadakan praktik-praktik kekerasan.
Partisipasi adalah kegiatan masyarakat biasa (bukan elite politik atau pembuat
keputusan) dalam kompetisi politik dan kegiatan pemerintahan yang bertujuan
mempengaruhi  proses-proses  politik termasuk pengambilan keputusan

pemerintah. Kegiatan ini, bisa berbentuk bujukan dan penekanan terhadap

17
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pembuat kebijakan. Kebebasan politik dan sipil seperti kebebasan berpendapat,
pers, mendirikan dan menjadi anggota organisasi guna menjaga integritas
kompeiisi polittk dan partisipasi.

Demokrasi merupakan suatu istilah yvang cukup dikenal luas masyarakat,
tetapi sebagai suatu teori dan konsep masih terjadi perdebatan mengenainya
bahkan tidak jarang keliru mempergunakannya. Namun demikian, versi umum
yang banyak ditemukan dalam kamus ilmiah, demokrasi didefinisikan rakyat
berkuasa dengan supremast kekuasaan berdasarkan pilthan masyarakat secara
langsung pada pemilihan umum yang bebas (Miriam, 1993: 52). Dalam
pengertian ini, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan rakyat { Yunani: demos
frakyat], kretein [memerintah], demokratein |pemerintahan rakyat]) (Microsof®
Encarta®, Reference Library 2003; Bagus, 1996: 154; Sorensen, 2003: 2).
Sinonim dengan definisi tersebut, Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi
sebagal suatu sistem pemernintahan darl rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat
(Markoff, 2002: 29).

Teon demokrasi klasik menekankan definisi demokrasi pada dua hal: (1)
sumber kewenangan; dan (2) tujuan. Menurut sumber kewenangannva, demokrasi
didefinisikan dengan istilah kehendak rakyat _(rhé will of the people), dan menurut
tujuannya, demokrasi didefinisikan dengan istilah kebaikan bersama (the
commond good) (Huntington, 1995: 4-5). Berbeda dengan teori demokrasi klasik,
teori demokrasi modern lebih menekankan definisi demokrasi sebagai sebuah
prosedur. Konseptualisasinya banyak diletakkan pada pengertian sempit—yaitu

demokrasi yang hanya berada pada tataran politik (Huntington et. al., 1994: 28;
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Sorensen, 2003: I4j, berbeda dengan demokrasi dalam arti luas yang mencakup
sistem politik, sosial, dan ekonomi {(Held, 1996: 284-289; Gould, 1993: 311-328).
Model demokrasi ini dapat disebut dengan demokrasi minimal atau elektoral.
Konsepsinya diderivasi dan definisi prosedural aransemen Joseph A. Schumpeter,
yakni, demokrasi sebagai sebuah metode politik dan mekanisme untuk memilih
pemimpin politik. Titik-tekan mode! demokrast int pada process competition for
political leadership melalui pemilihan umum untuk membentuk pemerintahan
demokratis dan diharapkan berfungsi secara efektif (Schumpeter, 1987: 260).

Ada beberapa penjelasan tentang demokrasi minimalis: pertama, sebagai
sistem politik yang memiliki karakteristik kesigapan pemerintah terus-menerus
terhadap preferenst masyarakat. Kriteria ukurannya: kontestasi yang terorganisir
dalam pemilu yang terartur, bebas, dan adil, partistpasi dalam kompetis! politik
masyarakat tanpa terkecuali dan kebebasan politik dan sipil (Vanhanen, 1997: 14).
Kedua, sebagai svatu sistem menejemen konflik melalui pemilu, vang didukung
penuh oleh kelompok-kelompok signifikan guna membentuk jenis pemerintahan
scbagal suatu cara untuk mengurangi konflik politik. Selain itu dalam sistem ini
harus ada kemerdekaan dan persamaan dalam konteks kebebasan sipil, kontestasi
politik, dan institusi politik yang mengatur serta menjamin peran pemerintah dan
kelompok opisisi {Mas” oed, 1994: 8-9; Diamond, 2003: 9; Di Palma, 1997: 15-

16).
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2.2 Demokratisasi

Demokratisasi adalah proses perubahan atau transisi politik dari rejim non-
demokratis menuju rejim demokratis. Demokratisasi seperti banyak dipaparkan
literatur politik, mengacu pada penerimaan suatu negara, lembaga pemerintahan
dan politik terhadap hak suara universal dan penerapan pemilihan-pemilihan
umum yang besifat terbuka, bebas, dan adil untuk memilih pemimpin politik yang
dapat berkerja sesuai dengan preferensi masyarakat dan diharapkan efektif.

Ada tiga pendekatan terhadap demokratisasi, yaitu: (1) pendekatan
modernisasi; {2) pendekatam transisi; dan (3) pendekatan struktural (Potter et. al.,
1997: 10-23). Menurut pendekatan modernisasi, demokratisasi di suatu negara
atau pemerintahan dipengaruhi oleh pembangunan sosial-ekonomi. Menurut
Seymor Martin Lipset, “semakin kaya suatu bangsa, semakin besar peluang negara
tersebut untuk melangsungkan demokrasi’ (Sorensen, 2003: 42). Menurat Robert
A. Dahl, ‘semakin tinggi tingkat sostal-ekonomi suatu negara, semakin mungkin
negara tersebut untuk menjadi demokratis’ (Sorensen, 2003: 43).

Pendekatan transisi, demokratisasi di suatu negara atau pemerintahan
tertentu  diletakkan sebagai suafu proses perubahan politik menuju rejim
demokrasi. Prosesnya banyak ditentukan oleh tindakan, pilthan dan strategi elite
politik dan masyarakat yang menguntungkan pada transisi demokrasi. Menurut
Dankwart Rustow, penciptaan demokrasi mensyaratkan para elite mencapai suatu
‘konsensus prosedural mengenai aturan permainan demokrasi’ {Huntington, 1995:
45). Menurut Guilermo O’Donnell dan Philippe Schmitter, sikap para elite,

perhitungan-perhitungan dan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuatnya . . .
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umumnya menentukan apakah pembukaan demokrasi terjadi atau tidak’
(Mas’oed, 1994: 14). Menurut Samuel P. Huntington, ‘demokrasi akan tercipta
apabila rakyat menginginkan demokrasi. Namun demikian faktor manusia bukan
satu-satu yang menyebabkan demokratisasi. Karena dalam satu sisi, di samping
dapat mempertahankan otoritarianisme, faktor sosial, e¢konomi, budaya dan
eksternal berfungsi mendorong penciptaan demokrasi’ (Mas’oed, 1995 4549},
Pendekatan struktural, meletakkan demokratisasi sebagai hasil proses
perubahan struktur sosial masyarakat, yaitu, kelas dan kelompek tertentu di
masyarakat, negara dan kekuasan transisional. Menurat Barrngton Moore,
‘sebuah klas masyarakat kota yang besar dan independen telah menjadi elemen
sangat diperlukan terhadap pengembangan demokrasi pariemen. Tidak ada
borjuis, tidak ada demokrasi’ (Mas’oed, 1995: 45). Artinya, demokrasi lahir pada
suatu kondisi di mana golongan borjuis yang kuat dan independen muncul sebagai
kekuatan resisten kepentingan rejim masa lalu—dan 1a mampu melakukan kontrol
atas kebijakan nﬁsional di saat pengaruh pefani lemah sekali akibat dthancurkan
para pemilik tanah dan kelompok lain yang terlibat pada proses komersialisasi
petant (Potter, dalam Mas’oei 1995: 25)
ktor-aktor politik signifikan (faktor manusia} terhadap demokratisasi,
antara fain: (1) elite politik; dan (2) masyarakat. Menurut Samuel P. Huntington,
bukan faktor non-manusia yang menyebabkan degokratisasi tetapi faktor
manusia. Kondisi sosial, ekonomi dan ekstemal yang mendukung terhadap
demokratisasi seringkal! tidak permmah memadai untuk menghasilkan suvatu

demokrasi. Elite politik dengan berbagai motifnya, yang membuat demokratisasi

Tesis Demokratisasi politik di Madura ... Mohammad Fauzi



ADLN - Perpustakaan Unair
22

di suatu negara atau pemerintzhan tertentu menjadi mungkin untuk lahir’
(Huntington, 1995: 130). Menurut Guilermo O’Donnell dan Philippe Schmutter,
elite berkuasa di negara otonter sekali-pun dapat mendorong terciptanya
demokrasi, jika pertimbangan reputasi mereka di masa depan memaksanya untuk
melakukan itu” (Mas’oed, 1995: 15). Menurut Larry Diamond, di seluruh negara
berkembang yang paling banyak menyumbang terhadap demokratisasi adalah
gaya kepemimpinan yang fieksibel, akomodatif, dan konsensual {Mas oed, 1995:
153.

Sementara masyarakat menjadi salah satu aktor penting terhadap
demokratisasi, karena dengan upaya dan aktifitasnya untuk mendorong
demokratisasi dan dengan konsensus normatif dan luas antarmereka terhadap
legitimasi demokrasi, demokratisasi di suatu negara dan pemerintahan menjadi
mungkin untuk lahir dan selanjutnya dapat bertahan lestari atau terkonsolidasi.
Artinya, masyarakat dapat membantu menggerakkan demokratisasi, dan pencarian
tanpa akhir untuk memperkuat demokrasi melebihi sruktur formalnya (Diamond,
2003: 84, 277).

Peran yang dibutuhkan dari elite politik dan ‘masyarakat (sebagai aktor
pélitik) terhadap demokratisasi politik, antara lain: (1) kepercayaan; (2)
legitimasi; (3) budaya politik yang mendukung terhadap institusi demokrasi; (4)
prilaku moderat; (4) prilaku konstitusional; (5} prilaku non-kekerasan; (6) dan
tindakan-tindakan lain yang mendukung terhadap demokrasi politik (Vanhanen,

1997: 14, 20-21).
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Peran dua aktor politik ini oleh Larry Diamond diklasifikasikan ke dalam
dua level: (1) level norma dan kepercayaan; dan (2} level prilaku. Pada level
norma, elite politik dan mayoritas masyarakat percaya terhadap legitimasi sistem
demokrasi. Sementara pada level prilaku elite politik dan masyarakat berprilaku
moderat dan konstitusional dalam perebutan kekuasaan politik, dan menjauhkan
diri dari tindakan ilegal-inkonstitusional, kekerasan, demagogi dan tindakan-

tindakan lain yang melemahkan demokrasi politik (Diamond, 2003: 85-91).

2.3 Desentralisasi

Secara sederhana desentralisasi adalah suatu kebijakan untuk menstransfer
sejumlah kewenangan formal baik yang bersifat teknis-administratif dan politik
dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara akuntabel, responsif dan
representatif untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Desentralisasi dalam
diskursus ilmu sosial-politik memiliki beberapa perspektif. Tetapi perspektif-
perspektif tersebut secara sederhana dapat diklasifikasikan ke dalam dua
kelompok: 1). desentralisasi administratif; dan 2). desentralisasi politik. Secara
administratif menurut Dennis A. Rondinelli, John R. Neliis dan G. Shabbir
Cheema, desentralisasi adalah:

‘the creation or strengthening—financially or legally of subnational

units of government, the activities of which are substantially

outside the direct control the central government.’

[penciptaan atau penguatan, secara finansial atau legal terhadap

pemerintzhan sub-nasional (daerah), dimana aktifitas pemerintah

dacrah tersebut secara subtansial di luar kontrol langsung

pemerintah pusat].
(Muluk, 2002: 11)

o
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Dennis A. Rondinelli, John R. Nellis dan G. Shabbir Cheema kemudian

lebih lanjut memaparkan desentralisasi sebagai:

‘the transfer of responsibility for planing, management and
resource rising and allocation from the central government and its
agencies to: (a) field units of central government ministries or
agencies; (b) subordinate units or level government; (¢} semi
autonomous public authorities or corporation; (d) area wide,
regional or functional authorities; or (e) non-govemment, private,
or voluntary crganization.’
{transfer sejumiah tanggung-jawab formal mengenai perencanaan,
manajemen dan peningkatan serta alokasi berbagai sumber daya
dari pemerintah pusat dan berbagai agen yang dimilikinya kepada:
(a) berbagai unit lembaga atan agen-agen pemerintah pusat; (b)
unit-unit yang lebih bawah atan peringkat-peringkat pemerintahan;
{c) berbagai otoritas publik atau koorporasi-koorporasi semi
otonom; {d) badan-badan yang memiliki otoritas fungsional di
daerah, atau (e) organisasi-organisasi non pemerintah, privat atau
yang bersifat suka reia}.

(Aspinall and Fealy (eds.,), 2003: 88)

Berbeda dengan sudut pandang administratif, secara politik desentralisasi

dipaparkan oleh Philip Mawhood:

‘the creation of bodies separates by law from the national centre, in
which local representatives are given formal power to decide en a
range of public matters. Their political base is locality and not...the
nation. Their area of authority is limited. but within that area their
right to make decisions is entrenched by law and can only be
altered by new legislation. They have resource which, subject to
the stated limits, are spent and invested at their own discretion.’
[penciptaan pembagian lembaga pemenntahan berdasarkan hukum
vang berlaku di tingkat nasional, dimana pemerintahan Iokal
diberikan kekuasaan formal untuk memutuskan batasan dan muatan
kebijakan publik. Basis politik pemerintah lokal adalah lokalitas
bukan...bangsa. Meskipun area otoritasnya terbatas, tetapi dari area
terbatas tersebut hak-hak pemerintah daerah dalam membuat
kebijakan berdasarkan pada hukum hanya dapat dirubah oleh
legislasi baru. Daerah memiliki sumber-sumber wewenang di
mana, subjeknya terbatas, dalam hal membelanjakan dan
mengivestasikan berdasarkan kebutuhannya sendiri].

{Muluk, 2002: 11)
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Menurut Robert A. Dahl desentralisasi sebagai suatu kebijakan untuk
menurunkan derajat kontrol yang dilakukan oleh pemerintah nasional atau pusat
| terhadap pemerintahan daerah (Dahl, 1985: 158). Dari sudut pandang yang sama
Brian C. Smith dan James Manor memaparkan desentralisasi adalah transfer
sejumlah sumber daya atau kekuasaan kepada otoritas yang berada diperingkat
lebih rendah, yang sebagian besar atau s¢luruhnya independen terhadap peringkat-
peringkat pemerintah yang lebih tinggi, dan di dalam derajat tertentu adalah
demokratis (Asfar (ed ), 2001. 18).

Dar  uwajan-uraian  tersebut, tampak desentralisasi sudut pandang
administratif dan politik memiliki perbedaan titik-tekan. Desentralisasi
administrasi lebih menekankan pada lembaga-lembaga dan administrasi
pemerintalh formal. Sedangkan desentralisasi politik lebih menitik-tekankan pada
adanya transfer otoritas pembuatan keputusan kepada daerah, dan kepada
kelompok-kelompok yang sebelumnya tdak terwakili atau termarginalisasi
(Asfar, (ed.,) 2001: 17).

Secara komprehensif James Manor mendeskripsikan perbedaan antara cara
pandang politik dengan administratif sebagai berikut: pertama, dari cara pandang
politik, dalam desentralisasi masyarakat grassroots yang faham terhadap
keistimewaan daerahnya harus memiliki kontrol nyata atas reformulasi dan
implementasi kebijakan negara, sementara pandangan administratif melihat
kemajemukan daerah menuntut pendekatan fleksibel terhadap wilayah-wilayah
yang berbeda. Kedua, cara pandang politik, desentralisasi bertujuan untuk

mendapatkan dukungan masyarakat akar rumput melalui akuntabilitas publik,
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sedangkan pandangan administratif hanya untuk mendapatkan dukungan dari
rejim berkuasa di pusat dan daerah. Ketiga, cara pandang politik, desentralisasi
dapat mengakomodasi pluralisme geografis budaya, sedangkan cara pandang
administrasi untuk mencegah ketidak-puasan dan separatisme daerah-daerah.
Keempat, cara pandang politik melihat desentralisasi akan membuai pelayanan
lebih efektif jika mengikut-sertakan masyarakat, sedangkan bagi cara pandang
administrasi pelayanan diturunkan ke daerakh untuk meringankan beban
pemerintah pusat (Ratnawati. 2003: 79-80; lihat juga tab<l lampiran 1).

Dari dimensi pendelegasiannya, desentralisasi menurut Mark Turner dan
David Hulme mempunyai tiga bentuk: pertama, berbentuk struktur pemerintahan
formal, kedua, administrasi publik atau parastalal, dan ketiga dari sektor negara
kepada privat. Sementara berdasarkan sifat basis delegasinya—Mark Turner dan
David Hulme membagi dua bentuk' desentralisasi; desentralisasi bersifat teritorial
dan desentralisasi fungsional. Pendelegasian berdasarkan teritoria! merupakan
otoritas yang bergerak kepada level bawah dalam hirarki teritorial, seperti
pendelegasian wewenang darl pemerintaban pusat kepada pemerintahan propinsi,
kabupaten dan kota. Desentralisasi berkaitan dengan masalah teritorial (bersifat
teritorial) karena menyangkut transfer sejumiah kewenangan dari wilayah pusat ke
wilayah daerah. Pendelegasian berdasarkan fungsional adalah transfer sejumlah
otoritas atau kewenangan kepada agen pemerintah pusat yang terspesialisasi
secara fungsional, seperti, penciptaan agen-agen untuk membantu pembagian
wewenang lembaga kementerian pemerintah pusat atau privatisasi perusahaan-

perusahaan pemerintah nasional. Pendelegasian ini disebut bersifat fungsional,
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karena desentralisasi berkaitan dengan transfer kewenangan kepada agen-agen
yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu (Tumner et. al (eds.,), 2003: 3-4; lihat
juga tabel lampiran 2).

Ada beberapa alasan-alasan rasional teoritis-empirik yang diajukan oleh
ilmuan politik dan pemerintahan mengenai desentralisasi. Argumentasi-
argumentasi rasional tersebut di rumuskan oleh Affan Gaffar pada lima kriteria:
pertama efesiensi-efektifitas penyelenggaraan pemerintahan; kedua pendidikan
politik; ketiga sebagai media karir politik selanjutnya; keempat stabiliias politik:
kelima kesetaraan politik; dan keenam akuntabilitas publik (Gaffar et. al., 2002:
20-36).

Kriteria pertama berkaitan dengan pengelelaan administrasi negara yang
sangat kompleks tidak mungkin bisa dilakukan secara sentralistik, dan jika itu
dilakukan akan melahirkan dampak negatif, yaitu pemerintahan tidak efisien dan
tidak mampu mefakukan tugas-tugasnya secara baik. Oleh karena ilu, pembagian
tugas dan kewenangan sangat essensial yang diperlukan (sine gqua noa) dalam
negara modern. Knteria kedua berkaitan dengan pemberian media kepada
masyarakat lokal untuk terlibat dalam proses-proses politik di tingkat lokai.
Karena masyarakat iokal terlibat aktif secara langsung pada proses-proses politik
di tingkat nasional tidak memungkinkan, maka desentralisasi sine qua non
diperlukan. Dengan desentralisasi, masyarakat akan terlibat langsung pada proses-
proses politik baik itu dalam proses pemilihan pejabat publik (memilih atau

dipilihk} atau dalam proses-proses lain seperti pembuatan kebijakan publik.
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Kriteria ketiga, berkaitan dengan media atau wahana pengalaman
masyarakat sebelum meniti karir di tingkat nasional—yang bisa dilalui
sebelumnya di tingkat lokal. Meskipun pengalaman politik politisi di tingkat lokal
tidak selamanya berguna untuk meniti karir pada tingkat nasional paling tidak
pengalaman di tingkat lokal akan membentuk jatt diri, pengalaman, dan
pemahaman awal tentang sistem pemerintahan. Kriteria keempat berkaitan dengan
pemberian wewenang formal kepada daerah yang akan berdampak konstruktif
terhadap stabilisasi pemerintahan nasional dan negara-bangsa. Stabilitas
pemerintahan nasional semestinya berawal dari stabilitas politik di tingkat lokal.

Kelima, berkaitan dengan keterlibatan masyarakat yang sefama ini
termarjinalkan dalam proses-proses politik di tingkat nasional. Dengan
desentralisasi kesetaraan akan lahir, sebab masyarakat daerah akan diberikan
media untuk berpatisipasi dalam proses-proses politik. Jika partisipasi masyarakat
meluas di seluruh tingkat nasionai—maka kesetaraan secara politik akan
berkembang pada suatu negara. Keenam, berkaitan dengan demokrasi di tingkat
lokal—yakni pelibatan secara aktif masyarakat terhadap penyelengaraan
pemerintahan. Dengan desentralisasi masyarakat akan terlibai daiam proses-
proses politik di tingkat lc;kal dan pada gilirannya semua proses-proses politik
vang terjadi di pemerintahan daerah akan dapat dipertanggung-jawabkan.
Misalnya, partisipasi pada proses-proses pembuatan peraturan daerah sejak dari
perumusan, implementasi sampai pada proses evaluasi terhadap implementasi

peraturan daerah.
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2.4 Desentralisasi Politik dan Demokratisasi

Menurut Svetlana Tsalik, berdasarkan beberapa survey dan studi-studi
ilmiah tentang demokratisasi politik menunjukkan, ternyata demokrasi politik
sulit sekali dapat bertahan ketika diimplementasikan di negara-negara dengan
jumlah populasi besar (Tsalik, 2003: 151-153). Temuan-temuan studi empirik ini
menjadi  dasar argumentasi-rasional reformasi-demokrast  negara-bangsa
mengembangkan desentralisasi politik atau pemerintahan (politic or government
decentralization). Dengan desentralisasi, negara dengan jumlah populasi besar
dapat meniru praktik-praktik demokrasi pelitik di negara-negara dengan jumlah
populasi kecil: dimana desentralisasi dapat meningkatkan demokras! sccara
efektif; berkualitas; legitimate; dan stabil-terkonsolidasi (Tsalik, 2003: 154;
Sorensen, 2003: 236; Goodin dan Klingemann (eds.,), 1996: 633).

Menurut Svetlana Tsaltk secara sederhana argumentasi yang dapat
digunakan bahwa desentralisasi kekuasaan politik berdampak positif terhadap
penguatan demokrasi, pertama, desentralisasi dapat membantu mengembangkan
nilai-nilai dan keterampilan demokrasi warga negara. Kedua, desentralisasi
meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas terhadap berbagai kepentingan dan
urusan lokal. Ketiga, desentratisasi memberikan semacam saluran akses mmbahén
pada kekuasaan terhadap kelompok-kelompok yang secara historis marginal.
Keempat, desentralisasi meningkatkan check and balances terhadap kekuasaan di
pusat. Kelima, desentralisasi memberikan peluang terhadap partai politik oposisi
di pusat pemerintahan untuk mendapatkan kekuasaan pada pemerintahan Jokai

(Tsalik, 2003: 156),
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Meskipun deseniralisasi pembahasannya tidak terlepas dengan
demokratisasi negara-bangsa, menurut Dennis A. Rondineili, ‘tetapi ketika
dikaitkan dengan demokratisasi iokal menurut pendekatan administras: keduanya
tidak memiliki hubungan® (Asfar (ed.,), 2001: 28). Secara logika menurut
pendekatan ini prinsip-prinsip mendasar desentralisasi dan demokrasi lokal (focal
democracy) meskipun tidak saling esklusif tetapi independen antara satu dengan
lainnya. Fakta yang diajukan pendekatan ini adalah banyak di svatu negara
desentralisasi bertahan kokoh tanpa kehadiran demokrasi fokal, atau sebaliknya,
demokrasi lokal eksis tanpa kehadiran desentralisasi, misalnya, di negara China
dan negara Asia lainnya.

Namun menurut pendekatan poiitik, misalnya, Hoika et. al., berpendapat.
‘ketika meneliti prinsip-prinsip mendasar tentang sistem dan praktik-praktik
politik dan pemerintahan di tingkat lokal, bagaimanapun juga. deskripsinya tidak
terlepas dari desentralisast dan demokrasi lokal’” (Kiviniemi, 2001: 2). Sinonim
dengan pendapatnya Hoika et. al, menurut beberapa ilmuan sosial-politik, dalam
pendekatan poiitik desentralisasi merupakan pra-syarat demokratisasi lokal dan
perluasan demoekratisast (Antiov, 2003: 77; Colongan Jr., 2003: 89; Malley, 2003:
103; Ryan, 2004: 81; Asfar (ed.,), 2001:" 29), prnsip-prinsip mendasar
pembangunan demokrasi di tingkat lokal (Kiviniemi, 2001: 2-3), instrumen
reformasi berbagai kelemahan yang ada dalam sistem ekonomi-politik dan kinerja
pemerintah nasional dan lokal (Ryan, 2004: 81), dan memperkuat demokratisasi

lokal dan nasional (Tocquiville, 1961: 73-74).
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Menurut Alderfer otonom daerah:

‘satu bagian integral dan aspirasi manusia untuk kemerdekaan,
dasar soalnya untuk demokrasi, penting untuk stabilitas internal,
dan pertahanan yang kuat melawan musuh dar luar, otonomi lokal,
dalam satu atau lain bentuk dalam tingkatan yang relatif sama,
adalah satu unsur yang mendasar bagi suatu keberhasilan.”

{Salam, 2002: 72)

Menurut M. Akbar Ali Khan:

‘secara konseptual otonomi daerah cenderung sinonim dengan
kebebasan daerah untuk menentukan sendint atau demokrasi
daerah. Tidak ada satu badan kecuali rakyat setempat dan
kemudian perwaktlannya menikonati kekuasaan tertinggi dalam hal
tindakan di kawasan daerahnya. Campur tangar pemernintah dapat
diberarkan jika menyangkut kepentingan vang lebih luas. Dengan
demikian, rakyat yang lebih banyak dan perwakilan mereka bebas
dengan sendirinya dapat mengesampingkan rakyat daerah dan
perwakilan mereka.’

(Salam, 2002: 72)

31

Sinonim dengan dua pendapat di atas, UNDP mengkonseptuslisasikan

desentralisasi, sebagat berikut:

Tesis

‘decentralization of the public sector, in it seif, will not be effective
urdess support is also provided to strengthen local governance,
involving the public, private in civil sector. And, in turn, the
achievement of good governance at the local level is also not
possible without the transfer of responbilities and capacities
through decentralization. The term ‘decentralization governance’
defines the systematic and harmeonius interreiationship resulting
from the balancing of power and responbilities between central
governments and other leveis of government and non-governmental
actors, and the capacity of local bodies to carry oat their
decentralized responbilities using participatory mechanisms.’

[desentralisasi sektor publik dengan sendirinya tidak akan dapat
efektif mendukung penguatan pemernintah lokal, termasuk
penguatan masyarakat pada sektor publik dan privat. Dan,
sebaltknya, pencapaian good governance pada tingkat lokal tidak
mungkin tercapai tanpa transfer tanggung-jawab dan kapasitas
melalui  desentralisasi. Tema ‘“desentralisasi pemerintahan’
membertkan pengertian sistematik dan harmoni bahwa hubungan
timbal-balik melahirkan keseimbangan kekuasaan dan responbilitas
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antara pemerintahan pusat dengan level pemerintahan lain dan
aktor-aktor non-pemerintah, dan kapasitas lembaga di tingkat lokal
mempertanggung-jawabkan desentralisasi menggunakan
mekanisme partisipatory].
(Colongan, 2003: 89}
erdasarkan dari pemaparan tersebut, pendekatan polittk menekankan
pentingnya desentralisasi terhadap demokrasi, termasuk favoribel terhadap
demokratisast atau demokrasi partisipatoris di  tingkat lokal. Desentralisasi
menvediakan mekanisme yang memungkinkan tersalurkannya aspirasi politik
masyarakat. Berkaitan dengan hal ini Danny Burns et al mengajukan empat
pendekatan umum untuk memperbaiki demokratisasi di tingkat lokal: pertama
memperbatki demokrasi perwakilan, misalnya, memperbatki relasi anggota deswan
dengan konstituennya atau meningkatkan partisipast masyarakat dalam pemilu.
Kedua memperluas cakupan demokrasi perwakilan, hal ini bisa melalui
pembuatan setting geografis schingga darinya anggota dewan dapat leluasa
berdialog dengan masyarakat. Ketiga melibatkan demokrasi pertisipatoris dalam
demokrasi perwakilan, misalnya, melibatkan anggota dan wakil-wakil dari suatu
komunitas ke dalam proses yang terdapat dalam lembagu perwakilan rakyat.
Keempat memperluas demokrasi partisiparoris, misalnya, dengan cara melibatkan
m;'tsyarakat pada proses-proses politik secara langsung (Asfar (ed.,). 2001: 208-
209).
Empat pendekatan umum yang diajukan oleh Danny Burns et al,
mengadaptasi dengan teori kompetisi model A. Downs dan ideclogi dapat

diderivasi secara sederhana ke dalam dua kriteria, yakni sebagai: (1) mekanisme

untuk pemihihan pejabat publik; dan (2) mekanisme untuk pemilihan kebijakan

Tesis Demokratisasi politik di Madura ... Mohammad Fauzi



ADLN - Perpustakaan Unair

publik (Boyne, 1998: 62-66). Kritenia pertama, dengan desentralisasi pemilihan
pemimpin politik di daerah tidak ditentukan lagi oleh pemerintah pusat. Misalnya,
pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh masyarakat atau secara
tidak langsung melalui dewan perwakilan rakyat daerah mengikuti preskripsi
demokrasi perwakilan. Kriterta kedua, dengan desentralisasi partisipasi dalam
pembuatan kebijakan publik dan kontrol terhadap pemerintah daerah bisa
dilakukan masyarakat baik secara individual dan kelompok di luar pemerintah
atau yang sering dikenal dengan civil society (masyarakat sipil). Mekanismenya,
pertama bisa melalui mekanisme svara, seperti, dalam proses pemilihan pemimpin
politik di daerah secara reguler dan teratur, pertemuan-pertemuan dengan
pemerintah daerah, perlawanan masyarakat terhadap peraturan yang ditetapkan
negara yang tidak berpihak kepada masyarakat melalut jalur hukum, peiaporan
pelanggaran-pelanggaran pemerintah daerah kepada lembaga terkait, keterlibatan
langsung masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik, dan demonstrasi
untuk menentang kebijakan publik yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Kedua melalui palarian (exiz}, ketika mesyarakat tidak sepakat dengan kebijakan
vang telah ditetapkan pemerintah dapat tidak menggunakan kebijakan™ dan
pelayanan yang disediakan pemerintah, dan mengalihkan kepada pelayanan
swasta.

Desentralisasi di Indonesia melalui perberlakuan UU Otonomi Daerah No.
22 Tahun 1999 juga berdasarkan prinsip-prinsip rasional tersebut, yaitu
demokratisasi politik, derivasi dan perluasan demokrasi ke tingkat lokal (Turner

et. al (eds.,), 2003: 63). Untuk mengidentifikasi keberhasilan desentralisasi—
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meminjam konsepsi yang pernah diajukan oleh Markku Kiviniemi dalam ‘Local

 Empowerment: Its Contributions to Decentralization and Democracy’ ada dua
aspek prinsipil yang perlu diperhatikan, yaitu aspek normatifitas dan realitas
(Kiviniemi, 2001: 6). Berdasarkan aspek normatifitas atau sifat dari rejim menurut
Sri Djoharwinarlien regulasi desentralisasi atau otonomi daerah tersebut adalah
demokratis (Djoharwinarlien, 2003: 124, lihat juga tabel lampiran 3). Regulasi ini
secara opiimistik dipercaya beberapa kalangan akademisi sosial-politik dapat
memperdalam demokratisasi politik di tingkat lokal. Dasar argumentasinya,
pertama, regulasi otonomi dacrah tahun 1999 memberikan saluran wewenang atau
kekuasaan formal kepada DPRD untuk memilih kepala daerah (gubernur, wali
kota dan bupati), legislasi dan pembuatan regulasi pemerintah daerah (Gaffar ef.
al., 2002: 185-190; Antlov, 2003: 84; Ratnawati, 2003: 74). Kedua, regulasi
otonomi daerah dapat menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap
proses pembuatan kebijakan. Ketiga, regulasi otonomi daerah dapat memperkuat
akuntabilitas publik, sehingganya masyarakat yakin bahwa kepentingannya tidak
diabaikan (Rasyid, 2003: 64; Nasution et. al {ed.,), 2000: 82-83).

Berbeda dengan pandangan di atas, mayoritas kalangan akadeinisi menilai
implementast regulasi otonomi daerah melalui UU No. 22 1999 tidak prospektif
terhadap lahirnya demokratisasi politik di tingkat lokal. Titik-pijak perspektif
kalangan ini, secara general berdasarkan pada kondisi empirik (aspek realitas)
implementasi desentralisasi yang mengalami beberapa kendala: pertentangan yang
bersifat ideasional tentang format desentralisasi, intervensi negara terlalu kuat,

korupsi, demagogi elite, kesenjangan antara kemampuan politik dengan
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kekuasaan elite di tingkat lokal, dan konflik kepentingan politik di daerah.
Berdasarkan kenyataan ini dikatakan, bahwa proses demokratisasi dan

| desentralisasi di Indonesia tidak selalu ekunivalen dengan konsep dan pengalaman
demokratisasi-desentralisasi Barat. Akar tidak equivalennya dapat ditelusuri pada
konteks sejarah otoritarianisme di Indonesia atau konteks-konteks lain yang
mengitari implementasi regulasi otonomi daerah.

Pada konteks ini UU Otonomi Daerah Tahun 1999 dikatakan oleh
beberapa kalangan yang disebutkan terakhir, diratifikasi hanya karena elite
nastonal terdesak dan ingin meloloskan dini dari gelombang reformasi rakyat dan
tuntutan daersh, tetapi apabila elite nasional terkonsolidasi kembali kemungkinan
besar otonomi daerah ditarik kembali (Pratikno, 2003: 27-45). Selain itu
implementasinya: terganggu karena bangunan desain normatifnya yang rapuh
(Karim et. al (ed.,), 2003: 57-68; Muluk, 2002: 10); dimana demokrasi lokal lebih
banyak menguntungkan elite politik lokal karena pemilihan kepala daerah tidak
didesain secara langsung (Turner et. al (eds.,), 2003: 67, 70-71; Antlov, 2003: 72);
melahirkan premanisme politik di daerah (Hadiz, 2003: 127-129); meningkatkan
konflik kepentingan politik di daerah (Lay, 2003: 57-58; Karim, 2003: 107);
berkembangnya politik uang dalam proses pemilihan pejabat publik di daerah
(Turner et. al (eds.,), 2003: 70-71; Crawford and Hermawan, 2002: 211); oligarkhi
partai politik (Riswandha dan Sukmajati, 2003: 65); kapabilitas yang meragukan
dari DPRD dalam merealisasikan potensi instrinsik demokratisasi (Turner et. al
(eds.,), 2003: 63); dan kesalah-pahaman para pejabat pemerintah daerah dan elite

politik lain dalam menginterpretasikan UU No. 22 1999 (Ratnawati, 2003: 75).
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BAB HI

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian perbandingan (Ragin et. al., 1997
749-768) demokrasi politik lokal di kabupaten Bangkalan dan Sampang.
Penelitian ini mencoba membandingkan peran elite politik formal dan masyarakat
terhadap demokratisasi atau demokrasi politik dan pemerintahan di dua kabupaten
tersebut. Subtansi dari penelitian adalah memahami secara mendalam persamaan
dan perbedaan ‘struktur kesadaran (structures of consciousness)’ dan prilaku elite
politik formal dan masyarakat akar rumput terhadap demokrasi politik di daerah
tersebut, pasca diberlakukan otonomi daerah tahun 1999.

Secara normatif (aspek norma) masalah-masalah yang dikaji dalam
penelitian adalah perbandingan pemahaman, kepercayaan dan dukungan elite
politik formal dan masyarakat terhadap proses demokrasi politik. Sedangkan
masalah-masalah empirik (aspek prilaku) yang dikaji penelitian adalah
perbandingan tindakan elite pelitik formal dan masyarakat terhadap demokratisasi
pemilihan kepala daerah dan pembuatan peraturan daerah. Aspek norma dan
prilaku, meminjam perspektif teori demokratisasi merupakan aspek paling penting
untuk menginterpretasi peranan elite politik formal dan masyarakat terhadap
berlangsungnya demokrasi politik dan pemerintahan.

Selanjutnya untuk memberikan gambaran motodis penelitian, peneliti
menguraikan secara berurutan mengenai: (1) lokasi penelitian, (2) subjek

penelitian, (3) teknik pengumpulan data, dan (4} pengolahan dan analisa data.

36
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3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kabupaten Bangkalan dan Sampang Madura
Jawa Timur. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja oleh peneliti,
dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut: pertama, sebagaimana halnya di
daerah lain, demokrasi politik di kabupaten Bangkalan dan Sampang di era
otonomi daerah sama-sama berpotensi akan berkembang, misalnya, dalam proses
rekrutmen pejabat politik, proses legislasi dan pembuatan reguiasi daerah. Kedua,
implementasi regulasi otonomi daerah secara empirik juga meningkatkan
dinamika dan ketegangan politik di kabupaten Bangkalan dan Sampang, akibat
konflik kepentingan politik pada proses pemilihan kepala daerah.

Ketiga, dalam batas-batas tertentu, terutama sektor budayanyva dua
kabupaten tersebut memiliki kemiripan—hal ini kemuagkinan besar karena
ekosistemnya memiliki kesamaan, yaitu tegalan. Pada ekosistem tegalan menurut
Kuntowijoyo (2002) simbol-simbol keagamaan termasuk kyal menjadi dominan
dalam berbagai cektor kehidupan masyarakat, Akibat sistem tegalan ini, di-dua
kabupaten tersebut dan mungkin selurth Madura budaya patronase masih
mengakar kuat di masyarakat. Kyal yang sering diidentikkan dengan elite
tradisional keagamaan menjadi simbol pemersatu dan pusat soiidaritas sertz
menjadi tokoh panutan di masyarakat (panutan sektor publik). Pasca diberlakukan
otonomi daerah ia menjadi elite politik formal (menjadi ketua partai politik, ketua
dan anggota DPRD dan Bupati) bahkan bisa dikatakan sebagai boss lokal atau

mesin politik yang paling berpengaruh di dua kabupaten tersebut.
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Keempat, berkaitan dengan kapasitas peneliti sendiri yang telah
mengamati dan mengalami sendiri peristiwa-peristiwa politik di dua kabupaten

| tersebut, sejak bergulirnya reformasi hingga sampai pemberlakuan UU Otonomi
Daerah Tahun 1999, memberikan dorongan kuat terhadap peneliti untuk mengkaji
lebih jauh lagi serta holistik peranan elite politik dan keterlibatan masyarakat

dalam proses demokrasi politik dan pemerintahan di dua kabupaten tersebut.

3.2 Subjek Penelitizn

Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah elite polittk
formal dan masyarakat: péjabat di lembaga eksekutif, lembaga legislatif, partai
politik dan aktifis LSM di kabupaten Bangkalan dan Sampang. Pejabat di lembaga
eksekutif yang dimaksudkan adalah bupati dan elite birokrat lain, anggota
lembaga legislatif atau partai politik, yaitu anggota dewan daerah (DPRD) dan
pengurus teras partai politik tertentu yang memperoleh suara signifikan pada
pemilu 1999-2004, seperti, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)} dan Partai
Persatuan Pembangunan (PPP) di kabupaten Bangkalan dan Sampang. Sementara
aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat {LSM) hanya dipilih pada ketua eksekutif
atau tokoh kunci LSM—khususnya—LSM yang konsern terhadap proses
desentralisasi dan demokrasi politik di kabupaten Bangkalan dan Sampang,.

Selanjutnya kalangan yang disebutkan di atas, pada penelitian ini disebut
sebagai informan penelitian (Mulyana, 2000: 169; J. Vredenbregt, 1978: 80).
Informan penelitian yang digali informasinya sekitar sepuluh orang. Berdasarkan

latar-belakangnya, informan ini ada yang berlatar belakang sebagai elite
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tradisional keagamaan atau santri, militer, dan masyarakat berpendidikan. Dari
informan ini, peneliti menggali informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian
baik secara langsung dengan proses mewawancarainya atau dari informasi lain,
seperti, statemen-statemennya di media massa dan media lainnya. Selain dari
informasi dari informan, jika memungkinkan, sebagai data pengimbang atau
tambahan, penulis juga menggali informasi dari masyarakat umum yang tertibat

atau aktif dalam kegiatan politik di dua kabupater, terscbut.

3.3 Tcknik Pengumpulian Data
Teknik pengumpulan data penelitian Iebth ditekankan pada pengumpulan
data kualitatif (Neuman, 2000: 36-37). Metode yang dipakai adalah deskriptif
kualitatif dengan pola yang dikenal umum dalam ilmu sosial sebagai metode
pendekatan interpretatif (N;euman, 2000: 70-75). Dasar konsiderasi metode ini
dipergunakan, pertama sebab penelitian bermaksud mencari data dan informasi
tentang structurcs of consciousness berupa preskripsi normatif (norma: perspektif,
persepsi dan legitimasi) dan tindakan (prilaku) elite politik formal dan masyarakat
- sebagai aktor-aktor politik menjadi fokus penelitian (Bogdan dan Taylor, 1992:
21-22; Vredenbregt, 1978: 80). Karena titik-tekannya demikian, maka penelitian
terkait dan mengandung nilai (volutional or value bound) bahkan mungkin saja
fakta ditentukan oleh nilai [value determined] (Miriam, 1993: 30). Kedua
berdasarkan pertimbangan mekanisme penelitian, yaitu bertitik-pijak pada data-
data penelitian dan kemudian disimpulkan bukan scbaliknya seperti metode

verifikasi (Neuman, 2000: 7, 21-22; Bungin, 2001: 290). Berdasarkan kedua hal

Tesis Demokratisasi politik di Madura ... Mohammad Fauzi



ADLN - Perpustakaan Unair 40

tersebut, tentu saja penelitian tidak bermaksud membuat analisis variabel yang
menguji kebenaran lewat cara-~cara atau metode deterministik {metode kuantitatif:
paradigma positivisme).

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada dua: data primes
dan data sekunder. Sementara yang lebih menjadi stressing penelitian menjaring
data-data primer—tentang pengalaman (epiphanies or life experiences) elite
pohtik formal dan sebagian masyarakat sebagai aktor politik terhadap proses
demokrast politik dan pemenntaban di kabupaten Bangkalan dan Sampang. pasca
diberlakukan regulasi otonomi daerah 1999. Pada epiphanies-nya karakter,
perspektif, persepsi dan tindakan informan biasanya termanifestasi dan tampil ke
permukaan (Denzin, 1998: 510-511). Datanya berupa keterangan-keterangan
mengenal apa yang dialami oleh informan sebagal bagian dari masyarakat secara
keseluruhan (Bungin, 2001: 125). Sedangkan data sekundernya diperoleh dari
cara penelusuran berbagai macam sumber literatur dan informasi lainnya. Sumber
data sekunder ditelusuri dan digali dari: literatur ilmiah, jurnal, laporan hasil
penelitian, surat kabar harian, informasi dari institusi-institusi formal pemerintah
daerah kabupaten Bangkalan dan Sampang, serta sumber informasi lain yang
diperoieh di lokasi penelitian,

Untuk menjaring data-data primer yang dimaksud—peneliti menggunakan
teknik pengumpulan data (data collection technique) sebagai berikut: pertama,
observasi atau pengamatan dalam arti sempit, yaitu, pengamatan secara langsung
terhadap gejala-gejala objek penelitian dalam situasi wajar bukan buatan. Jenis

observasinya adalah observasi informal atau lebih dikenal dengan observasi
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partisipatif (Soelisyati, 1987: 32). Pada teknik pengumpulan data ini tidak
memisahkan antara peneliti dengan subjek penclitian. Proses dan t.ekniknya
dilakukan melalui pencatatan-pencatatan terhadap gejala-gejala tersebut secara
desknptif.

Kedua, teknik wawancara mendaiam (in-depih interview) atau wawancara
tidak terstruktur (unstrucitred or Jocused interview) melalui media dialogis.
Teknik ini dilakukan karena subjek penelitian yang diinterview sangat sedikit,
schingga dari teknik tersebut peneliti dapat memahami secara lebih holistik
strukiur Lkesadaran: opini dan pola sikapnya terhadap demokrasi politik di
kabupaten Bangkalan dan Sampang. Konteks yang dihasiikan wawancara data
adalah memahami data secara instrinsik (Fielding, 1996: 151). Tekmk
wawancaranya dilakukan secara tertulis dan perekaman tape recorder (apabila
diberi izin oleh informan) untuk mendapatkan realitas sebagai mana adanya dan
pelaku pikirkan. Bersamaan dengan tekntk wawancara ini, peneliti melakukan
konfirmasi-kenfirmasi data-data yang terkumpul terhadap sumber datanya
(Fielding, 1996: 151; Bungin, 2001: 169-173). Hasil wawancara tersebut,
selanjutnya dilakukan transkripsi dan perumusan hasil wawancara akhimya

dijadikan sebagai hasil penelitian.

3.4 Pengolakan dan Analisa Data
Selama penelitian berlangsung, pengolahan dan analisa data menggunakan
analisa data penelitian kualitatif. Selanjutnya pengolahan dan analisa data

dilakukan secara bersamaan dengan proses penelitian. Proses ini dilakukan
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dengan konsiderasi bahwa penelitian kualitatif tidsk memisabkan antara
pengumpulan data dengan proses pengujian atau analisa data. Pada saat proses

| pengolahan data terdapat proses analisa (Neuman, 2000: 420}, meskipun tidak
dilakukan secara mendalam. Analisa data akan dapat menentukan seberapa janh
informasi yang perlu ditambah, siapa lagi informan yang akan diwawancarai, serta
data mana yang akan lebih diperdalam.

Setelah proses pengolahan data, selanjutnya dilakukan unalisa data yang
bertujuan menyederhanakan data agar menjadi informasi yang dapat dipergunakan
uniuk mendeskripsikan masalah penclitian. Tahap analisa data dilakukan setelah
semua informasi atau data dianggap cukup memadai. Langkah teknisnya,
mengamati  peristiwa-peristiwa politik dan mengkombinasikanya dengan
penilaiap-penilaian terhadap dokumen yang ada (Neuman, 2000: 420; Andrain,
1992: 423). Ketika mengamat dan menggali informasi peristiwa-peristiwa politik
dilakukan penyederhanaan informasi vang diperoleh dengan mengklasifikasi
informasi  berdasarkan jenis informasinya (pengelompokan berdasarkan
persamaan dan perbedaan data), siapa yang memberikan informasi dan apa
subtansi dari informasi tersebut. Jenis analisa datanya menggunakan analisa
perbandingan kualitatif (qualitative comparative analysis: gca), yaitu suatu teknik
analisis data qualitatif yang dapat dipergunakan ketika kasus penelitian sedikit dan
variabelnya sangat banyak (Ragin et. al., 1996: 757-760; Neuman, 2000: 427-
429). Dengan cara demikian budaya, struktur, nilai-nilai kesadaran dan prilaku

yang mendominasi dan menampak ke permukaan bisa diperbandingkan.
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Untuk menganalisa data yang telah diklasifikasi, lalu dilakukan
interpretasi untuk memahami persoalan sesungguhnya yang terjadi, dengan cara
deskripsi mumni. Materi-materi interpretasi dievaluasi untuk mengiluminasi
fenomena-fenomena epiphanies informan dalam dunia politik. Materi-materinya
berbasis pada konteks sejarah, proses dan reiasi materi-materi dengan riwayat atau
kisah epiphanies informan yang diceritakan baik oleh dirinya dan orang lain.
Narasi-narasi itu, kemudian dihubungkan dengan institusi sosial-politik dan
konteks budayanya. Proses pemahaman hal tersebut, diletakkan seterusrya pada
seluruh fenomena-fenomena yang diamati penelitian ini. Sementara inodel
kompetensi rasionalitas dan emosionalitasnya (kebenaran dan interpretasi) berada
pada situasi subjek penelitian itu sendiri—yang tampak dilihat baik itu dari sisi
kebahasaan, emosti. perasaan, sikap dan tindakannya (Denzin, 1998: 510-51 1').

Interpretasi ini tidak dipisahkan dengan analisa data, seperii layaknya
dalam penelitian kualitatif. Dengan teknik ini penelitian diharapkan akan
memperoleh derajat keabsahan (trustworthiness) data yang teizh dikumpulkan
terutama relevansinya dengan permasalahan yang diteliti (Saratankos, 1998: 82).
Keabsahan data sangat krusial untuk mencapai kebenaran, dengan memperhatikan
daya tahan penelitian semenjak dari memaparkan datanya dari intervensi,
terkontaminasi dan terkontrol, dan teknik pemeriksaan data yang diperoleh.
Secara partikular cara yang paling mudah melalui orientasi, berkenaan dengan
studi, dunia empiris, dan melalui konstruksi ketepatan metode pengumpulan data

(Saratankos, 1998: 81-82; Neuman, 2000: 171).
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Untuk mereduksi kemungkinan kesalahan analisa dan interpretasi data—
peneliti mempergunakan strategi triangulasi (friangulation strategiesj. Hal ini
ditakukan berdasarkan konsiderasi karena data yang akan digali adalah data yang
terpola sangat kompleks (terkait nilai, persepsi dan budaya) schingga tidak
mungkin bisa dianalisis dengan menggunakan metode positivis (metode
kuantitatif). Strategi triangulasi yang dimaksud, yaitu, suatu strategi multi-metode
(multimethod), multi-model (multitrait), multi-referensi (multireference} untuk
melihat ketepatan posisi objek (Newman dan Benz, 1998: 83) dan multi-persepsi
(multiperceive) untuk mengklasifikasi maksud dan melakukan deskripst
pengulangan suatu observasi atau interpretasi (Neuman, 2000: 124; Denzin and
Lincoln {eds..), 1998: 241). Dalam berbagai literatur metodologi penelitian sosial
menurut W. Lawrence Neuman (2000) ada empat tipe triangulasi, pertama,
triangulasi pengukuran (triangulation of measures), kedua, triangulasi peneliti
(triangulation of observersj, ketiga, triangulasi teori (friangulation of theory), dan
keempat, trianggulasi metode (triangulation of method) (Neuman, 2000: 124-
125).

Pada penelitian ini. peneliti iebih menekankan pada dua tipe strategi
trianggulasi yang paling umum dipergtmakm pada penelitian sosial. Yakni,
pertama metode triangulasi pengamatan untuk mengatur interview dan mengamati
tingkah-laku subjek peneliian secara personal dengan berbagai observasi
perspektif: perspektif alternatif; latar belakangnya; dan karekteristik sosial.
Kedua, metode triangulasi teori sebagai alat pengabsahan ketika menginterpretasi

data yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan berbagai perspektif teoritis.
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Namun demikian, meskipun metode triaugulasi dipergunakan dalam
penelitian ini, memodifikasi pendapatnya Fayerbend (filosof anarkisme teoritis)
peneliti tetap mengakui bahwa semua hasil observasi masih sangat terbuka lebar
kemungkinan akhir untuk diperbaiki (open ended). Baik itu oleh peneliti sendirt
atau peneliti lain yang meneliti tentang demokrasi politik di kabupaten Bangkalan
dan Sampang Madura, atau daerah lain pasca diberlakukan regulasi Otononii

Daerah Tahun 1999,
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BABIV

SETTING LOKASI PENELITIAN

4.1 Kondisi Geografis Bangkalan dan Sampang

Kabupaten Bangkalan menurut sejarahnya merupakan salah satu
kabupaten di pulau Madura vang terbentuk hampir bersamaan dengan kabupaten
Sampang, pasca kerajaan Bangkalan (24 Oktober 1531) dihapus oleh
pemeriniahan Belanda pada 1 Nopember 1885 (Munnick dalam Kuntowijoyo,
2002: 173-176). Wilavah kabupaten Bangkalan bersebelahan dengan ibu kota
propinst Jawa Timur (Surabaya)—yaitu hanya dipisahkan oleh Selat Madura
(Ujung Kamal-Tanjung Perak} dengan jarak kurang-lebih sekitar 3,6 Km?, atau
_bisa ditempuh dengan penyveberangan kapal Ferry kurang lebih selama 30 menit
(Bappeda Kabupaten Bangkalan, 2002: 11).

Secara geografis, posisi wilayah kabupaten Bangkalan berada di ujung
paling Barat pulan Madura (lihat gambar lampiran 1 }—dengan koordinat 122°40'-
113°08' Bujur Timur serta 6°51°-7°11' Lintang Selatan. Daerah bagian Selatan dan
Utara adalah daerah pesisir Selat Madura dan Laut Jawa dan bagian Tengah (dari
Barat dan Timur) berupa pegunungan atau perbukitan kapur. Batas-baias
wilayahnya: sebelah bagian Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Timur
berbatasan dengan kabupaten Sampang dan sebelah Selatan dan Barat berbatasan
dengan Selat Madura (Bappeda Kabupaten Bangkalan, 2002: ii).

Topografi kabupaten Bangkalan berada pada ketinggian 2-74 M di atas

permukaan laut. Wilayah bagian utara memiliki ketinggian rata-rata 2-8 M DPL,
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bagian tengah 10-74 M DPL. Sementara kondisi tanahnya mayoritas kering atau
tandus karena hampir jenis tanah + 47.294 Ha atau 37,87% di wilayah Baﬁgkalan
batuan sedimen pliosen—di samping begenis alluvial, plieson dan miosen
(Bappeda Kabupaten Bangkalan 2002: i1).

. Luas total wilayah atau daratan kabupaten Bangkalan 1.248 88 Km?. Total
luas daratan imi berdasarkan areal daratan yang tersebar di seluruh wilayahnya,
terdiri dari pemukiman penduduk seluas 128,53 Km?, persawahan 219,15 Km?,
pertanian tanah kering 699,38 Km?2 perkebunan 9,64 Km?, kawasan hutan 57,22
Km?, kolam/tambak 14,65 Km?, rawa/danau/v-aduk 9.55 Km?, tanah tandus 36,36
Km?, dan lain-lain seiuas 4,27 Km? (BPS Kabupaten Bangkalan 2001).

Berdasarkan luas per-kecamatan, luas kabupaten Bangkalan yang tersebar
dalam 18 kecamatan, terurat dalam: kecamatan Kamal luasnya 41.40 Km?
Labang 35,23 Km?, Kwayvar 47,81 Km? Modung 78,79 Kim?, Blega 92 82 Km?,
Konang 81,09 Km?, Gatis 120,56 Km®, Tanah Merah 68.56 Km?, Tragah 39,58
Km? Socah 53,82 Km?, Bangkalan 35,02 Km? Burneh 66,10 Km?, Arosbaya
42,46 Kmt*, Geger 123,31 Km?, Kokop 125,75 Km? Tanjung Bumi 67,49 Kn?,
Sepulu 73,25 Km?, dan Klampis 67,10 Km? (BPS dan Bappeda Kabupaten
Bangkalan, 2003a: 10).

Sedangkan kabupaten Sampang, seperti yang telah dijelaskan di atas,
merupakan salah satu kabupaten termuda di Madura yang terbentuk hampir secara
bersamaan dengan kabupaten Bangkalan oleh pemerintahan kolonialis Belanda,
pasca dibubarkannya kerajaan Bangkalan pada | Nopember tahun 1885. Secara

geografis kabupaten ini posisinya berada di tengah-tengah pulau Madura (lihat
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gambar lampiran 1), dengan koordinat 113°-08' dan 113°-39" Bujur Timur dan
6°50" dan 07°13"' Lintang Selatan. Wilayahnya, sebelzh Utara dibatasi Laut Jawa,
bagian Timur bersebelahan dengan wilayah kabupaten Pamekasan, sebelah
Selatan dibatasi Selat Madura, dan bagian Barat bersebelahan dengan wilayah
kabupaten Bangkalan (BPS dan Bappeda Kabupaten Sampang, 2003a: 2).

Topografi daerah kabupaten Sampang berada pada ketinggian 118-1,5 M
di atas permukaan laut, dengan curah hujan tertinggi 1,550,0 MM dan terendah
681,0 MM per-tahun (BPS dan Bappeda Kabupaten Sampang, 2003a: 5-6).
Daerah kabupaten Sampang memiliki wilayah pegunungan atau perbukiian di
bagian Tengah, sedangkan bagian Selatan dan Utara adalah daerah pesisir pantat
Selat Madura dan Laut Jawa. Sementara kondisi tanahnya—hampir seluruhnya
kering, karena jenss tanahnya paling dominan berjenis batuan sedimen p[ie_son
{LPJ Bupati Sampang Tahun Anggaran 2003: 251).

Luas wilayah kabupaien Sampang 1.228.87 Km? atau 2/3% luas pulau
Madura. Berdasarkan areal daratannya luas daratan tersebut secara wmnum terdiri
dari: pemukiman penduduk seluas 120,26 Kin? persawahan (pertanian tanah
kering/ladang) 206,69 Km?, perkebunan 21,00 Km?, kawasan hutan 11,96 Km?,
kolam/tambak 52,63 Km?, rawa/danawwaduk (-Km?/tidak tersedia datanya). tanah
tandus (-Km?Aidak tersedia datanya), dan lain-lain seluas 23,84 Km? (BPS
Kabupaten Sampang 1999).

Berdasarkan luas per-kecamatan, luas kabupaten Sampang yang tersebar
dalam 12 kecamatan, terurai dalam: kecamatan Sreseh luasnya 71,95 Km?, Torjun

86,89 Km?, Sampang 70,01 Km?, Camplong 69,93 Km? Omben 116,31 Km?,
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Kedungdung 123,08 Kim? Jrengik 65,35 Km? Tambelengan 89,97 Km?
Banyuates 141,23 Km?, Robatal 164,79 Km?* Ketapang 125,28 Km? dan

Sokobanah 108,51 Km? (BPS dan Bappeda Kabupaten Sampang, 2003a: 12).

4.2 Kondisi Sosial-Ekonomi dan Budaya Bangkalan dan Sampang

Berdasarkan hasil proyeks) penduduk tahun 2002, populasi penduduk
kabupaten Bangkalan tahun 2002 sebesar 816.722 jiwa dan tahun 2003 meningkat
menjadi 880.772 jiwa. Laju pertumbuhannya, pada tahun 2002 scbesar 7,84%
dengan kepadatan sebesar 648 jiwa/Km? dan tahun 2003 meningkat menjadi 699
jiwa/’Km? pada tahun 2003. Komposist jumlah penduduk tahun 2002 adalah
390.175 jiwa (47,90%) penduduk laki-laki dan 426.541 jiwa (52.10%) penduduk
perempuan. Pada tahun 2003 penduduk laki-laki sebesar 421.986 jiwa (47,919}
dan perempuan sebesar 458.790 jiwa (52,09%). Sementara populasi penduduk di
kabupaten Sampang tahun 2002 sebesar 741.339 jiwa dan tahun 2003 meningkat
menjadi 782.263 jiwa. Kepadatan penduduk tahun 2002 sebesar 601,10 jiwa/Km?
dan tahun 2003 sebesar 634,29 jiwa/ Kin?. Komposisi penduduknya tahun 2002,
terdiri dari 357.931 jiwa (48,29%) penduduk iaki-laki dan 383.408 jiwa (51,71%)
penduduk perempuan, dan tahun 2003 komposisihya terdiri dari 381.983 jiwa
(48.,83%) penduduk laki-laki-laki dan 400.280 jiwa (51,17%) penduduk
perempuan (lihat tabel lampiran 4).

Kondisi sosial-ekonomi di kabupaten Bangkalan dan Sampang terkin: jauh
lebih baik jika dibandingkan dengan sebelum pemberlakuan regulasi Otonomi

Daerah Tahun 1999 (UU No. 22/25 Tahun 1999). Untuk mengetahui tingkat
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perkembangan sosial-ekonomi di dua kabupaten tersebut—dapat dilihat pada laju
pertummbuhan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index).
Berdasarkan atas perhitungan skor indeks harapan hidup (kesehatan), pendidikan
(tingkat baca tulis dan pendidikan formal) dan daya beli masyarakat
{perkembangan ekonomi), pada tahun 2002 skor indeks pembangunan manusia di
kabupaten Bangkalan sebesar 59,11 (menengah bawah mendekatt menengah atas)
dan kemudian meningkat menjadi sebesar 59,35 pada tahun 2003. Sementara skor
indeks pembangunan manusia di kabupaten Sampang sebesar 50,47 (menengah
bawah)} dan kemudian meningkat menjadi sebesar 51,12 tahun 2003 (lihat tabel
lampiran 5).

Sementara budaya tradisional di kabupaten Bangkalan dan Sampang tidak
Jauh berbeda dengan dua kabupaten lainnya (kabupaten Pamekasan dan
Sumenep). Ada dua faktor yang memberikan andil besar terhadap terbentuknya
budaya di Madura, selain adat Jawa (ajaran Hindu, Budha, Animisme, Dinamisme
dan sebagainya) dan kebudayaan asing lainnya (Belanda, Arab, Melayu dan
China). Kedua faktor tersebut, pertama, adalah agama Islam—meskipun nilai-
nilai agama ini tidak terintegrasi secara total dengan budaya masyarakat Madura
{(Muthmainnah, 1998: 29), tetapi nilai-nilai Islam merasuk secara mendalam
terhadap budaya Madura. Pengaruh agama Islam sangat besar terhadap budaya
masyarakat kabupaten Bangkalan dan Sampang Madura—kemungkinan tidak
terlepas dari dominannya penganut agama Islam di dua kabupaten tersebut. Pada
tahun 2002, di kabupaten Bangkalan penganut agama Islam sebesar 756.654 ribu

atau mencapai 99,6% jumlah populasi penduduk, dan di kabupaten Sampang
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jumlah penganut agama Islam sebesar 710.239 ribu atau mencapai 99,95% jumlah
populasi penduduk (lihat tabel lampiran 6). Jumiah total peribadatannya (Masjid,
Langgar dan Musholla) 25.228 ribu di kabupaten Bangkalan, dan di kabupaten
Sampang berjumlah 3.648 ribu (lihat tabel lampiran 7).

Selain itu, yang juga berpengaruh besar adalah intensifnya sosialisast dan
rutinisasi ritual-ritual keislaman oleh para pemuka agama islam, seperti, siametan
(selamatan), kenduri, tahlilan, tajin sora (ritval bulan pertama islam), ritual safar,
Maulid Nabi, arasol sya' banan, isra’ mi'raqj, telasan agung, telasan topa’ dan
telasan hajji (Kuntowijoyo, 1989: 43-44). Dari sosialisasi dan rutinisasi ini,
kemudian berdampak pada praktik-praktik kehidupan masyarakat dari vang
bersifat keagamaan sampai pada kegiatan profan-pun tidak bisa lepas dari dimensi
nilai-nilai islam (Bouivier, 1989, 212-223). Faktanya dapat dilihat dari organisasi
sosial kebudayaan yang berkembang di masyarakat Bangkalan dan Sampang.
Meskipun tidak se-banyak lembéga—lembaga formal keagamaan isiam (pesantren,
madrasah, masjid, dan musholla)}-organisasi sosial budava yang berdimensi
keagamaan, seperti, Samroh, Hadrah, Samman dan sebagainya hingga saat ini
tetap berkembang lestari di dua kabupaten tersebut (BPS dan Bappeda Kabupaten
Bangkalan, 2003b: 32, LPJ Bupati Sampang Tahun Anggaran 2003).

Karena kenyataannya demikian, sehingga banyak orang non-Madura
menganggap budaya Madura adalah isiam, dengan kultur santri terutama berbasis
kultur islam tradisional atau ahli sunnah waljama'ah (Nahdlatul Ulama: NU) dan
sebagian kecitl islam pembaharuan atau modemnis (Muhammadiyah)

(Wiryoprawiro, 1986: 10). Asumsi tersebut tidak sepenuhnya salah, paling tidak

Tesis Demokratisasi politik di Madura ... Mohammad Fauzi



ADLN - Perpustakaan Unair

hal ini menurut pendapat sebagian besar masyarakat Madura sendiri, bahwa
masyarakat Madura merupakan mayoritas penganut Istam taat dan monolitik.
Karena faktor ini juga, yang membuat masyarakat Madura mengalami kesulitan
dalam membedakan antara budayva islam dan Madura (Khusairi, 1989: 116-118).

Dengan kata lain, tanpa berpretensi mengalienasi agama non-Islam, Isiam
dalam budaya masyarakat Madura sangat penting jika tidak bisa dikatakan inheren
dalam budaya masyarakat Madura. Signitixansinya Islam pada budaya
masyarakat Maduara karena discsialisasikan sejak dini di tingkat keluarga
(sosialisasi primer) dan kehidupan schari-hart di tingkat masyarakat luas
(sosialisasi sekunder). Dalam proses sosialisasi inl, yang paling punya andil besar
adalah para ulama-kyai (Kuntowijoyo, 1989: 45; de Jonge, 1989: 87).

Besarnya pengaruh kval dalam proses sosialisasi keagamaan di
masyarakat, kemudian melahirkan kesadaran umum masyarakat terhadap Kyai
secbagai sosok figur yang harus ‘ditaati dan dipatuhi’ dalam berbagai dimensi
kehidupan. Kesadaian ini, teraktualisasi dalam kehidupan sosial masyarakat dan
terlembaga dalam suatw diktum ‘buppa—babu'—guru-—rate’ (bapak-ibu-guru
fuiama atau kyai]-pemimpin formal). Jika dianalisis lebih mendalam, ternyata
keempat tokoh panutan tersebut kyai paling dominan dan menempati posisi
strategis. Meskipun menempati posisi ketiga setelah buppa’ dan babu’, tetapi
masth-masing huppa’ dan babu' sebagai tokoh panutan di sektor privat dipastikan
patuh dan menjunjung tinggi kyai. Hampir seluruh pribadi masyarakat Madura
memiliki kyai panutan yang selalu dijadikan rujukan dalam mengambil sikap

{Latief, 2002: 48; Muthmainnah, 1998: 26).
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Kebudayaan kedua, adalah budaya tradisional yang dipengaruhi
lingkungan fistk, vakni, sistem ekologi tegalan (Kuntowijoyo, 2002: 61). Atau
budaya tradisional vang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor geografis yang
banyak bertumpu pada sistem pertanian tegalan, bukan sistem pertanian
persawahan. Dalam sistem ekologi tegalan masvarakat biasanya tinggal dalam
suatu komunitas tertentu dengan pola pemukiman yang tersebar (artefak budaya).
Pada setiap pemukiman penduduk terdapat beterapa kelompok pemukiman yang
dikelilingi tegalan. Formasi pemukimannya memanjang dari Barat (untuk
keluarga tertua) sampai ke Timur (untuk Keiuarga paling muda). dan semuanya
menghadap ke Seiatan, di tengah-tengah terdapat halaman panjang. satu suwmnur
dan satu musholla. Pola pemukinan penduduk ini diistilabkan oleh para
Maduranis atau para peneliti lain sebagal pola pemukiman faneyan lanjang
[halaman panjang] (lihat gambar lampiran 2). Yaitu, suatu pola pemukiman
penduduk yang hampir tersebar dalam pola desa dengan pemukiman penduduk
vang tersebar, atau distiiahkan dengan kampong meiji [perkampungan meiji]
(lihat gambar lampiran 3).

Menurut sejarahnya berdasarkan kondisi ekologi tegalan, kebudayaan
masyarakat lebih bercorak individualis dan tiadanya simbol-simbol pemersatu
diantara masyarakai. Kekosongan im kemudian diisi oleh simbol-simbol
keagamaan termasuk kyai baik sebagai individu atau institusi. Kemungkinan
besar, ketika kyai masuk mengisi kekosongan tersebut, kyai kemudian menjadi
simbol-simbol solidaritas, dan karena faktor inilah lalu muncul di Madura budaya

politik paironase, yang hingga kint tampaknya tetap lestari. Meskipun ada
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beberapa pengikisan seiring perkembangan jaman dan tingkat pengetahuan serta
pendidikan masyarakat, tetapi dominasi kyai dan elite keagamaan lainnya
{bindara, santre dan lora) dalam dunia sosial, politik dan sebagainya tetap masih
dominan.

Jika dilihat dari dua dimensi pembentuk kebudayaan masyarakat tersebut,
adalah tidak mengherankan apabila terdapat pelapisan sosial sangat ketat yang
berkembang di masyarakat Bangkalan dan Sampang, dan Madura pada umumnya.
Ditinjau dari dimensi sosial—pelapisan masyarakat terbagi ke dalam dua lapisan
utama. Lapisan pertama adalah lapisan atas yang ierdiri dari para séntana (per;aji:
priyayi), mantri (pejabai birokrasi) dan para-abdi (aparat istana). Setelah
berakhirnya masa raja-raja akibat gangguan kapitalisme dan penjajahan Belanda,
lapisan ini banyak dipegang oleh mantri atau para pejabat birokrasi hingga sampai
sekarang—yang membentuk klas memerintah. Lapisan kedua adalah lapisan
bawah diisi oleh oreng kene’ atau oreng dume’' (orang kecil) yang terdiri dari para
petani. nelayan dan masvarakat kecil iainnya {(Kuntowijoyo, 2002: 217-218;
Latief, 2002; 46).

Ditinjau dari perspektif keagamaan—pelapisan masyarakat Madura terbagi
ke dalatn dua lapisan. Lapisan pertama, adalah santre (santri); dan kedua banne
sanire (bukan santri). Dalam konteks dimensi keagamaan ini—kyai (keyae)
berada pada lapisan paling atas, lora’bindarah (keturunan kyai atau mantan santri)
berada pada lapisan menegah dan santre berada pada lapisan paling bawah
(Latief, 2002: 47). Kyai awalnya terdiri dari orang-orang yang menguasai ilmu

keagamaan—yang berperan sebagai pendidik agama di masyarakat. Pada
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perkembangannya ia dalam kehidupan sosiai-poiittk berperan polymorphic yaitu
memiliki satus tertent: tetapi memiliki beberapa peran sekaligus, termasuk dalam
dunia politik {Sunyoto, dalam Muthmainnah, 1998: 44). Pada masa kerajaan kyai
berperan sebagai elite keagamaan desa, pada masa penjajahan Belanda berperan
sebagai tokoh panutan masyarakat, di era kemerdekaan menjadi elite politik
(Kuntowijovo, 2002: 551-594). dan sekarang berperan sebagai elite politik formal.

Kondist sosial-budaya seperti inilah yang pada akhirnya membentuk pola
prilaku budaya masyarakat pada umumnya. Dimana diketahui secara umum
budaya masyarakat Madura lebih bercorak paternalistik (Kuntowiioyo, 1989: 34),
doministik (Rozaki, 2003; Muthmainnah 2002). ekspresif (Latief, 2002), dan
individuabistik (Kumtowijoyo, 2002: 377y —dengan elite tradisional keagamaan
sangat dominan dalam berbagai dimenst kehidupan sosial masyarakat, termasuk
dalam kehidupan politik. Budaya paternalistik-doministik awalnya berkembang
dari sisa-sisa sistem stratifikasi sosial vang ketat di masa kerajaan Madura—yaitu
sistem sosial yang terialu memusatkan kekuasaan dan hak-hak istimewa semata-
mala di tangan klas memerintah saja. Di era Orde Baru berada di tangan tokoh
masyarakat dan, di era reformasi kembali lagi kepada klas memenntah setelah
kyai menjad“i penguasa pada pemerintah daerah di Madura (sejak reformasi tahun
1998 atau diberlekukannya regulasi Otonomi Daerah Tahun 1999).

Budaya ekspresif, dalam taraf tertentu, adalah budaya yang tidak terlepas
dari dimensi kekerasan. Menurut sejarahnya dimensi kekerasan yang terjadi di
pulau Madura sudah berlangsung mulai 929 Maschi saat terjadi pertempuran

dengan balatentara dari negeri China, pertempuran dengan VOC Belanda, dan
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kasus-kasus carok yang sering terjadi hingga sampai saat ini (Latief, 2002: 62-79).
Sementara budaya individualistik maksudnya—hubungan sosial di masyarakat
berpusat pada individu dengan keluarga inti sebagai unit dasarnya. Terbentuknya
pola budaya ini, salah satunya karena komunikasi sosial yang Jebih menekankan
pada individu dari pada kolektifitas dan kooperatif. Budaya doministik—adalah
budaya yang memberikan kekuasaan penuh kepada elite formal dan non-formal
dan sedikit memberikan akses dan peran kepada masvarakat luas terhadap
kekuasaan sosial-politik. Tokoh informal dipatuhi masyarakat melalui jalur
religius dan sosio-kultural (Muthmainnah, 1998: 26-27), sedangkan tokoh formal

melalui jalur kekuasaan formal, scperti, melalui pelayanan dan sebagainya.

4.3 Posisi Kyai dan Masyarakat dalam Politik Lokal Bangkalan-Sampang
Secara historis, posisi atau peran kyai dalam politik lokal kabupaten
Bangkalan dan Sampang Madura. mengalami beberapa kali perubalian (lihat tabel
lampiran 8). Perubahan posisi dan perannya dapat dikelompokkan pada lima
periode: (1) masa kerajaan Madura; (2) masa penjajahan Belanda; (3) masa
kemerdekaan atau pemerintahan Orde Lama; (4) masa pemerintahan Orde Baru:
dan {5} masa reformasi atau pemberiakuan otonomi déerah. Pada pertode pertama,
kyai tidak memiliki peran strategis pada kekuasaan politik di dua kabupaten
tersebut. Kekuasaan politik di masa ini, banyak dikuasai oleh para séntana
(perjaji: priyayl), mantri (pejabat birokrasi) dan para-abdi (aparat istana)
(Kuntowijoyo, 2002: 217-218). Kyai di masa inmi hanya merupakan elite

keagamaan desa, yang menangani ritual-ritual keagamaan, mengajarkan ilmu
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agama, ilmu kanuragan dan membantu orang sakit. Kyal tersebut, dapat
dikelompokkan pada: pertama, kyai sebagai guru ngaji yang mengajarkan baca al-
Qur’an; kedua, kyai sebagai guru ngaji kitab kuning (kitab klasik); dan ketiga,
kyai sebagai guru dan pemimpin tarekat (Kuntowijoyo, 2002: 333).

Pada periode kedua, kyai yang tadinya hanya sebagai peminmpin
keagamaan desa, mengalami evolusi peran. Di masa pergerakan kemerdekaan
nasional Indonesia, 1a tidak hanya sebagai elite desa dan keagamaan, tetapi juga
sebagal pejuang dan perantara kekuasaan dan budaya (power and culiure
boroker). Kenyataan ini dapat dilihat pada perang Prajjan pada tahun 1985, vang
dipimpin oleh kyai Sumantri dari desa Perdikan, Pajjan Sampang Madura
(Kasijanto, dalam Muthmainnah, 1998: 40). Selain berjuang dengan mengangkat
senjata, kyai juga terlibat akiif pada organisasi sosial-politik, seperti, SI (Sarekat
Islam). Di organisasi SI, kyai menjadi penasehat organisasi sekaligus sebagai
simbol politik (Kuntowijoyo, 2002).

Pada periode ketiga, di masa kemerdekaan atau pemerintahan Orde lama,
kyat banyak berperan dalam dunia politik. Pada waktu itu, masa otopomi
daerah—kyai di tingkat lokal mendominasi kekuasaan politik (Mansumoor, dalam
Muthmainnah, 1998: 41). Posisinya dalam dunia politik semakin signifikan,
setelah NU keluar dari Masyumi (Majlis Syura Muslimin Indonesia) tahun 1952
(Kuntowijoyo, 2002: 592). Kenyataan ini tampak pada pemberian kekuasaan
politik di tingkat lokal, seperti kekuasaan dalam pembangunan daerah dan
rekruitmen kyai di departemen-departemen pemerintahan lokal, oleh rejim Orde

Baru kepada kyai (Muthmainnah, 1998: 41).
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Pada periode keempat, di masa pemerintahan Orde Baru kyai tidak lagi
mendominasi politik lokal—hal ini karena kebijakan sentralisasi kekuasaan Orde
Baru yang membuatnya tidak lagi menjadi birokrat dan kepala daerah. Posisi kyai
pada waktu itu, lebih sebagai kelompok oposisi dan elite partai politik PPP
{(Kuntowijcyo, 2002: 598). Pada periode kelima, di masa reformast dan
pemberlakuan otonomi dasrah tahun 1999, kvai kembali iagi pada bandul
kekuasan politik. Meskipun mengalami perpecahan, menjadi elite PPP dan PKB
{Kurtowijoyo, 2002: £98; kyair mendominast bahkan menjadi pucuk pimpinan
kekuasaan politik lokal, misalnya, menjadi bupati (kabupaten Bangkalan), ketua
DPRD dan anggota DPRD.

Dominannva kyai pada kekuasaan politik tidak terlepas dan dukungan
masygrakat. Faktanya, dapat dilthat dari cara masyarakat menyalurkan aspirasinya
pada partal politik yang didukung para kyai. Pemilu tahun 1999-2004 merupakan
salah satu contoh kongretnya, di mana mayoritas masyarakat Bangkalan dan
Sampang menyalurkan asptrastnva kepada PKB dan PPP. Di kabupaten
Bangkatan pada pemilu tahun 1999, perolehan suara PKB sebesar 230.347 suara
dan PPP memperoleh 19.440 suara. Pada pemilu tahun 2004 perolehan suara PKB
scbesar 202.097 (49,38%) dan PPP scbesar 36.839 (900%). Sementara di
kabupaten Sampang, pada pemilu tahun 1999 PKB memperolech 173.155 suara
atau 44,79% dan PPP 111.441 suara atau 23,83%. Pada pemilu tahun 2004,
berdasarkan data perolehan sementara di KPUD Sampang, PKB memperoleh

suara 98.982 dan PPP 47.097 (lihat tabel lampiran 9).
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Berdasarkan perolehan suara pada pemilu tabun 1999, PKB memproleh
kursi di DPRD kabupaten Bangkalan sebanyak 24 kursi dan 19 kursi di kabupaten
Sampang. Sementara PPP di kabupaten Bangkalan mendapatkan kursi sebanyak 2
kursi dan 12 kursi di kabupaten Sampang. Pada pemilu 2004 perolehan kursi di
dewan legislatif PKB Bangkalan dan Sampang tetap bertahun—sedangkan PPP
perolehan kursinya semakin signifikan, yaitu, mendapatkan 7 kursi di kabupaten
Bangkalan dan 17 kurst di kabupaten Sanpang (BPS dan Bappeda kabupaten
Bangkalan dan Samrana, 2003a).

Sementara posisi dan peran masyerakat pada politik lokal kabupaten
Bangkalan dan Sampang atau Madura, data historisnya sangat terbatas sekali. Di
masa kerajaan Madura, seperti halnya daerah lain, masyarakat bawah (orerng kene'
atau oreng dume) yang terdin dari dari kalangan petani, nelayan dan masyarakat
kecil lainnva (Latief,. 2002: 46), tidak mempunyai andil besar dalam dunia politik
dan kekuasaan. Kekuasaan politik di dominasi para bangsawan, yang terdirt dari:
para séatana (perjaji: priyayi), mantri (pejabat birokrasi) dan para-abdi (aparat
istana). Setelah masa kekuasaan raja berakhir, akibat gangguan kapitalisme dan
penjajahan Belanda, kekuasaan politik didominasi manfri atau para pejabat
birokrasi (Kuntowijoyo, 2602: 217-218).

Namun demikian pada masa penjajahan Belanda, masyarakat mulai
memasuki dunia politik. Perkenalan masyarakat bawah dengan dunia politik tidak
terlepas dari andil besar organisasi SI. Menurut Kuntowijoyo, SI memperkenalkan
masyarakat Madura pada dunia modern. Setelah mereka terlepas dari hubungan

apanage (mirip seperti hubungan patron-klien) dengan kaum bangsawan, Si-lah
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yang menjadikan kebebasan itu benar-benar terwujud. SI memberikan alternatif
baru hubungan vertikal antara masyarakat pedesaan dengan perkotaan. Pada masa
ini, sudah ada kelas menengah, mcskipun keberadaannya masih terjadi
nerdebatan. Ada sejarawan yang mengungkapkan bahwa kelas menengah di
Madura mengalami kemerosotan tajam akibat pengembangan ekonomi kapitalis-
kolonialis Belanda. Sementara sejarawan yang lain mengungkapkan bahwa kelas

menengah mengalami peningkatan, khususnya di Sampang (Kuntowijoyo, 1989:

Lad

3, 38-39).

Pada masa kemerdekaan atau pemerintahan Orde Lama hingga
pemerintahan Orde Baru. peran dan posisi masyarakat kembali mengalami
devolusi sangat tajam. Sepert1 yang telah dipaparkan di atas, pada pertode ini,
masyarakat berada pada posisi pinggiran. Kekuasaan dan proses-proses politik
lain banyak didominasi oleh para kyai {masa Orde Lama), para birokrat dan
miltier {masa Orde Baru). Sctelah reformasi dan regulasi otonomi daerah bergulir,
masyarakat memiliki peran yang cukup signifikan terhadap proses-proses politik
dan kekuasaan di Bangkalan dan Sampang. Hal ini disebabkan regulasi ‘otonomi
daerah tahun 19Y9° memberikan kewenangan pada daerah untuk mengurus
pemerintahannya sendiri sesuai dengan preferensi masyarakat. Selain itu, di
Bangkalan dan Sampang sudah mulai muncul dan terus berkembang pesat .SM——

yang menangani persoalan-persolaan masyarakat.
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BAB YV
PEMOKRATISASI POLITIK DAN PEMERINTAHAN

DI KABUPATEN BANGKALAN DAN SAMPANG

5.1 Peran Elite Politik Terhadap Proses Demokrasi Politik

Desentralisasi atau otonomi daerah, menurut perspektif politik, favoribel
terhadap demokrasi di tingkat lokal karena faktanva senngkali diletakkan pada
konteks demokrafisasi vang lebih luas. Yakni, tidak hanya diletakkan sebagai
teknik efektifitas dan efisiensi mencjemen organisast pemerintahan. tetapi tuga
diletakkan sebagai proses vang berperan kunci untuk menarik partisipasi
masyarakat,  responsivitas. akuntabilitas, dan  representasi  organisasi
pemerintahan. Namun demikian, demokrasi lokal sebagal sistem politik yang
dikembangkan oleh otenom: daerah tidak mungkin dapat berkembang tanpa peran
dan elite politik formal dan masyarakat sebagai aktor politik signifikan dalam
sistem tersebut. Meminjam perspektif teor: demokratisasi, ada dua aspek vang
dapat dilihat dari peran eiite politik formal dalam proses demokrasi poiitik di
daerah kabupaign Bzagkalan dan Sampang; pertama, aspek normatif_' elite politik
ternadap demokrasi; dan kedua aspek tindakan atau priiaku nyata ehte politik.
Aspek pertama berkaitan dengan kepercayaan dan legitimasi para aktor politik
baitk 1tu di lembaga legislatif, partar politik, dan eksckutif terhadap legitimasi
demokrzsi. Aspek kedua berkaitan dengan prilaku para pemimpin politik baik itu

di lembaga legislatif, partai politik, dan eksekutif.
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5.1.1 Kabupaten Bangkalan

Sebagaimana halnya argumentasi desentralisasi perspektif politik, secara
normatif scbagian elite politik di kabupaten Bangkalan optimis bahwa pasca
pemberlakuan regulast otonomi daerah tahun 1999 akan berpotensi mendukung
lahimya tatanan politik dan pemerintahan yang demokratis di kabupaten
Bangkalan. Dasar argumentasi yang diajukan kalangan ini, berhubungan dengan
proses-proses politik atau pemerintahan di kabupaten Bangkalan yang semakin
inklusif sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dengan pemberlakuan reguiasi
otonomi daerah tahun 1999 masyarakat daerah kabupaten Bangkalan dapat terlibat
langsung dan sekaligus mengurus pemerintahannya sendiri (self-government)
tanpa ada intervensi langsung dari pemeriniah pusat di Jakarta. Keterlibatan
masyarakat pada proses-proscs politik atau pemerintahan di kabupaten Bangkalan
tidak mungkin terjadi ketika UU No. 5 Tahun 1974 produk pemerintah Orde Baru
masih berlaku (Wawancara dengan Cholit Munawar; KH. M. llyas; dan KH.
Abdul Qodir Rofii).

Secara pelitik salah s2iu dampak positif pemberlakuan regulasi otonomi
daerah terhadap demokrasi politik di kabupaten Bangkalan dapat diiithat pada
proses pemilihan bupati 6 Januar tahun 2003. Proses.rekrutmen pejabai bupati
tersebut disinyalir oleh berbagai kalangan elite politik formal sebagai pemilihan
bupati pertama kali yang demokratis di kabupaten Bangkalan. Dasar
argumentasinya, seperti yang telah disebutkan oleh ketiga elite politik formal di

atas, sebab pada pemilihan bupati mekanisme prosesnya botfom-up atau intervensi
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pemerintah pusat di Jakarta hampir dapat dikatakan tidak ada, berbeda dengan
proses-proses pemilihan bupati ketika UU No. 5 Tahun 1974 masih berlaku.

Seperti yang telah diatur UU No. 22 Tahun 1999 dalamn pasai (36)—pada
pemilihan bupati kali ini di kabupaten Bangkalen dilakukan melalui proses
penyaringan, penctapan, dan pengajuan paket bakal calon kepala daergh dan wakil
kepala daerah di DPRD. Hasil rapat paripurna di DPRD kabupaten Bangkalan,
dari sekian pasangan bakal calon yang diajukan setiap fraksi, akhimya
menetapkan dua pasangan calon bupati dan wakil bupati. Pasangan calon pertama
RXH. Fuad Amin Imron dan Muhammadong berangkat dari kolisi F.KB-F.PDI-P
dan kedua H. Sulaiman dan H. Soenarto dari F.PAU (Fraksi Persatuan Amanat
Ummat).

Dari pra-proses penyaringan hingga pemilihan bakal calon di DPRD
terdapat beberapa fenomena yang cukup menonjol untuk dicermati. Pertama, pada
tahun 2002 sebelum proses penyaringan bakal calon dilakukan, DPRD kabupaten
Bangkalan menghadapi dua Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bupati HM.
Fatah. Menghadapi dua L.PJ ini, DPRD bersikap dualisme. Pada pembacaan LPJ
Tahunan bupati HM. Fatah menerima dan LPJ Akhir Masa Jabatan-nya menoliak
(lihat juga gambar lampiran 4). Penerimaan LPJ bupati HM. Fatah oleh DPRD,
termasuk anggota DPRD yang berasal dari PKB, melahirkan aksi demontrasi
bersama FKPAC (Forum Kerja-Sama Pengurus Anak Cabang) PKB Bangkalan
dan masyarakat kontra bupati HM. Fatah. Menurut FKPAC, anggota DPRD dari
PKB menerima LPJ bupati berarti pengingkaran terhadap hasil keputusan
Muskercab PKB 6 Mei 2002, yang telah memutuskan untuk menolak LPJ bupati
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HM. Fatah. Sementara bagi kalangan masyarakat kontra bupati HM. Fatah, yang
“tergabung dalam AMBR, AMUBA, Formad, MBANK, BCW, FSB, Dewan LSM
Bangkalan, Posko PKS Bangkalan dan SPR, penerimaan LPJ bupati HM. Fatah
mengindikasikan ada perselingkuhan politik antara DPRD dan eksekutif (Radar
Madura, 16 Juli 2002). Babkan ada indikasi menurut versi RKH. Amin lmron
DPRD menerima uang Rp. 375.000.000,00 dart bupati HM, Fatah (Radar Madura,
17 Juii 2002). Menurut versi L8M setiap anggota DPRID menerima vang sebesar
Rp. 50.000.000,06 dan Rp. 100.000.060,00 untuk ketua DPRD (Duta Daerah, 16
Juli 2002). Mungkin, xarena sering didemonstrasi masyarakat, akhirya, pada
pembacaan LPJ Akhir Masa Jabatan Bupati HM. Fatah DPRD menolaknya.
Penolakan LPJ ini, awalnya dipelopori Kaukus Bilapora. Menurut ketua
koordinatornya KH. Yusuf, ‘bupati HM. Fatah ketika menjabat bupati Bangkalan
baryak bermasalah mengenai keuangan’ (Radar Madura, 18 Juli 2002).

Kedua, penolakan LPJ akhir masa jabatan bupati HM. Fatah, akhimya
berujung tidak terjaringnya dia pada pemilihan bupati Bangkalan tahun 2003.
Tidak terjaringnya bupati HM. Fatah sebagai salah satu calon bupati kabupaten
Bangkalan periode tahun 2003-2008 oleh DPRD, kemudian meiahirkan aksi
demontrasi pro-kontra masyarakat mengenainya. Bagi kelompok pro-mentan
bupati HM. Fatah yang tergabung dalam MABANDO (Masyarakat Bangkalan
Anti Pembodohan) dan FPKB (Forum Pembela Kebenaran Bangkalan) proses
pemilihan bupati tahun 2003 di Bangkalan penuh diwamnai prakik-praktik
penyimpangan terhadap etika politik dan hukum yang berlaku. Berdasarkan pada
etika politik, jika bukan hanya karena motif untuk menghadang bupati HM. Fatah
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pada pemilihan bupati Bangkalan tahun 2003 penolakan LPJ Masa Akhir Jabatan
| Bupati adalah tidak benar. Selain alasan tersebut, penolakan terhadap proses
pemilihan bupati Bangkalan tahun 2003 berdasarkan pada UU No. 22 Tahun 1999
pasal (33) huruf (d dan h)y—dimana ada salah satu bakal calon diragukan
keabsahan persyaratan admistrasinya yang diajukan kepada DPRD kabupaten
Bangkalan.

Aksi protes kalangan pendukung bupati HM. Fatah tersebut, oleh
kelompok pendukiung pro-paket bakal calon bupati-wakil bupati dari PKB dan
PDI-P dilawan dengen aksi serupa. Kelompok ini mendesak anggota DPRD
kabupaten Bangkalan untuk ictap menolak pencalonan kembali mantan bupati
Bangkalan HM. Fatah pendukung rejim Orde Baru pada pemilihan bupati 2003.
Alasan kelompok ini menduk_ung keputusan penetapan paket calon pada sidang
paripurna DPRD kemungkinan besar berdasarkan pada UU No. 22 Tahun 1999
pasal (36) dan juga secara etika politik bupati yang sudah tertclak LPJ-nya berarti
telah gagal menjadi pemimpin pemerintah daerah kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan hasil pemilihan dengan voting tertutup, terhadap pasangan
calon, pada sidang terbuka DPRD kabupaten Bangkalan 6 Januari 2003, pasangan
calon RKH. Fuad Amin Imron dan Muhammadong yang diajukan oleh F.KB dan
F.PDI-P menang secara dramatis dari pasangan calon H. Sulaiman dan H.
Soenarto yang diajukan F.PAU. Meskipun tidak menetapkan perolehan suara
secara pasti, kemenangan pasangan calon RKH. Fuad Amin Imron dan
Muhammadong sudah diperkirakan sebagian besar masyarakat Bangkalan. Karena

pasangan calon ini didukung fraksi terbesar pertama dan kedua, yakni dengan
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total 31 suara (24 suara dari F KB dan 7 suara dari F.PDI-P) dari 45 suara anggota
DPRD.

Dengan perolehan 42 suara untuk pasangan calon kolaborasi FXB dan
F.PDI-P dan 3 suara untuk pasangan calon yang diajukan F.PAU (Radar Madura,
7 Januari 2003) akhirnya benar-benar mengantarkan pasangan calon yang diusung
F.KB dan F.PDI-P menjadi penguasa di lembaga eksekutif kabupaten Bangkalan.
Dukungan vyang sangat besar dan para anggota dewan legislatif iampak
bersambung dan sejajar dengan suara-suara masyarakaf leas di kabupaten
Bangkalan. Terbukti dalam uji publik selama tiga hari setelab pemilihan bupets,
ketua panitia pemilihan bupati Syafik Rofii menyatakan bahwa tidak ada satupun
surat protes yang masuk pada panitia pemilihan. Sebaliknya, kurang lebih 102
surat yang masuk ke panitia pemilthan bupati dari berbagai lapisan masyarakat
menyatakan dukungan terhadap proses pemilihan bupati (Radar Madura, 11
Januari 2003).

Kemenangan ini olch RKH. Fuad Amin Imron sendiri disambut dengan
seruan kepada berbagai clemen masyarakat untuk bersama-sama membangun
kabupaten Bangkaian, baik itu kalangan pro ataupun yang kontra dengannya.
Dengan kalimat yang meledak-iedak RKH. Fuad Amin Imron mengajak setiap
masyarakat kabupaten Bangkalan dari berbagai lapisan sasial:

‘foreh (marilah) para ulama, tokoh masyarakat, dan semua

masyarakat sama-sama membangun kabupaten Bangkalan,

termasuk tokoh blater (tokoh panutan secara budaya)! Kalau saya
datang ke desa-desa di kabupaten Bangkalan, saya sangat prihatin
raclihat kondisi masyarakat di sana. Pemah saya datang ke desa

Landak, di sana penduduknya ada yang makan nase’ (nasi) dengan

beje renges (sambal garam)’.
(Aliman et. al, 2004: 24)
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Nemun ajakan rakonsiliasi dan RKH. Fuad Amin Imron--tidak lals
membuat proses-proses politik lokal di kabupaten Bangkalan seianjutnya berjalan
mulus. Karena dibalik dukungan yang sangat luar biasa dart berbagai lapisan
masyarakat, kelompok pendukung mantan bupati HM. Fatah tetap merasa tidak
puas atas kemenangan RKH. Fuad Amin Imron, bahkar mereka tidak sepakat dan
menolak hasil proses pemilihan bupati tersebut. Bagi kelompok ini, yang
menamakan diri ‘MABANDO dan FPKB’, proses pemilihan bupati tahun 2003 di
kabupaten Bangkalan penuh dengan praktik-praktik manipuiasi. Seperti, adanya
penghadangan secara sistematis terhadap mantan bupati HM, Fatah di lembaga
dewan legislatif, dan bupati terpilib terindikasi menggunakan ijazah palsu serta
pernah terlibat kasus pidana lolos dari seleksi administratif. Faktor-faktor tersebut
diprediksi oleh kalangan ini dapat membawa konsekuensi buruk terhadap
pembangunan kabupaten Bangkalan ke depan {Wawancara dengan salah satu
tokoh kunci Mabando, Syarifuddin Dea).

Secara eksplisit Syarifuddin Dea mengatakan sebagai berikut,

‘proses pemilihan bupati di kabupaten Bangkalan tahun 2003

penuh diwamai praktik-praktik manipulasi dari elite legislatif.

Upaya-upaya penghadangan terhadap bupati HM. Fatah dilakukan

secara tidak rasional, Logika mana yang bisa menerima sikap

dewan kabupaten Bangkaian? Dimana pada waktu pembacaan LPJ

Tahunan HM, Fatah diterima, dan beberapa bulan kemudian LPJ

Masa Akhir Jabatan-nya ditolak. Hal ini dilakukan oleh dewan

sebenamya hanya untuk memuluskan terpilihnya Ra Fuad (KH.

Fuad Amin Imron) pada pemilithan bupati Bangkalan tahun 2003.

Sebab ada pro-kontra inilah, yang kemungkinan besar membuat proses-
proses politik dan pemerintahan di kabupaten Bangkalan tidak berjalan mulus.

Pasca pemilihan bupati, pemerintahan kabupaten Bangkalan sering didera aksi
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demontrasi, baik itu dilakukan oleh MABANDO, FPKR, dan kalangan pro bupati
terpilih. Seperti yang telah dipaparkan di atas, faktor konsiderasi kelompok kontra
bupati terpilih melakukan aksi karena menurut kalangan ini proses pemiliban
bupati tahun 2003 penuh manipulasi. Indikator praktik-praktik manipulasi tersebut
antara lain; pertama, ada penghadangan terhadap HM. Fatah di dewan secara tidak
demokratis; kedua bupati terpilih tahun 2003 tidak memenuhi syarat adminstratif,
vaitu terindikasi tidak memiliki ijasah SMU dan pernah tertibat kasus-kasus
kriminil atau pidana.

Sementara pro bupati terpilih lebih memilih posisi defensif, di mana
kelompok ini hanya melakukan aksi demonstrasi untuk mendukung proses
pelantikan bupati terpilih pada 6 Januari tahun 2003—atau untuk meng-counter
isu-isu yang digulirkan kelompok kontra bupati terpilih. Menurut kelompok ini
AMMBA (Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Bangkalan) proses pemilihan
bupati tahun 2003 di kabupaten Bangkalan sudah dilakukan secara demokratis dan
syah berdasarkan aspek hukum dan politik (Kompas, 17 Juni 2003).

Kemungkinan besar karena sering didera aksi pro-kontra antarlapisan
pembangunan struktur dan institusi politik demokrasi di k#bupaten Bangkalan.
Meskipun mayoritas elite partai politik, dewan legislatif dan eksekutif percaya
bahwa otonomi dacrah dapat menstimulus demokrasi di kabupaten Bangkalan,
tetapi proses-proses politik yang dilakukannya, seringkali tidak menghargai hak-
hak politik satu sama fain untuk memperebutkan jabatan pelitik atau publik secara

damai dan konstitusional. Fakta empiriknya dapat dilihat dari peristiwa penolakan
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LPJ Akhir Masa Jabatan Bupati HM. Fatah pada tahun 2002 oleh dewan legislatif
Bangkalan (Radar Madura, 1 Nopember 2002). Penolakan LPJ Akhir Masa
Jabatan Bupati HM. Fatah sebenarnya tidak lebih daripada upaya penjegalan
terhadapnya untuk mencatonkan kembali pada pemilihan bupati tahun 2003.

Parahnya lagi, hanya untuk memuluskan kepentingannya mayoritas elite
politik di lembaga dewan dan partai politik bersikap demagogi dengan
melontarkan retorika-retorika yang cenderung menghasut masyarakat untuk tidak
toleran satu sama lainnya. Fakta ini terlihat dari berbagai pernyataan elite politik
formal di kabupaten Bangkalan pasca pemilihan bupati tahun 2003. Misalnya
pernyataan KH. Abdul Hadi Razak, yang mengatakan, bahwa jika surat keputusan
pelantikan dari Mendagri tidak segera turun warga kabupaten Bangkalan akan
melakukan pembangkangan secara total dan melumpuhkan Madura dengan
menutup Dermaga Feri Ujung Kamal Madura. Sinonim dengan penyataan KH.
Abdu! Hadi Razak, Nizar Zahro juru bicara 250 kepala desa se-kabupaten
Bangkalan mengatakan pada gubernur Jawa Timur, ‘apabila pemerintah
khususnya departemen dalam negeri tidak segera mengeluarkan surat keputusan
pengangkatan ini, bukan tidak mungkin lurah dan kepaia desa ini yang mewakiii
warganya akan melakukan pembangkangan sipil di antaranya dengan menolak
pembayaran pajak serta tidak akan melaksanakan peraturan-peraturan yang telah
ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Bangkalan’ (Pikiran Rakyat, Senin 24
Februari 2003).

Sementara elite politik dari kelompok kontra bupati terpilih RKH. Fuad

Amin Imron juga bersikap serupa. Ali sebagai salah satu tokoh kunci FPKB
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kalangan kontra bupati terpilih mengatakan saat melakukan akst demonstrasi di
Polda Jawa Timur, ‘kami ingin mempertanyakan mengapa kasus ijasah palsu
bupati RKH. Fuad Amin sekarang mandek seolah-olah dipetieskan. Warga
masyarakat Bangkalan menginginkan RKH. Fuad Amin segera turun karena ia
tidak layak menjadi bupati kami. [a telah menggunakan ijasah palsu’ (Kompas,
S=lasa 15 Juni 2004).

Pennasq}ahan-pcmasalahan di atas, juga membawa konsekuensi buruk
hubungan antara bupati, wakil bupati serta pejabat dibawahnya. Akibat konflik-
konfliik yang terjadi sebelum sompai proses pemilihan bupati tahun 2003 dan
mungkin karakter kepemimpinan bupati sendiri, bupati terpilih menjalankan roda
pemerintahannya, dengan cara-cara mendominasi dan intervensionis terhadap
tugas-tugas anggota DPRD dan jajaran pejabat di bawahnya. Kemungkinan akibat
karakter kepemimpinan yang demikian, sehingga konsolidasi pemerintahan
daerah Bangkalan terpecah. Tidak jarang apabila ada pejabat di lingkungan
pemerintah dacrah kabupaten Bangkalan mengambil posist yang berseberangan
dengannya terancam dimutasi bahkan dipecat. Bukti riilnya, adalah gelombang
mutasi massif terhadap pejabat pemerintah daerah kabupaten Bangkalan dari
bulan September sampai bulan Oktober 2004 dan pemecatan wakil bupati
‘Mohammadong® pada 2 Februari 2005 oleh DPRD (Radar Madura, Oktober
2005, Tempo Interaktif, 18 Februari 2005). Selama 23 hari dari bulan September
sampai dengan bulan Oktober 2004 terjadi mutasi sebanyak 9 (sembilan) kali.
Alasan mutasi massif ini tidak begitu jelas motifnya, dan ada indikasi bupati

melakukan penyingkiran terhadap pejabat pemerintah daerah, di kabupaten
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Bangkalan, yang tidak sejalan garis politiknya atau masih loyal terhadap mantan
bupati kabupaten Bangkalan HM, Fatah (Wawancara dengan Madi dan Ladi
{nama samaran}).

Menurut beberapa pejabat di lingkungan pemerintah daerah kabupaten
Bangkalan, pada masa bupati HM. Fatah jarang sekali terjadi mutasi beruntun
sebanyak itu. Biasanya mutasi dilakukan secara prosedural dan bukan karena
alasan politis. Model kepemimpinan pemerintabap yang demikian membuat
pejabat di bawahnya merasa kesulitan. Ada sebagian pejabat pemerintah daerah
kaoupater Bangkalan mengalarii kegamangan: jika mereka bekerja secara
profesional selalu ditindas dan diintimidasi, tetapi kalau mengikuti perintah bupati
mereka tetap jadi korban karena bupati sering menciptakan konflik di lembaga
pemerintahan daerah kabupaten Bangkalan (Wawancara dengan Madi dan Ladi).

Di samping vermasalahan konflik-konfiik tersebut, kemungkinan besar
mutasi massif ini juga tidak terlepas dari personifikasi kekuasaan stile atau
performance elite tradisional keagamaan pada umumnya. Dimana setelah kepala
daerah dipegang kalangan ini, model kekuasaan pemerintah kabupaten Bangkalan
sulit terjamah dan terkontrol oleh masyarakat. Menurut dua pejabat teras
pemerintah daerah kabupaten Bangkalan, ‘bupati Ra Fuad (RKH. Fuad Amin
Imron) sendiri pemah mengatakan pada acara-acara resmi pemerintahan di
kabupaten Bangkalan, bahwa saya adalah bupati dan penguasa di kabupaten
Bangkalan, pejabat di bawah saya sebenamya bukan kepala bagian, dia adalah
bayangan saya, jadi yang sebenamya ketua bagian pada dinas-dinas pemerintah
daerah Bangkalan adalah saya. Ini yang namanya bupati gendeng. Gendeng
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maksudnya itu adaiah bupati yang sengat luar biasa hebatnya karena dapat
mengussai semua pejabat di jajaran pemerintah daerah Bangkatan, termasuk
DPRD’ (Wawancara dengan Madi dan Ladi).

Sementara pemecatan wakil bupati Mohammadong oleh DPRD—karena ia
dianggap melanggar sumpah jabatan dan tidak melaksnakan tugas-tugas sebagai
wakil bupati, seperti, penanganan masalah PDAM yang didelegasikan kepada
orang lain. Berbeda dengan pendapat DPRD menurut Mohammadong, keputusan
DPRD itu tidak ada landasan hukumnya karena ia tidak pernah diberi tugas dan
pekerjaan oleh bupati. Mohammadong mensinyalir konsiderasi iahirya keputusan
tersebut, berkaitan infonmasi kasus ijasah palsu, korupsi uang pemulangan
pengungsi Sampit Bupati Fuad Amin Imron yang datang darinya, serta
kesepakatan ‘Islah bupati-wakil bupati’ yang dimediasi DPRD yang terpaksa tidak
ditanda-tangani oleh dia—karena isi Islah menyudutkan dia. Isinya, saya diminta
tak menjatuhkan bupati. Menurutnya, ‘orang gila-pun tidak akan tandatangan. Iya
kalau saya lulusan SD, saya ini sarjana, bukan memiliki ijazah paisu’ (Tempo

Interaktif, 18 Februari 2005).

§.1.2 Kabupaten Sampang

Berbeda dengan kabupaten Bangkalan, pelaksanaan otonomi daerah di
kabupaten Sampang dipersepsikan lebih pesimistik oleh kalangan elite politik
forma! di daerah tersebut. Meskipun secara normatif diberlakukannya otonomi
dacrah berpotensi melahirkan demokrasi politik, tetapi kenyataannya

menunjukkan hat yang sebaliknya di kabupaten Sampang. Menurut ketua DPRD
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Sementara kabupaten Satnpang periode 2004-2009, Puji Raharjo, otonomi daerah

| sebagaimana halnya yang berlaku di daerah-daerah lain secara yuridis-formal
akan sangat berpotensi untuk mengembangkan demokrasi politik khususnya dan
demokrasi sosial pada umumnya di kabupaten Sampang. Tetapi fakta riil di
kabupaten Sampang ternyata menunjukkan hal yang kontradiktif. Kenyataan ini
terkait sekali dengan prilaku elite-elite politik mantan pendukung rejim Orde Baru
dan para pendukung-pendukung Larunya di kabupaten Sampang, baik itu berasal
dari partai politik, birokrat, LSM, dan masyarakat Sampang pada umumnya
(Wawancara dengan Puji Raharjo).

Hampir tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, sektretaris DPC PPP
kabupaten Sampang sekaligus ketua Fraksi PPP di dewan legisiatif KH. Mu'
tashim Wardi berpendapat bahwa UU yang mulai diimplementasikan pada 1
Januari 2001 secara normatif jelas mendorong ke arah demokrasi. Sebagaimana
yang tertuang dalam UU tersebut masyarakat di daerah termasuk di Sampang
diberi otonomi dalam hal proses-proses politik, misalnya, dalam pembuatan
peraturan daerah dan pemiiihan bupati. Tetapi aspek normatif ini tidak menjadi
jaminan seratus persen demokrasi akan berkembang di kabupaten Sampang.
Persoalannya: ﬁértama masalah sumber daya manusia (SDM) vang masih rendak;
dan kedua apalagi masalah pendanaan (baca: pendapatan [DAU] dan produksi
{PAD]) yang masih sangat kekurangan. Dari permasalahan ini akhirmya otonomi
dacrah di kabupaten Sampang belum seratus persen. Jadi elite politik formal

(baca: eksekutif dan legislatif) masih menunggu hingga sampai benar-benar bisa
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merealisasikan otonomi daerah. itu sendiri, sampai di tingkat terbawah
{Wawancara dengan KH. Mu' tashim Wardi).

Pendapat elite politik di atas, artikulatif sekali dengan proses pemilihan
bupati tahun 2000. Magnitude pemilihan bupati yang seharusnya bisa dijadikan
media untuk mengejawantahkan demokrasi politik, ternyata berdampak terhadap
pecahnya konsolidasi struktural antara lembaga eksekutif dan legislatif di
kabupaien Sampang (lihat gambar lampiran 5). Pecahnya konsolidasi struktural
antara lembaga eksekutif dan legislatif—bermuara pada satu titik tunggal yaitu
konfhk kepetingan antarelite politik yang tidak dapat terselesaikan secara damai
dan demokratis. Akibat dari konflik berkepanjangan antara lembaga formal
eksekutif dengan legislatif inilah sejumlah program aktifitas pemerintahan
menjadi tidak berjalan, seperti pembahasan Raperda, RAPBD terbengkalai dan
DAU macet, dan restrukturasi personal dan kelembagaan tertunda atau tidak
dilakukan.

Riak-riak konflik antarelite politik di kabupaten Sampang sebenamya
sudah lama terlihat gejala-gejalanya, jauh sebelum proses pemilihan bupati tahun
2000. Delapan bulan sebelum masa jabatan bupati Fadhilah Budiono berakhir,
sudah mulai dihembuskan penolakan pencalonan kembali terhadapnya. Ketua
umum DPC Gerakan Pemuda Ansor kabupaten Sampang, Dja' far Sodig,
menyatakan bahwa Fadhilah Budiono telah gagal membangun kabupaten
Sampang—-sehingga Sampang masih tertinggal dibandingkan tiga kabupaten
lainnya di Madura. Untuk itu menurutnya, ‘kabupaten Sampang ke depan

diperlukan figur yang mampu membawa daerah ini lebih baik dari pada sekarang’.
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Indikasi kegagalan kepeminpinan Fadhilah Budiono, antara lain: kemungkinan
besar dia terlibat pada tragedi pemilu 1997 yang menewaskan sejumlah massa saat
terjadi beptrok dengan petugas keamanan (Dja’ far Sodig dalam Karim, 2003:
111); dan penyelewengan beras rawan pangan dan untuk pengungsi Sambas dari
seharusnya 330 ton kemudian diajukan 1.300 ton yang kemudian disetujui oleh
Wakil Gubernur bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Imam Supardi. Kelebihun
iatzh untuk kabupaten Sampung inilah dijual oleh Fadhilah Budiono dengan harga
Rp. 2.500,- per Kg (Arman Sahpuitra dalam Karim, 2003: 111-112). Menurut vers:
lain, total penggelapan beras jutah operasi paser khusus untuk rawan pangan dan
pengungsi Sambas Kalimantan Barat di Madura senilai Rp. 1,488 milyar. Karena
dia terindikasi terlibat, menurut Puji Raharjo, ‘scharusnya dia menjalani
penyelesaian semua proses hukum yang sedang ditangani Pomdam Brawijaya dan
Kejati terlebth dulu sebelum mengikuti pencalonan bupati’ (Detikcom,
http://vwww.detik.com/lapsus/politik &peristiwa/200009/sampang? sthml).

Potensi konflik kepentingan antarelite politik formal ini, akhirnya benar-
benar meledak pasca pemilihan bupati di Sampang tahun 2000. Pada pemilihan
tanggal 22 Juli 2000 di DPRD kabupaten Sampang pasangan calon Fadhilah
Budiono dan Said Hidayat yang diusung oleh F.PP, F.PDI-P, F.Gabungan, dan
F.TNI-Polrt memperoleh 23 suara atan menang satu suara dari pasangan calon H.
Sanusi Djamaluddin dan KH. Fahrurrazi Farouq yang diajukan oleh F.KB yang
memperoleh 22 suara. Konflik ini sebenarnya tidak lebih daripada merefleksikan
benturan kepentingan politik antarelite politik formal di kabupaten Sampang. Elite

PPP mau tidak mau harus mendukung Fadhilah Budiono dan Said Hidayat karena
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jika tidak orang-orang PKB yang akan menjadi penguasa di lembaga eksekutif di
kabupaten Sampang. Apabila, orang-orang PKB yang menjadi penguasa di
lembaga eksekutif maka hal itu akan berpotensi menjadt ancaman bagi PPP pada
pemilu berikutnya (Kacung Marijan, Detikcom, http://www.detik com/lapsus/poli
tik& peristiwa/200009/sampang 1 . shtmi).

Sementara para politisi PDI-P terpaksa mendukung Fadhilah Budiono dan
Said Hidayat, karena tawaran pembagian kekuasaan yang diajuken oleh PDI-P
ditolak PKB. Pada waktu itu PDI-P mengusulkan pasangan calon kepada PKB,
KH. Ruslan Abrori dari PKB untuk posisi calon bupati dan Abdus Salam dari
PDI-P sebagai calon wakil bupati. Tawaran itu ditolak oleh PKB, karena para elite
PKB ingin pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati kabupaten Sampang
semuanya berangkat dari PKB. Menurut Arzi (nama samaran) salah satu tokoh
kunci DPC PDI-P Sampang:

‘awalnya kami dari DPC PDI-P kabupaten Sampang menginginkan
proses pemiiihan bupati itu demokratis, baik itu demokratis saat
penjaringannya sampal saat proses pemilihannya. PDI-P tadinya
mengusulkan pasangan cabup-cawabup dari PKB dan PDI-P.
Orang-orang yang diusulkan itu KH. Ruslen Abrori dari PKB
untuk posisi calon bupati dan Abdus Salam dari PDI-P sebagai
caion wakil bupati. Pada perkembangannya, akhirnya usulan dari
IDI-P kepada PKB tidak disetujui. Dan PKB kemudian
menetapkan H. Sanusi Djamaluddin dengan KH. Fahrurrazi Faroug
sebagai pasangan cabup-cawabup pada pemiliban bupati 2000
secara tidak demokratis. Keputusan ini datang dari PKB bukan
berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan atau masukan-
masukan dari masyarakat Sampang atan minimal dari
konstituennya, tetapi berdasarkan pertimbangan kepentingan politis
yang diperkuat lagi dengan fatwa kyat PKB. Maksudnya,
sebenarnya mereka ingin bupati dan wakilnya berangkat dari PKB
semua, dan ini diperkuat dengan fatwa kyai PKB.”
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Karena sikap PKB yang demikian, koalisi yang sudah terbangun
sebelumnya akhirnya terpecah, serta kemsndian membuat para politisi PDI-P di
dewan bersikap fragmatis. Maksudnya, pengurus DPC PDI-P kabupaten Sampang
memutuskan untuk memberikan kebebasan kepada anggotanya di dewan dalam
memilih pasangan cabup-cawabup pada pemilihan bupati tahun 2000. Tetapi
dengan ketentuan mereka mendapatkan keuntungan secara material. Berdasarkan
faktor inilah, kemudian {ima suara dari PDI-P terpecah pada dua kubu, satu orang
anggota PDI-P di dewan suaranya diberikan kepada pasangan H. Sanusi
Djamaiuddin dan KH. Fahrurrazi Farouq dart PKB dan empat suara lainnya
diberikan pada pasangan Fadhilah Budiono dan Said Hidayat dari F.PP,
F.Gabungan dan F.TNI-Polri. Menurut Arzi, sebagai berikut:

‘karena kondisinya demikian—akhimya pengurus DPC PDI-P

menyerahkan kepada anggotanya di dewan wuntuk memilih

pasangan manapun—asal mercka dapat keuntungan secara
material. Keempat anggota dewan yang berasal dari PD1-P: Agus

Sudiharto, Herman Hidayat, Soedarmadji, dan R.A. Rahman Stya

Budi memberikan suaranya pada pasangan Fadhilah Budioro dan

Said Hidayat, vang satu lagi Jumal M. Dawi suranya diberikan

kepada pasangan H. Sanusi Djemaluddin dan KH. Fahrurrazi

Faroug. Dan sekali Iagi, dukungan ini tidak gratis—semua ada

uangnya,’

Tampak dari pernyataan tersebut bahwa sikap yang diambil oieh para
politisi PDI-P dalam proses pemilihan bupati tahun 2000 lebih mengedepankan
aspek kepentingan politik daripada membangun demokrasi politik di kabupaten
Sampang. Bahkan ada sinyalemen elite politik yang berasal dari kalangan ini
terindikasi terlibat dalarn praktik-praktik politik uang. Secara cksplisit Arzi

mengatakan:
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‘sgjauh pengalaman dan pengetahuan saya dalam proses pemilihan

bupati di kabupaten Sampang tahun 2000 banyak diwarnai dengan

praktik-praktik politik uvang. Dan itu dilakukan secara sistematis

dan sangat rapi. Banyak kalangan politisi dari PPP, Golkar, PNU

dan PDI-P mendapatkan uang dari para calon bupati, terutama dari

bupati Fadhilah Budiono. Untuk dewan yang lain saya tidak

mengetahui secara persis, tetapi untuk anggota dewan yang berasal

dari PDI-P saya mengetahuinya, sampai alasan mengapa mereka

berbuat demikian.’

Tidak jauh berbeda dengan motivasi politik elite PPP, elite PKB setelah
kalah dalam pemiliban ketua DPRD, untuk mengamankan posisinya pada pemilu
berikutnya mau tidak mau harus berseberangan dengan PPP. Awalnya tumpang-
tindih kepentingan antara elite politik berasal dari PPP pada pemilihan bupati
tahun 2000 disikapi secara wajar dan arif oleh elite politik PKB, Tetapi ketika
pasangan calon dari PKB kalah dari pasangan calon dari PPP Fadhilah Budiono
dan Said Hidayat sikap tersebut dengan sendirinya teranulir, dengan adanya protes
yang dilakukan oleh kontituen dan para politisi muda (berasal dari kalangan kyai
muda) PKB. Pada hari berlangsungnya proses pemilihan bupati di kantor DPRD
kabupaten Sampang, KH. Fahrurrazi Farouq menyatakan, ‘menerima dengan
lapang dada atas kekalahan dan menilai demokratis proses pemilihan bupati di
kabupaten Sampang® (Karim, 2003: 120). Tetapi satu hari kemudian, tiba-tiha
terjadi aksi protes dari pengurus teras DPC PKB kabupaten Sampang terhadap
proses pemilihan tersebut. Elite PKB pada waktu itu meminta penundaan
pelantikan bupati terpilih berdasarkan UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan
Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, pasal (28) ayat (2). Menurut fakta yang

- ditemukan clite politik PKB, ketva DPRD KH. Hasan Asy'ari berbuat curang

dengan membiarkan KH. Abdul Kholiq, anggota dewan berasal dari PPP turut
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memberikan suara dalam pemilihan bupati sechingga mengakibatkan pasangan
calon dari PKB kalah satu suara. XH. Abdul Kholiq seharusaya tidak berhak ikut
pemilihan bupati karena sudah diberhentikan sebagai anggota DPRD antar waktu
(PAW) melalui SK Gubemur Jawa Timur No. 171.442/88/012/20600 tanggal 26
Mei 2000. Surat Keputusan ini oleh KH. Hasan Asy'ari ditutup-tutupi atau tidak
diberitahukan kepada semua pimpinan DPRID. Atas dasar itulah elite PKB
menganggap ketua DPRD Sampang KH. Hasan Asy'ari berbuat tidak fair (KH.
Fahrurrazi Farouq, Detikcom, http://www.detik.com/lapsus/politik&perististiwa/
200009/sampang? .shtm}).

Hal senada juga dipertegas oleh Puji Raharjo, satu tokoh kunci DPC PKB
Sampang dimana sekarang menjadi Ketua DPRD Sementara kabupaten Sampang
periode 20:04-2009,

‘proses pemilihan bupati tahun 2003 cacat hukum sebab ada salah

satu anggota yang berasal dari F.PP yang sudah diganti antar waktu

seharusnya tidak berhak lagi ikut dalam proses pemilihan bupati

sebaliknya ikut serta memberikan suaranya. Karena salah satu
anggota dewan inilah yang kemudian membuat calon yang diusung

oleh F.KB kalah dari purnawiarawan HM. Fadhilah Budiono. Jadi

kalau prosesnya demikian, paraturan mana yang dapal

mengesabkan pemilihan bupati 2000 di kabupaten Sampang—jika

bukan karena peraturan formal yang telah diundangken di

Indonesia diinterpretasi seenaknya sendiri, menurut kepentingan

pribadi dan kelompoknya.’

Dengan mengacu pada UU No. 4 Tahua 1999 pasal (28) ayat (2), menurut
PKB proses pemiithan bupati cacat hukum dan hal im: yang memicu benturan
antara elite politik dan masyarakat di kabupaten Sampang. Pada konflik ini pihak
PKB menganggap dirinya sebagai kelompok defensif yang hanya merespon

terhadap kecurangan yang dilakukan pihak PPP dalam proses pemilihan bupati
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tahun 2000 di kabupaten Sampang (Wawancara dengan Puji Rahario Ketua
DPRD Sementara kabupaten Sampang periode 2004-2009).

Menurut versi elite politik PKB, sebenarnya upaya-upaya untuk
memperbaiki hubungan dengan pihak PPP sudah diupayakan oleh elite politik
PKB jauh sebelum pemilihan bupati tahun 2000. Misalnya, tawaran koelisi yang
diajukan PKB terhadap PPP. Pada waktu itu PKB menawarkan kepada PPP dalam
hal ini KH. Hasan Asy'ari untuk posisi bupati sedangkan PKB untuk posisi ketua
DPRD. Teigpi tawaran tersebut di tolak oleh PPP—justeru elite PPP sendiri
menginginkan posisi ketva DPRD karena dianggap ketua DPRD menentukan
sekali pada proses peruilihan bupati tahun 2000. Faktor inilah yang sebenarnya
mendasari penolakan PPP terhadap ajakan koalisi dari PKB, tetapi dibungkus
dengan alasan elite PKB terfalu ikut campur dalam urusan internal PPP (Karim,
2003: 124).

Berdasarkan pada konteks ini para politisi dari PKB menganggap politisi-
politisi dari PPP tidak punya political will {(baca: iktikat baik) untuk membangun
politik dan pemerintahan kabupaten Sampang secara demokratis. Puji Rabarjo
mengatakan, sebagai berikist:

‘sebenarnya sejak sebelum proses pemilihan ketua DPRD Sampang

dan pemiliban bupaii tabun 2000 kita telah mengajak mereka untak

membangun Sampang secara demokratis, tetapi mereka lebih

memilih tidak menerima ajakan kita. Schingga seperti ini jadinya.

Kemungkinan besar ajakan kita ditolak ol¢h pihak PPP akibat

konflik masa lalu. Yaitu konflik di tubuh PPP antara kyai muda dan

kyai sepuh (tua). Pada waktu itu, tahun 1996, ada sekitar 15 kyai

muda menghendaki terjadinya reformasi di tubuh kepengurusan

DPC PPP kabupaten Sampang, tetapi oleh kyai sepuh ditolak.

Sejak itu kyai-kyai muda tidak aktif lagi pada kepengurusan PPP

kabupaten Sampang, dan' pada tahun 1999 mercka pindsh pada
PKB. Sementara dari pihak eksekutif sendiri, terutama bupati yang
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sekarang, tidak mau berkoalisi dengan kami, karena dia takut

masalah-masalah yang dilakukan pada masa lalu diungkit oleh

PKB’

Dalam kerangka optimistik (taktikisme) sebenarnya membangun sistem
pemerintahan kabupaten Sampang yang demokratis bukan suwatu hal yang tidak
mungkin, jika politisi dan elite politik mau bekerja-sama untuk mengakhiri
konflik secara damai dan demokratis. Namun upaya-upaya ke arah sana sulit
dilakukan karena msnurut pengurus teras PKB, eliie PFf dan Bupati Fadhilah
Budiono takut apabila konflik mereda akan terkena dampaknya. Maksudnya, ‘jika
konflik berakhir kepemimpinan bupati Fadhilah Budicno akan dikoreksi
masyarakat, termasuk oleh anggota dewan legisiatif, Kenyataan ini tidak
diharapkan bupati dan elite PPP, sehingga mereka memelihara konflik’
(Wawancara dengan Puji Raharjo).

Maksud kepemimpinan bupati Fadhilah Budiono yang akan dikoreksi
masyarakat yaitu, masalah-masalah KKN Fadhilah Budiono yang kemungkinan
besar banyak melibatkan pihak-pihak lain, seperti, KH. Hasan Asy'ari. Termasuk
masalah pemilu tahun 1992 dan 1997 yang banyak memakan korban jiwa, dimana
menurut isu yang berkembang di masyarakat di jual KH, Hasan Asyari kepada
pemerintah pusat atau Golkar. Kemungkinan besar upaya untuk menutupi masalah
tersebut akan terus dilakukan hingga sampai saat ini. Namun upaya tersebut akan
mengalami kendala dari PKB, karena semua elite dan jajaran pengurus PKB
sudah bertekad untuk menguak kasus tersebut serta akan melengserkan bupati
Fadhilah Budiono, paling tidak melalui jalur konstitusional pada pemilihan bupati

berikutnya tahun 2006 (Wawancara dengan Puji Raharjo).
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Kontradiksi dengan pendapat di atas, menurut ketua DPRD periode 1999-
2004 dan sekaligus ketua umum DPC PPP kabupaten Sampang, KH. Hasan
Asy'ari mengacu pada UU No. 4 Tahun 1999 pasal (27), proses pemilihan bupati
tidak ada persoalan. KH. Abdul Kholig tetap berhak memberikan suaranya dan
melaksanakan tugas-tugas legislatifnya sebelum ada serah terima dengan
penggantinya, Abdus Syukur (Detikcom, http://www detik .com/lapsus/politik&pe
ristiwa/200009/sampang2.shtml). Sinonim dengan pendapatnya, KH. Hasan
Asy'an, sekretaris DPC PPP Sampang menganggap, proses pemilihan bupaii 22
Juli 2000 syah menurut hukum dan benar secara politik. Alasan PKB menolak
hasil pemilithan bupati tzhun 2000, karena ada salah satu dari anggota DPRD
berasal dari PPP yang rencananya akan diganti antarwakiu ikut memberikan
suaranya, adalah sangat keliru. Sebab proses pergantian antar waktu yang
diusulkan PPP sedang dalam proses, tetapi yang bersangkutan XH, Abdul Kholig
belum menerima SK itu dari gubernur Jawa Timur hingga pada pemilihan bupati
tersebut. Jadi karepa yang bersangkutan belum menerima SK, maka dia berhak
tkut proses pemilihan bupat 2000 (Wawancara dengan sekretaris DPC PPP
kabupaten Sammpang KH. Mu' tashim Wardi). L

Bergasarkan kenyataan tersebut, menurut versi elite PPP sebenarnva
proses pemilihan bupati kabupaten Sampang tahun 2000 tidak bermasalah secara
hukum dan etika politik. Lalu mengapa proses pemilihan bupati tahun 20600
dipersoalkan oleh pihak PKB? Hal ini terkait sekali dengan kepentingan-
kepentingan politik elite PKB. Bahkan upaya-upaya penyelesaian dari pihak PPP

ditolak oleh pihak PKB. Menurut KH. Mu' tashim Wardi,
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‘ifulah  susahnya kami berhadapan dengan mereka (PKB).
Meskipun elite PPP berupaya menangani hal ini secara terbaik,
melalui pemberian masukan kepada mareka vang tidak puas, dan
secara yuridis formal pihak kami dari PPP, juga sudah
melakukannya, dengan fujuan agar mereka segera sadar. Tetapi
sampai saat ini belum terlihat ada tanda-ianda mereka mau
berubah—bahkan mereka cenderung lebih beran: lagi melangkahi
peraturan-praturan yang ada. Sungguh cara-cara tidak demokratis
dan melanggar peraturan scring mereka lakukan. Contoh paling
jelas sekali—terlihat pada proses pemilihan ketua dan pimpinan
dewan di Sampang bulan kemarin. Jelas itu melanggar peraturan
vang ada (Peraturan Pemerintah (PP) dan Kepmendagri). Sebab
dalam peraturannya pemenang pemilu I (satu) dan I (dua) yang
berhak untuk mencalonkan dird sebagai ketua DPRD. Tetapi
mengapa mercka (F.KB) malash mendukung F.Gabungan vang
hanyz terdin dari 5 orang untuk mencalonkan diri sebagai ketua
dewan. Ya akhirnya, karena proses tersebut tidak sesuai dengan
peraturan ditolak oleh gubernur Jawa Timur. Itulah mereka,
seringkali malangkahi aturan yang ada, atau bisa dikatakan mereka
cenderung sekuler yang menganggap politik hanya persoalan
menang-kalah padahal itu harus  dipertanggung-jawabkan
dihadapan masyarakat banyak dan kelak di akhirat.’

Partai Persatuan Pembangunan di kabupaten Sampang menurut salah satu

pengurus teras tersebut, lebih moderat dan demokratis dari pada PKB.

Argumentasi yang diajukan antara lain, karena: PPP di kabupaten Sampang

mentaati peraturan, memperhatikan aspirasi masvarakat bawah, bahkan seringkali

membantu secara materiil masyarakat bawah yang serba kekurangan. Sementara

PKB lebih melihat politik sebazai proses perebutan jabatan publik dalam arti

kalah-menang dengan tidak memperhatikan peraturan yang ada—schingga

membuat perkembangan polittkk di kabupaten Sampang tidak berjalan

scbagaimana mestinya, demokratis, islami, dan membuat rakyat kabupaten

Sampang sengsara (Wawancara dengan KH. Mu' tashim Wardi).
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52 Keterlibatan Masyarakat dalam Proses-Proses Politik

Keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam proses-proses politik sangat
.pcnting dalam demokrasi politik di tingkat lokal. Ada dua asumsi mendasar
tentang partisipasi masyarakat: pertama adalah masyarakat bukan pemerintah
yang paling mengerti tentang apa vang terbaik bagi mereka; kedua masyarakat
berhak ikut serta dalam perumusan proses pembuatan kebijakan publik yang pasti
akan mempengaruhi mereka (Ramlan dalam Tim Peneliti FIKB, 2002: 101).

Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi keterlibatan atau partisipasi
masyarakat dalam proses-proses pembuatan kebijakan publik antara lain: (1) akses
terhadap sumber informasi; (2) faktor kesiapan masyarakat itu sendiri; dan (3)
keterbukaan lembaga perwakilan rakyat terbadap debat dan dialog dengan
konstituennya atau masyarakat. Sementara faktor-faktor yang mengendala
terhadap Kketerlibatan masvarakat dalam proses-proses pembuatan kebijakan
pubbk; (1) konspirasi polititk antara anggota dewan legislatif dengan pemerintah;
{2) kebijakan publik yang jauh dart preferensi atau harapan masyarakat banyak.

Faktor-faktor ini, jika ditinjau dari sifat kekuataan masyarakat terhadap
produk akhir proses pembuatan regulasi dapat dibagi ke dalam dua kelompok:
peran yang bersifat semu (empry ritual) dan peran yang bersifat nyata (réﬁl
power). Sementara berdasarkan motif awal partisipasi juga dapat dibagi pada dua
model partisipasi: partisipasi mobilisasi (mobilised parficipation) dan partisipasi
otonom (autonomy participation).

Pelaksanaan otonomi daersh di kabupaten Bangkalan dan Sampang

sampai pada masa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai masa
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konsolidasi, peranan masyarakat dalam proses-proses politik belum begitu
menampak ke permukaan. Meskipun ada upaya dari para elite politik format di
kabupaten Bangkalan membangun kemitraan dengan masyarakat sipii (LSM)
pada perkembangannya akhirnya kemitraan ini kandas. Salah satu faktor yang
membuat kemitraan ini kandas adalah rapuhnya pondasi bangunan kemitraan yang
didasarkan pada kerangka kerja tidak demokratis.

Keluarnya beberapa LSM yang tergabung dalam Fokus (Forum
Stakeholders) kabupaten Bangkalan menunjukkan kenyataan ini. LSM Bangkalan
seperii Dekot (Presidum Dewan Kota), Formad (Presidium Forum Madura
Damai), dan Lempar (Lembaga Parlemen Reformasi) ke luar dari Forum
Stakeholders Kabupaten Bangkalan, sebab forum ini hanya dijadikan alat
legitimasi dan pendukung status quo kekuasaan ecksekutif. Karena hanya
diletakkan sebagaj alat legitimasi kekuasaan eksekutif, akibatnya forum ini tidak
mampu berperan maksima! dalam pembangunan masyarakat dan demokrasi di
kabupaten Bangkalan. Bukti kongretnya menurut versi tiga LSM tersebut, adalah
kabupaten Bangkalan tidak masuk nominasi Pro Otonomi Award Jawa Pos (Radar
Madura, 4 Mei 2004).

Sementara di kabupsten Sampang upaya-upaya untuk melibatkan
masyarakat dalam setiap proses-proses politik atau pembuatan peraturan daerah
belum ada. Kemungkinan besar tidak adanya upaya ini dari elite politik formal
karena betlum terselesaikannya konflik antarelite politik pasca pemilihan bupati
tahun 2000 di kabupaten Sampang. Selain itu di tingkat elite birokrasi vang

lemayan tidak terlibat konflik terlalu mendalam scbaliknya cenderung fragmatis
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(Kompas, Senin, 20 November 2000). Sementara masyarakat Sampang itu sendiri
belurn mampu mandiri, sehingga mereka tidak bisa mempengaruhi proses
pembuatan kebijakan publik apalagi mengontrol pemerintah daerah kabupaten
Sampang. Kenyataan ini, tampak dari beberapa kebijakan politik di kabupaten
Sampang vang sebenarnya tidak menguntungkan bagi masyarakat Sampang tetap
saja tidak diprotes. Salah satu faktor mereka tidak memprotes kebijakan tersebut,
karena terlalu mendalamnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap tokoh panutan
di sektor pubiik yang tertumng dalam diktem ‘buppd’-babu'-guru-rato’ sehingga
merska takut berseberangan dengan elite politik {orma! dart kalangan kyai yang
merupakan personifikasi guru (kyai: panutan agama) dan rato [panutan dalam
pemerintahan] (Wawancara dengan Ketua Eksekutif LSM Jangkar Sampang

Amiruzi).

5.2.1 Kabupaten Bangksalan

Di awal-awal implementasi regulasi otonomi daerah di kabupaten
Bangkalan disambut antusias masyarakat dari berbagai lapisan sosial. Agenda-
agenda pemerintah daerah Bangkalan di era ini—khusus yang berkaitan dengan
memobilisasi keterlibatan (baca: partisipasi mobilisasi) masyarakat terhadap
proses-proses politik diantaranya yang dapat dilihat adalah, terbentuknya Fokus
dan APD (Asosiasi Pemerintahan Desa) kabupaten Bangkalan pada tahun 2003
akhir (Wawancara dengan KH. M. llyas anggota dewan legislatif kabupaten

Bangkalan dari PKB).
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Terbentuknya Fokus dan APD jika diletakkan sebagai upaya membangun
kemitraan antara pemerintah lokal Bangkalan dengan masyarakat, tampaknya ber-
pola Kemitraan formal antarkelembagaan. Menformat keterlibatan masyarakat
pada format demikian, sebenamya iidak menjadi persoalan yang subtansial,
karsna di Indonesia sampai saat ini belum ada format khusus tentang media bagi
masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses-proses politik. Atau dengan kata
lain, hal ini tergantung dart kemampuan berkreasi daerah it1 sendiri. Numun
setelah terbentuknya dua lembaga ini, apakah parusipasi nyata (reol power; dan
partisipasi otonom (auronomy participation) masyarakai mcningkat? Inilch yang
sebenarnya menjadi permasalahan.

Menurut sebagian besar elite politik formal—pasca impelementasi regulasi
otonomi daerah, masyarakat di kabupaten Bangkalan banyak yang berpartisipasi
dalam setiap pembuatan keputusan atau peraturan daerah. Partisipasi masyarakat
dalam pembuatan peraturan daerah berdasarkan beberapa pendapat elite
tersebut—cenderung pada pelibatan secara formal dalam rapat-rapat yang
diadakan oleh lembaga DPRID kabupaten Bangkalan. Kenyataan iaj terungkap
dalam pernyataan elite polittk berasal dari PKB KH. M. llyas, sebagai berikut:

‘partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan peraturan daerah

ada meskipun minim sekali. Dikatakan minim sekali, karena orang-

orang yang dilibatkan terbatas dan orang-orang yang terlibat

kebanyakan orang-orang itu-itu saja. Kemungkinan besar

partisipasi masyarakat tidak meluas karena secara umum berkaitan

dengan tingkat SDM Bangkalan yang masih rendah, dan juga di

masyarakat belum tumbuh sikap kritis secara politis. Sehingga

ketika ada proses pembuatan peraturan daerah peran serta

masyarakat minim sekali—jika-pun mercka terlibat biasanya
karena diundang, dan jika tidak diundang mereka tidak terlibat.’
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Menurut pendapat clite PPP Cholil Munawar:

‘partisipasi masyarakat ada dalam proses pembuatan peraturan
daerah kabupaten Bangkalan, khususaya ketika kami (DPRD)
lakukan (membahasnya) di tingkat komisi atau sidang komist.’

g8

Menurut KH. Abdui Qodir Rofii ketua F. KB DPRD kabupaten Bangkalan

sekarang:

‘selain proses-proses legislasi termasuk proses pembuaian
peraturan yang diajukan oleh pihak eksekutif ke lembaga legislatif
memang melibatkan masyarakat. Contohnya, sebelum kami (F.KB)
membahas dan kemudian memberikan tanggapan atas usulan
peraturan daerah tersebut, kami dari F.KB memperhatikan terlebih
cahulu aspirasi yang berkembany di masyarakat. Hal ini, berarti
masyarakat juga dilibatkan dalam proses pembuaten regulasi
daerah kabupaten Bangkalan. Tetap1 sayangnya, kecenderungannya
peraturan daerah vang diusulkan itu sedikit membebani
masyarakat—hal ini dilakukan karena untuk mengenjot PAD
kabupaten Bangkalan. Tetapi semuanva itu dipahami oleh
masyarakat bawah. Toh, itu tidak terlalu membebani mereka. Lihat
sajal Mana peraturan daerah yang sangat membebani masyarakat
bawah, tidak ada itu.’

Partisipast masyarakat dalam proses pembuatan peraturan daerah

kabupaten Bangkalan tampaknya yang dimaksudkan cleh elite politik, adalah

bentuk pelibatan masyarakat dalam proses pembuatan peraturan dasrah oleh

anggota DPRD, seperti, diundang dan dimintai pendapatnya tentang peraturan-

peraturan daerah y=:ag sedang dibahas di lembaga legislatif kabupaten Bangkalan

{Wawancara dengan Ketua F.KB DPRD Bangkalan, KH. Abdul Qodir Rofii).

Menurut pendapat tiga elite politik di atas, semua peraturan daerah yang

telah ditetapkan di kabupaten Bangkalan inisiatif awal datang dari pihak eksekutif

bukan dari legislatif. Pada proses ini masyarakat dilibatkan hanya dalam sidang

komisi bukan pada awal perancangan. Dengan kata lain keterlibatan masyarakat

dalam mekanisme pembuatan peraturan daerah kabupaten Bangkalan antara
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wakiu usulan peraturan daerah dari pihak eksekutif kepada DPRD dan
pembahasan di tingkat panitia DPRD.

| Berbeda dengan pendapat-pendapat para kalangan elite politik formal di
atas, menunui aktifis LSM di kabupaten Bangkalan secara empirix proses
pembuatan peraturan daerah di kabupaten Bangkalan, misalnya, Peraturan Daerah
No. 3 Tahun 2002 wentang ‘Retribusi Tempat Khusus Parkir Dalam Kabupaten
Bangkalan’ dan Peraturan Daerah No. ¢ Tahun 2004 tentang ‘Retribusi Jasa
Kepelabuhan dan Usaha Angkutan Iaut’ masyarakat tidak dilibatkan secara
penuh. Mereka hanya scbatas dimintai perselujuannya pada saat diskusi di kantor
pemerintahan daerah Bangkalan (lihat gambar lampiran 6). Terdapat beberapa hal,
yang membuat partisipasi masyarakat rendah dalam proses pembuatan peraturan
daerah di Bangkalan. Pertama, mayoritas masyarakat Bangkalan tingkat
pendidikannya masih rendah—sehingga mereka tidak mengeiti tentang proses
pembuatan peraturan daerah dan peraturan daerah itu sendiri. Kedua, peran
pemeriniah daerah Bangkalan yang sangat lemah sekali bahkan cenderung tida®
mau mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan
peraturan daerah di Bangkalan, yang sedang lagi dibahas. Ketiga, paling maksimal
elite eksekutif hanya melibatkan APD dan Fokus dalam pembuatan peraturan
daerah. Kemungkinan besar APD dan Fokus pernah ditibatkan dalam proses
pembahasan rancangan peraturan daerah, karena anggota-anggota yang terlibat di
dalamnya adalah, kalangan pro-pemerintahan. Keempat, sosialisasi peraturan
daerah yang dilakukan elite politik formal, seperti, sosialisasi kepada pejabat-

pejabat formal di bawahnya (Camat dan Kepala Desa) dan publikasi di mass
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media jarang sekali dilakukan. Konsekuensinya mayoritas masyarakat bawah
tidak mengetahui tentang peraturan daerah yang telah ditetapkan atau
diundangkan di kabupaten Bangkalan (Wawancara dengan Ketua Eksekutif LSM
Madura Sejahtera, M. Ajib}.

Berdasarkan pada empat hal yang telah disebutkan di atas, proses
pembuatan regulasi di kabupaten Bangkalan secara empirik belum sepenuhnya
demokratis. Partisipasi aktif masyarakat sebagai penyanggah utama demokrasi
proses pembuatan peraturan daerah di Bangkalan belum terbangun, vang ada
hanya mobilisasi elite politik terhadap masyarakat, atau tepatnya, masyarakat
hanya dimintai persetujuannya dalam pembuatan peraturan daerah di Bangkalan.
Contohnya, dalam proses pembuatan Peraturan Daerzh No. 3 dan 9 Tahun 2004,
tidak ada kalangan terkait yang diajak berdialog dalam proses pembuatan draf
rancangan peraturan daerah. Tiba-tiba saja setelah draf rancangan peraturan
daerah selesal kemudian mengundang organisasi masyarakat yang loyal terhadap
pemerintah daerah. Kalangan ini sebenarnya keterkaitannya secara langsung tidak
ada, tetapt untuk mendapatkan legitimasi kalangan ini diundang oleh elite politik.

Artinya dengan kata lain tidak ada partisipasi otonom masyarakat dalam
proses pembuatan peraturan daerah Bangkalan, yang ada hanyalah partisipasi-
mobilisasi dari elite politik formal untuk mendapatkan legitimasi bahwa
pembuatan peraturan daerah aspiratif, padaha!l peraturan dacrah tersebut banyak
diwamnai kepentingan elite politik formal dan proses pembuatannya bersifat top
down. Karena prosesnya demikian, peran masyarakat dalam proses-proses

pembuatan peraturan daerah hanya sebagai pertisipan semu (participant of empty
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ritual) yang tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap proses pembuatan

peraturan daerah di kabupaten Bangkalan. Menurut Dairobi mantan ketua

eksekutif Forum Stakeholders Kabupaten Bangkalan:

‘pembuatan peraturan daerah di kabupaten Bangkalan banyak
diwarnai kepentingan elite politik. Coba anda lihat dari semua
peraturan daerah yang telah diundangkan di kabupaten Bangkalan!
Mana ada peraturan daerah yang mengatur tentang pemberdayaan
masyarakat, demokrasi, dan partisipasi masyarakat dalam proses
pemerictzhan. Yang ada, mayoritas peraturan daerah tentang pajak,
retrivusi  dan  sebagainya yang tidak berkenaan dengan
pemlbxrdayaan masyarakat.”

Meskinun rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh pihak eksekutif

cenderung membebani atau memberatkan masyarakat. Tetapi sampai saat ini,

tidak ada rancangan peraturan daerah usulan pihak eksekutif tertolak di DPRD

kabupaten Bangkatan. Menurut pandangan Dairobi:

‘sejauh pengamatan saya elite politik formal, baik itu yang di
eksekutif dan legisiatif kompromi dalam hal proses pembuatan
peraturan daerah. Karena proses pembuatan peraturan daersh yang
akan dan telah ditetapkan sesuai dengan kepentingan pribadi dan
kelompoknya. Dengan kata lain—jika pembuatan paraturan daerah
tidak meminggirkan ecksistensi kepentingan pribadi dan
kelompoknya, elite tidak akan menentangnya. Tetapi jika
berseberangan elite akan berteriak das menolakaya.’

Menurut verst sekretaris umum DPC PPP Bangkalan, Cholii Munawar,

semua rancangan peraturan daerah yang diaiukan oleh pihak eksekutif tidak ada

yang ditolak di dewan legislatif kabupaten Bangkalan, karena:

Tesis

‘DPRD di kabupaten Bangkalan masih didominasi oleh partai
PKB, sedangkan yang mengusulkan rancangan peraturan daerah itu
dari bupati yang berasal dari PKB. Kita yang di PPP ini selalu
kalah. Sehingpa tampak di masyarakat kabupaten Bangkalan proses
pembahasan rancangan peraturan daersh di lembaga dewan
legislatif tidak ada persaingan atau kontestasi antaranggota dewan
dalam proses pembuatan peraturan daerah.’
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Namun bagi kalangan aktifis LSM di kabupaten Bangkalan, bukan karena

faktor PKB menjadi partai mayoritas di DPRD. Tetapi di samping kualitas sumber

daya DPRD rendah juga karepa ada semacam konspirasi antaranggota DPRD

secara keseluruhan dengan pemerintsh kabupaten Bangkalan. Hal ini dinyatakan

secara eksplisit oleh Dairobi, sebagai berikut:

‘mana ada dewan yang aspiratif di kabupaten Baagkalan. Dewan di
Bangkalan sekarang bukan pengemban amapzh rakyat ietapi
‘Dewan Porwakilan Kepentingan Rumah Tangganys (DPRT).
Sechingga tepat sekali jika mayoritas orang Bangkalen mengatakan
bahwa mereka scbenamnya bukan sebagai pemimpin masyarakat
atau pengemban amansh masyarakat, tetapi mercka adalah elite
politik yang sulit disenfuh masyarakat setelah mereka berkuasa.’

Dairobi kemudian memaparkan tentang konspirasi antara anggota dewan

dengan pemerintah daerah Bangkalan, sebagai berikut:

Tesis

‘pernah kami di Fokus mendiskisikan dengan mereka {elite politik
di Bangkalan) agar ada peraturan dacrah yang mampu menopang
demokrasi sampai kc iingkat bawah (desa), dan mengatur
pendanaan pemerintah desa di kabupaten Bangkalan. Untuk usulan
peraturan dacrah yang pertama sangat sesuai dengan UU Otonomt
Daerak. Menurut kami di Fokus, tidak mungkin ada demokrasi
politik di kabupaten Bangkalan, jika demokrasi kanya berada pada
tingkat formal dac tidak menyentuh lapisan masyarakat bawah.
Untuk usulan peraturan daerah yang kedua, seharusnya dalam
proses pembuatan peraturan daerah Bangkalan mengacu pada UU
di atasnya, tetapi peraturan daersh unfuk itu belum ada. Karena
tidak adanya peraturan daerah tersebut, schingga ketika membahas
dan menetapkan rancangan penganggaran di kabupaten Bangkalan
tidak partisipatif. Padahal tentang hal ini sudah diatur dalam
Kepmendagri No. 29 Tahun 2004 tentang Anggaran Kinerja. Di
mana dasar filosofinya anggaran kinerja melibatkan masyarakat
dalam penganggaran—tetapi faktanya di kabupaten Bangkalan
penganggaran yang dilakukan pihak eksekutif belum transparan.
Jika mengacu pada keputusan menteri tersebut, scharusnya
penganggararn dikonsultasikan dengan masyarakat kabupaten
Bangkalan, tetapi sebaliknya hanya dilakukan dengan ‘lobi
setengah kamar di dewan’ setelah itu program di simpan di meja
kantor.”
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Terkendalanya partisipasi masayarakat dalam proses pembuatan regulasi
dacrah tidak sepenuhnya berkaitan dengan struktur kesadaran (sfructures of
consciousness) masyarakat akar rumput di kabupaten Bangkaian. Menurut Dairobi
ada beberapa faktor yang mengendala partisipasi masyarakat dalam proses politik
dan pemerintahan, termasuk proses pembuatan peraturan daerah di kabupaten
Bangkalan. Pertama, yang paling dominan, kendala itu datang dari elite politik
formal (khususnya eksekutif} yang tidak menghendeki partisipasi masyarakat itu
tumbuh. Hal ini berkaitan langsung dengan tidak adanya political will dari elite
politik formal, karena kemungkinan besar ketika kran-kran partisipasi masyarakat
dibuka, akan menganggu kekuasaannya yang tidak beres. Kedua, elite politik
tidak memberikan informasi kepada masyarakat tentang proses pembuatan
peraturan daerah sehingga masyarakat tidak dapat berpartisipasi dalam proses
pembuatannya. Ketiga, kendala tersebut datang dari kelompok vang tercerahkan,
seperti mahasiswa, LSM dan kaum terpelajar lain kurang memberikan tekanan
terhadap elite politik formal. Karepa ketiga hal tersebut, sehingga kelihatannya
masyarakat apatis terhadap setiap proses pembuatan keputusan di daerah
Bangkalan. Padahal, jika oleh elite politik formal diberikan akses pasti masyarakat
akan terlibat. Contohnya, ketika pengurus lembaga pendidikan Ma' arif NU
kabupaten Bangkalan mengadakan musyawarah tentang format pendidikan TK
(Sckolah Taman Kanak-Kanak) dan MI (Madrasah Ibtidaiyah) swasta di
kecamatan Kamal kabupaten Bangkalan, banyak masyarakat dari berbagai
kalangan seperti guru ongaji, petani dan pegawai negeri sangat antusias
memberikan masukan, kritikan bahkan ada yang mau menyumbang dana. Karena
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proses politik yang dibangun elite politik formal demikian, kepecayaan
masyarakat tidak ada bahkan ada sebagian masyarakat yang apatis terhadap
pemerintah kabupaten Bangkalan. Faktor-faktor itulsh sebenamya yang menjadi
kendala dalam membangun demokrasi pemerintahan daerah pasca implementasi
UU No. 22/25 Tahun 1999 di Bangkalan. Semuanya serba terbatas, apalagi
masyarakat tidak mau mendorong k¢ arah sana—sampai kapanpun proses politik
dan pemerintah daerah kabupaten Bangkalan tetap otoriter (Wawancara dengan

Dairobi)

5.2.2 Kabupaten Sampzang

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, pasca pemilihan bupati tahun
2000 di kabupaten Sampang secara enbiock melahirkan fragmentasi antarelite
politik formal dan sebagian masyarakat ke dalam dua kelompok: pendukung dan
kontra bupati Fadhilah Budiono. Telah banyak dipaparkan dalam literatur
demokratisasi—konflik berdimensi kekerasan, intoleransi dan diskriminasi
memiliki kecenderungan besar mengendala terhadap bergulirmya demokrasi
politik di tingkat lokal yang dibawa oleh regulasi otonomi daereh (Tsalik, 2003:
169-170). .

Memasuki masa penuntasan inisiasi regulasi otonomi daerah, di kabupaten
Sampang jangankan melahirkan peraturan daersh yang partisipatif | dpa)}é?upaya
penyelesaian konflik berkepanjangan antara lcg;isl.atif dan eksekutif sampai saat
ini belum terlihat di permukaan. Karena konflik tersebut, banyak sejumlah

agenda-agenda kerja pemerintah daerah kabupaten Sampang tidak dapat
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dilakukan. Agenda-agenda terscbut antara lain: RAPBD terbengkalai dan DAU
macet; restrukturasi personal dan kelembagaan tertunda; dae sejumiah rancangan
peraturan daerah tidak terbahas (Karim, 2003: 132-134).

Khusus yang disebutkan terakhir, sebenarnya sejak mulai tahun 2002
sudah mulai dibahas di lembaga legisiatif —bahkan salama tshun ini telah
menetapkan sebanyak 32 rancangan peraturan daerah usulan pihak eksekutif
(Bagian Hukum Sekretariat Daeran Kabupaten Sampang 2002). Namun
sayangnya, mungkin akibat konflik tersebut semua proses pembuatapnya minim
sekali jika tidak dapat dikatakan steril dari keterlibatan masyarakat bawsh. Hanya
menurut anggota dewan yang berasal dari PPP, vakni KH. Mu' tashim, yang
mengatakan:

‘proses pembuatan peraturan daerah yang telah diundangkan di
kabupaten Sampang semuanya berdasarkan dari  aspirasi
masyarakat. Yaitu, dengan cara melibatkan masyarakat, seperti,
mengundangnya dalam rapat-rapat di DPRD sebefum dewan
memutuskan suatu: rancangan usulan peraturan daerah dari pihak
eksekutif.’

Pendapat KH. Mu’ tashim Wardi ini—bisa dipahami sebab pada konflik
antarefite politik formal atau konflik segitiga antara legislatif dan eksekutf, PPP
selalu mem-backup semua keputusan eksekutif ‘crmasuk rancangan pembuatan
peraturan daerah. Mungkin yang dimaksudkan dengan keterlibatan masyarakat
dalam proses pembuatan peraturan daersh di kabupaten Sampang—adalah
keterlibatan masyarakai pro bupati.

Kenyataan ini dipertegas oleh Puji Raharjo,

‘hampir semua proses pembuatan peraturan dserah tidak ada

masalah, kalau ditinjau dari sisi konflik-—tetapi dari segi materi
dan prosesnya bermasalah dengan pembangunan demokrasi di
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kabupaten Sampang, karena materi-materi dan  proses
pembuatannya steri! dari keterlibatan masyarakat.’

Kemudian, lebih lanjut Puji Raharjo mengatakan bahwa;

‘perda-perda (peraturan daerah) yang telah digulirkan (digjukan)
oleh pemerintah tidak ada satu-pun sesuai dengan aspirasi
masyarakat kabupaten Sampang. Hal ini dapat ditunjukkan dengan
perda-perda yang telah ditetapkan sebelumnya semua hanya
mengatur tentang pajak dan retribusi atau yang lainnya—dan tidak
ada yang mengatur tentang urusan kemasyarakatan, serta perda-
perda terscbut tidak ada yang melibatkan macyarakat secara aktif.
Masyarakat hanya dilibatkan pada tingkat yang minimal sekali—
vaitu hanya diberitahu atau diundang dan itu-pun mercka yang
tentunya mendukung kekuasaan eksekutif.’

~ Selain kendala kendala dari pihak eksekutif, menurut Puji Rahardjo:

‘ada beberapa perrasalahan berkaitan dengan peraturan daerah ¢

kabupaten Sampang: pertama, minimanya akses masyarakat bawab
terhadap proses pembuatan peraturan daerah. Hal ini karena,
pertama tingkat pengetahuan masyarakat masih minim dan kedua
kendala dari elite politik formal, terutama elite yang berada di
dewan dan mantan ketua dewan KH. Hasan Asy'ari yang
cenderung otoriter (kekuasaan menjadi personal dan milik
golongan). Kedua, proses sosialisast yang dilakukan pihak
eksekutif kepada masyarakat sangat jelek sekali. Dari sisi kuantitas
minim dan dari dimensi materi sosialisasi juga bermasalah,
Sosialisasi di media sangat minim sekali demikian juga pada
forum-forum lain sangat terbatas. Jikapun ada sering sckali
materinya  bukan  sosialisasi  peraturan  daerah  tetapi
mendiskreditkan anggota dewan yang berasal dari PKB.’

Karena dua permasalahan tersebut, kemudian elite politik PKB kabupaten

Sampang berencana akan mengajukan peraturan daerzh yang dari segi proses

perancangan dan materinya cokup demokratis, pada DPRD masa bakti sekarang.

Rancangan peraturan daerah tersebut adalah, tentang ‘Transparansi di Kabupaten

Sampang’. Materi Rancangan Peraturan Daerah ini seputar tentang kewajiban

bagi anggota-anggota dewan legisiatif untuk menanggapi (bukan hanya

menampung) semua aspirasi dan keluhan masyarakat, paling lambat dua minggu.
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Rancangan peraturan daerzh ini jika menjadi peraturan daerah di kabupaten
Sampang, menurut Puji Raharjo, ‘akan membuat anggota DPRD aspiratif
terhadap suara-suara masyarakat bawah dan juga berkonsckuensi buruk terhadap
anggota dewan yang tidak aspiratif. Artinya anggota dewan yang tidak aspiratif
akan dapat terithat oleh masyarakat sehingga kemungkinan besar mereka tidak
akan terpilih lagi pada pemilu berikutnya, bahkan bisa mungkin sebelum pemitu
mereka akan di demontrast konstituennya sendiri, karena tidak mengindahkan apa
yang disuar«kan oleh masyarakat’ (Wawancara dengan Puyi Raharjo).

Rancangan Peraturan Daerah ‘Transparansi di Kabupaten Sampang’ yang
akan diusulkan oleh F.KB—jika dikaitkan dengan UU No. 22 Tahun 1999 tidak
menjadi persoalan karena dalam pasal 19 ayat 1) huruf f ‘DPRD mempunyai hak:
mengajukan rancangan Peraturan Daerzh’ bahkan hal ini akan mengartikulasikan
mekanisme checks and balances (lihat gambar lampiran 7). Namun demikian,
kemungkinan besar yvang menjad: persoalan di sini—pertama, adalah kebiasaan
pembuatan peraturan daerah di kabupaten Sampang yang selama ini inisiatifnya
selalu datang dari pihak eksekutif. Sehingga apabila ada rancangan peraturan
daerah usulan dari lembaga lain atau dari dewan legislatif akan dianggap picky
(terlalu banyak mengurus kewenangan eksekutif). Kedua, isi dan pengusul
rancangan peraturan daerah akan dianggap mengancarm pihak legislatif pro bupati
Fadhilah Budiono—schingga kemungkinan besar rancangan peraturan daerah
tersebut akan banyak mengalami tantangan ketika dibahas di tingkat legislatif.

Ketiga, dan jika-pun lolos dibahas di lembaga legislatif kemungkinan besar akan
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dihambat di lembaga eksekutif, dalam hal ini adalah bupati Fadhilah Budiono
yang nota bene rival pengusul peraturan daerah. |

Tidak jauh berbeda dengan pendapatnya Puji Rahago di atas, menurut
ketua eksekutif LSM Jangkar, proses pembuatan peraturan daerah di kabupaten
Sampang—hampir semuanya tanpa ada keterlibatan aktif masyarakat luas (baca:
peranannya secara real power tidak ada). Proses pembuatannya hanya mengikut-
sertakan orang-orang yang dekat dengan elite politik penguasa yang sudah tentu
pro-terhadap rancangan peraturan dacrah yang akan dibahas di dewan legisiatif.
Artinya, keterlibatan masvarakat pada proses pembuatan peraturan daerah di
kabupaten Sampang sebenarnya lebih tepat dikatakan mobilisasi-partisipasi
masyarakat oleh elite politik penguasa, terutama, LSM yang dekat dengannys dan
dipastikan mendukung terhadap semua kebijakan pemerintzh daerah kabupaten
Sampang. Hal ini dilakukan elite politik baik itu yang berada di legislatif dan
eksekutif, dengan pertimbangan agar semua proses pembuatan peraturan daerah
beriangsung mulus tanpa ada bambatan (Wawancara dengan Ketua Eksekutif
LSM Jangkar Sampang Amiruzi; lihat juga lihat gambar lampiran 8).

Selain itu banyak peraturan daerah secara essensial pantas untuk diprotes
masyarakat, misalnya, peraturan dacrah yang mengatur tentang administrasi
pemerintahan, pajak dan retribusi yang bertujuan untuk peningkatan PAD di
kabupaten Sampang, tetapi sampai saat ini, belum ada masyarakat yang
melakukan protes terhadap peraturan daerah tersebut. Hal ini karena masih terlalu
kuatnya budaya paternalistik di kabupaten Sampang—dimana segala sesuatunya

apakah itu bekaitan dengan politik, sosial, ekonomi dan budaya sosok kyai sangat
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berpengaruh sekali. Jika, misalnya peraturap daerah terientu di kabupaten
Sampang telah disetujui oleh ketompok kyar sudah barang tentu akan disetujui di
dewan, dan ketika disetujui di dewan maka masyarakat-pun akan menyetujuinya
Jadi, karena faktor ini yang membuat masyarakat tidak mau berseberangan dengan
elite politik formal di kabupaten Sampang, kecuali ada kyae guru (gurunya) yang
mendukungnya (Wawancara dengan Amiruzi).

Dapat disimpulkan secara sederhana, faktor-faktor yang menyebabkan
minimnya keteriibatan masyarakat dalam proses-proses pembusaian kebijakan
publik: pertama, karena rakyat atau masyzrakat kabupaten Sampang udak diberi
akses oleh elite politik politik formai. Dengan demikian, demokratisasi pembuatan
peraturan daerah yang terkandung secara eksplisit dalam UU Otonomi Daerah
Tahun 1999 berkontradiksi dengan kenyataan praktis di kabupaten Sampang.
Contohnya, pembuatan keputusan tenmtang PT. Garam di kecamatan Torjun
Sampang yang seharusnya petani garam di Torjun dilibatkan, tetapi kenyataannya
mereka sebagai pemilik lahan tidal dilibatkan bahkan mereka tidak memperoleh
bagian dan usaha-usaha jual beli garam tersebut.

Kedua, karena tidak adanya peraturan daersh yang berkaitan langsung
dengan kepentingan atau kebutuhan masyarakat, maka masyarakat menjadi apatis
tidak mau berpartisipasi. Artinya, hampir sernua proses dan hasil kebijakan publik
di kabupaten Sampang jauh dari preferensi atau harapan masyarakat banyak.
Kemungkinan besar, karena faktor inilah yang membuat masyarakat bawah tidak

mau tahu mengenai peraturan daerah di kabupaten Sampang.
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Ketiga, pasca diberlakukannya regulasi otonomi daerah membuat
dominasi salah satu lapisan sosial masyarakat (baca: kalangan kyai atau saniri) di
kabupaten Sampang semakin kuat. Faktor dominannya kyai dan saniri membuat
masyarakatf pada umumnya (oreng dume’ atau oreng kene') tersisih dalam proses-
proses politik. Hampir semua proes-proses pembuatan kebijakan publik tidak
lebih daripada merefleksikan konspirasi elite politik formal di kabupaten
Sampang. Menurut Amiruzi, ‘sulit sekali proses-proses politik di kabupaten
Sampang akan mencerminkan kepentingan masyarakat banyak--jika dominasi
kelompok ini yang sebenamya anti demokrasi tidak segera diakhiri® (Wawancara

dengan Amiruzi).
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BAB VI

PEMBAHBHASAN

6.1 Peran Elite Politik Formal Terhadap Proses Demokrasi Politik

Dalam perspektif politik, desentralisasi atau otonomi daerah banyak
dikatakan ilmuan politik mendukung terhadap berkembangnya demokrasi politik
di tingkat negara-bangsa dan lokal. Robert A. Dahl mengatakan, "decentralization
would be favourable for democracy’ (Vanhanen, 1997: 51), Brillantes and Cuacho
memaparkan, ‘decentralization favours participatory democracy’ {Colongan Jr.,
2003: 89), dan Svetlana Tsalik berpendapat bahwa desentralisasi dapat
meningkatkan demockrasi secara efektif, berkualitas, legitimate dan stabil-
terkonsolidasi (Tsalik, 2003: 154).

Desentralisasi atau otonomi daerah favoribel terhadap demokrasi, karena
selain akan melahirkan kerja-kerja di tingkat organisasi pemerintahan yang lebih
kecil efisien dan efektif juga akan banyak menyerap keterlibatan masyarakat lebih
intensif dalam proses pembuatan keputusan. Model mekanisme pemerintahan ini
juga berimbas terhadap peningkatan demokrasi di tingkat lokal (Asfar (ed.,),
2001: 208). Artinya secara rasional, aspek regulat‘i-f desentralisasi politik
mendukung terhadap demokrasi lokal karena memberikan kebebasan terhadap
o . A mei;elesajkan permasalahan sendiri. Sementara demokrasi
lokal yang dikembangkan oleh desentralisasi akan berhasil dengan baik apabila
masyarakat lokal mampunyai kekuatan riil dalam mempengaruhi setiap proses-

proses pembuatan kebijakan di tingkat lokal docal decision-making processes),
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atau demokrasi Jokal akan berjalan mulus apabila demokrasi representasi di
tingkat lokal berjalan dengan baik (focal representative democracy works well).

Demikian juga halnya dengan otonomi daerah yang dikembangkan di
Indonesia mengikuti prinsip-prinsip dasar rasional tersebut, yaitu demokratisast
(Tumer et. al., 2003: 63). Otononmi daerah di Indonesia dapat menstimulus
demokrasi politik di tingkat lokal, sebab: pertama, dengan otonomi daerah proses
rekrutmen pemimpin politik di daerah tidak ditentukan lagi dari pusat; dan kedua,
dengan otonomi daerah proses legislasi atau pembuatan regulasi daerah tidak
harus disyahl-;an pemerintah pusat melalui Departemen Dalam Negeri {Gaffar et.
al., 2002: 185-186).

Namun sejauh mana peran elite politik formal terhadap proses demokrasi
politik lokal periu juga diidentifikasi. Permasalahan ini sangat penting, mengingat
bukan hanya struktur pemerintahan saja yang memiliki peran penting terhadap
keberhasilan regulasi otonomi daerah dalam mengembangkan demokrasi politik di
tingkat lokal. Menganalis siap-tidaknya struktur kelembagaan daerah di samping
tidak mungkin dapat mengabaikan aspek realitas: kondisi politik, ekonomi, sosial,
budaya (Kiviniemi, 2001: 11), juga peran elite politik formal sebagai aktor utama
dalam struktur kelembagaan pemerintahan (Dahl, dalam Vanhanen, 1997: 14;
Diamond, 2003: 83-93; Beyme, 1996: 524-525).

Argumentasi yang dapat dipergunakan berkaitan dengan peran elite politik
formal adalah keberhasilan suatu sistem politik banyak ditentukan oleh
pengabsahan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya dan, keabsahan (legitimacy)

terhadap sistem politik dipengeraruhi oleh pola penerimaan (pattern of
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acceptability) aktor-aktor yang terlibat di dalamnya (Gaffar et. al., 2002: 362).
Pola penerimaan aktor-aktor utama yang terlibat dalam sistem tersebut, dapat
dilthat pada dimensi normatif yang terungkap dalam pernyataan-pernyataannya,
dan pernyataan-pemyataan normatif ini biasanya benar-benar terejawantah pada
prilaku politiknya.

Di kabupaten Bangkalan dan Sampang berdasarkan data penelitian vang
telah dipaparkan pada Lab lima (Bab V), elite politik formal kurang memberikan
peran yaug bevarti behkan seringkali merjadi salah satu faktor pengendala proses
demokrasi pelittk. Mcskipun clite politik formal di dua kabupaten tersebut, secara
normatif percaya terhadap legitimasi demokrasi yang dikembangkan regulasi
otonomi daerah—+tetapi dalam aspek prilaku dan tindakannya tidak mencerminkan
dengan apa yang mereka percayai. Contoh kongritnya, pertama, pada pemilihan
bupati tahun 2000 di kabupaten Sampang, elite politik justeru sebagai pemicu
konflik berkepanjangan antara lembaga legislatif dan eksekutif dan benturan
berdimensi kekerasan antarmasyarakat Elite politik dalam kontestasi untuk
memperoleh jabatan bupati cenderung menggunakan media-media kekerasan,
tidak toleran dan inkonstitusional.

Pecahnya konsolidasi antara lembaga eksekutif dan legislatif di kabupaten
Sampang pasca pemilihan bupati tahun 2000, sebenarnya tidak lebih dari pada
merefleksikan konflik kepentingan politik antara elite politik PPP dan PKB.
Konflik ini merupakan revitalisasi konflik lama pada tahun 1996 antara kyae
ngoda (kyai muda) dan kyae seppo (kyai tua) di internal DPC PPP, kemudian

menjadi konflik antarlembaga PPP dan PKB setelah para kyai muda keluar dari
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PPP dan mendeklarasikan PKB di kabupaten Sampang pasca reformasi 1998, dan
memuncak pada pemilihan bupati tahun 2000. Sumber pemicu konflik ini, adalah

| tentang keabsahan salab satu anggota dewan berasal dari PPP KH. Abdul Kholig
yang sudah diganti antarwaktu.

Tidak jauh berbeda fenomenanya dengan kabupaten Sampang, di
kabupaten Bangkalan benturan berdimensi kekerasan antara masyarakat justeru
dimobilisasi elite politik formal-—yang dilakukan hanya untuk memperebuikan
jabatan bupati pertode 2003-2008. Cara-cara yang digunakan melaiui pembatasan
terhadap hak-hak personal untuk memperebutkan jabatan pubizk melalui jatlur
mekanisme di lembaga legislatif, kekerasan, dan teror politik. Karena praktik-
praktik politik tersebut, pada pemilihan bupati tahun 2003 di kabupaten
Bangkaian banyak diwarpai aksi pro-kontra masyaraka_t, terutama, mengenat
keabsahan penclakan LPJ bupati HM. Fatah oleh anggota dewan legislatif pada
tahun 2002 dan keabsahan proses pemilihan bupati tabun 2003 yang disyinyalir
diikuti salah satu calon yang tidak memiliki jjasah SMU dan terlibat kasus-kasus
kriminil atau pidana.

Kedua, pada proses legislasi dan pembuatan regulasi daerah elite politik
formal di dua kabupaten tersebut, perannya tidak begitu berarti atau tidak ada
sama sckali. Meskipun elite politik di kabupaten Bangkalan menformat pola
kemitraan dengan masyarakat melalui media-media formal, misalnya,
mengundang masyarakat pada rapat-rapat pembahasan rancangan peraturan
daerah di lembaga eksekutif dan sidang komisi di lembaga legislatif, tetapi masih

perlu dipertanyakan. Sebab beberapa aktifis LSM di kabupaten Bangkalan, seperti
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Fokus dan Madura Sejantera menegaskan bahwa masyarakat yang dilibatkan
hanyalah segiiintir kelompok masyarakat yang pro kekuasaan dan jarang sekali
dilakukan.

Bahkan aktitis dua 1.SM ini mensinyalir ada upaya-upaya dari elite politik
tidak memberikan akses terhadap masyarakat iuas untuk berpartisipasi secara
aktif. Motivasinya agar Konspirasi dalam pembuatan peraturan daerah berjalan
mulus hingga menjadi peraturan daerah di kabupaten Bangkalan. Faktor initah
yvang secara essensial membuat masyarakat tampak apatis terhadap proses-proses
pembuatan peraturan daerah. Padahal sejauh pengalaman aktifis LSM Fokaus,
masyarakat tidak apatis terhadap proses pembuatan peraturan daerah apalagi vang
menyangkut kepentingannya sendiri.

Hampir sinonim dengan kabupaten Bangkalan, elite politik di kabupaten
Sampang melibatkan masyarakat dalam proses-proses pembuatan peraturan
daerah melaiui jalur rapat-rapat formal di lembaga eksekutif dan legislatif. Tetapi
pelibatan masyarakat dalam proses pembuatan peraturan daerah, banyak dikatakan
beberapa politisi dan aktifis LSM di kabupaten Sampang hanyalah panyung atau
jaket pengaman bagi elite penguasa untuk mendapatkan legitimasi bahwa
.peraturan dacrab yang diteiah ditetapkannya sudah sesuar dengan aspiras
masyarakat. Padahal masyarakat yang terlibat di dalamnya hanyalah orang-orang
yang pro kekuasaan dan mereka bukan kalangan yang menjadi subjek langsung
peraturan daerah tersebut.

Pelibatan minimalis masyarakat terhadap proses-proses pembuatan

peraturan daerah oleh elite politik formal—banyak dipengaruhi konflik segi tiga:
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antara cksekutif dengan anggota legislatif berasal dan PKB, antaranggota
legislatif berasal dari PPP dengan PKB, dan potenst konfiik antara eksekutif
dengan anggota legislatif berasal PPP yang memutuskan vakum aktifitas DPRD
kabupaten Sampang karecna bupati tepilih Fadilah Budiono tidak segera dilantik.
Akibat fangsung dari konflik im1 terhadap proses pembuatan peraturan daerah
adalah, banyak sejumlah draf raperda yang sudah selesal belum dibahas di dewan.
Ketika konflik sedikit mereda, pasca pelantikan bupati terpilih, proses pembuatan
peraturan daerah sering dipunakan elite-elite politik yang sedang berkonflik
sebagai media untuk memperkuat legitimasinya di hadapan masyarakat sekaligus

juga untuk mendeskriditkan pihak yang berseberangan dengannya.

6.2 Keterlibatan Masyarakat dalam Proses-Proses Politik

Demokrasi politik lokal yang dikembangkan oleh regulasi otonomi daerah
syarat mutlak yang harus ada (sine gua nonj adalah partisipast masyarakat dalam
setiap prases-proses politik di tingkat jokal (Dahl dalam Gaftar et. al., 2003: 29;
Young, 1996: 486-487). Partisipasi masyarakat yang kuat pada proses-proses
politik mengindikasikan bahwa pemerintahan daerah adalah demokratis.
Partisipasi ini sangat krusial bagi suatu pexﬁerintahan yang demokratis—karena
dengan hadirnya partisipasi publik menunjukkan bahwa suatu pemerintahan
merefleksikan akuntabilitas, responsibilitas dan representatif (Turner et. al., 2003:
82-84; Ryan, 2004: §1).

Ada beberapa kriteria untuk mengidentifikasi keterlibatan masyarakat

dalam proses pembuatan peraturan daerah. Berdasarkan motif awal partisipasinya

Tesis Demokratisasi politik di Madura ... Mohammad Fauzi



ADLN - Perpustakaan Unair

107

dapat dibagi pada dua kelompok: pertama, partisipasi aktif (partisipasi cionom)
atau partisipasi yang dikehendaki partisipan; dan kedva partisipasi yang
dimobilisasi di luar pelaku partisipan [partisipasi mobilisasi] (Huntington dan
Nelson, 1994: 9-14). Sementara berdasarkan kekuatan pengaruhnya terhadap
produk akhir pembuatan peraturan daerah dapat diklasifikasikan pada dua bentuk
partisipasi: pertama partisipasi masyarakat dalam artt semu (empty rifucl); dan
kedua partisipasi masyarakat dalam arti nyata freal power] (Tim Penelit: FIKB,
2002: 102-103).
Berdasarkan data penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya
(Bab V), di kabupaten Bangkalan pelaksanaan regulasi otonomi daerah hingga
sampai tahun 2004 belum mampu merubah performance tatanan politik dan
pemerintahan yang lebih demokratis. Salah satu indikator sistem polink dan
pemerintahan kabupaten Bangkalan belum demokratis adalah, belum hadirnya
kelompok-kelompok partisipan aktif dalam proses pembuatan peraturan daerah.
Meskipun ada upaya dari pejabat eksckutif membentuk pola kemitraan dengan
masyarakat, melalui pemsbentukan wadah masyarakat sipil (APD dan Fokus
kabupaten Bangkalan) sebagai sparring-partner pemerintah, tetapi moiif di balik
pembentukannya untuk mengkooptasi kelompok-kelompok rnasyarakat_ sipil yang
kritis, bukan memberikan saluran akses terhadap masyarakat untuk berpartisipasi
dalam proses pembuatan peraturan daerah. Karema motif pembentukannya
demikian, LSM Formad, Dekot, dan Lempar yang sebelumnya bergabung dengan

Fokus mengundurkan diri.
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Demikian juga halnya pelibatan masyarakat dalam pembahasan rancangan
peraturan daerah pada sidang-sidang komisi dewan legislatif, tidak bisa diartikan
scbagai partisipasi otonom yang memiliki kekuatan nyata terhadap produk akhir
proses pembuatan peraturan daerah. Hal ini diungkapkan secara eksplisit mantan
ketua Fokus kabupaten Bangkalan bahwa pelibatan masyarakat di sidang-sidang
komisi lembaga legistatif hanya terbatas pada kelompok masyarakat pro-
penguasa, yang schenarnya tidak ada keterkaitan langsung dengan rancangan
peraturan daerah yang sedang dibahas. Sebaliknya, pengajuan rancangan
peraturan daerah hasil sebuah lokal karya yang diadakan oleh LSM Fokus kepada
lembaga eksekutif dan legislatif ditolak, dengan alasan belum diatur oleh UU No.
22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999. Rancangan peraturan daerah tersebut,
yaitu: ‘Otonomi Desa’ dan ‘Anggaran Pemerintahan Desa’.

| Penolakan int menunjukkan bahwa elite politik (di lembaga eksekutif dan
legislatif) sebenamya menjadi penghambat partisipasi aktif masyarakat dalam
proses pembuatan peraturan daerah. Ditinjau dari (perspektif) kriteria yang telah
disebutkan di atas, tampaknya keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan
peraturan daerah yang dikehendaki elite politik, hanya sebatas pada keterlibatan
semu dan partisipasi mobilisasi. Sementara kalangan LSM, terutama Fokus,
menginginkan keterlibatan masyarakat dalem proses-proses pembuatan peraturan
daerah dalam bentuk partisipasi nyata dan otonom.

Dua motif yang berbenturan ini, meminjam teori game ‘zero sum game’
dimenangkan motif elite politik. Bukti riil vang menunjukkan hal tersebut,

diantaranya seperti yang telah dipaparkan sebelumnya: penolakan usulan
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rencangan peraturan daerah ‘otonomi desa’ dan ‘anggaran pemerintahan desa’
dart Forum Stakeholders kabupaten Bangkalan; konspirasi elite politik dalam
| pembuatan peraturan daerah yang ditunjukkan dengan lobi setengah kamar di
dewan legislatif; dan produk peraturan daerah yang tidak menyentuh kepentingan
langsung masyarakat.

Di kabupaten Sampang, proses pembuatan peraturan daerah hampir
sinonim fenomenanya dengan kebupaten Bangkalan. Yang membedakan hanya
konteks yang mengitari proses pembuatennya. Jika di kabupaten Bangkalan
proses permnbuaian peraturan dacrah banyak didominast elite eksekutif (baca:
intervensi bupati dari PKB dalam proses pembuatan pemturan daerah di lembaga
legislatif), sedangkan di kabupaten Sampang terjadi tarik menarik kepentingan
antara elite politik PPP dan PKB di dewan legislatif.

Pada proses pcnibuatan peraturan daerah di kabupaten Sampang
keterlibatan masyarakat sangat minim sekali atau dapat dikatakan steril dari
keterlibatan masyarakat. Hampir semua peraturan daerah yang telah ditetapkan
tidak ada satu-;-aun menyentuh langsung kepentingan masyarakat banyak.
Kenyataan ini diungkapkan oleh salah satu tokoh kunci di DPC PKB kabupaten
Sampang, ‘bahwa hampir semua peraturan daerah steril dari partisipasi
masyarakai. Faktor inilah yang sebenamya membuat produk peraturan daerah di
kabupaten Sampang tidak menyentuh kepentingan masyarskat bawab. Karena
kenyataannya demikian, elite politik berasal dari PKB berupaya mengatasi hal ini,

dengan berencana mengajukan rancangan peraturan daerah tentang ‘Transparansi
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di Kabupaten Sampang’ di dewan legisiatif kabupaten Sampang untuk masa bakti
2004-2009".

Artikulatif dengan penyataan salah satu elite PKB, Amiruzi ketua
eksekutif LSM Jangkar di kabupaten Sampang mencgaskan bahwa proses
pembuatan peraturan daecrah di kabupaien Sampang banyak didominast elite
politik—khususnya elite politik formal yang nota bene berasal dari kalangan kyai
dan santri. Sebenarnya banyak sekali produk peraturan daersh kabupaten
Sampang yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat, misalnya, peraturan
daerah yang mengatur tentang administrasi, retribusi dan pengelolaan potensi
alam di kabupaten Sampang. Tetapi sayangnya tidak ada protes dari masyarakat.
Hal ini karena kyai scbagai tokoh panutan masyarakat dan sekaligus anggota
dewan legislatif mengabsahkan peraturan daerah tersebut.

Jika dilihat dari motivasi dan kekuatan masyarakat dalam proseﬁ-proses
pembuatan kebijakan publik, keterlibatan masyarakat dalam proses-proses
pembuatan peraturan daerah berada pada partisipasi mobilisasi dan partisipasi
semu. Jadi artinya, tidak ada mctivasi dari masyarakat untuk terlibat secara aktif
dalam mempenagaruhi proses pembuatan peratwran daerah vang dirancang di
tingkat eksekutif dan dibahas di lembaga legislatif. Meskipun ada upaya
masyarakat dilibatkan elite politik—posisi mercka tidak strategis dan tidak
menentukan produk akhir proses pembuatan peraturan dacrah di kabupaten

Sampang.

Tesis ' Demokratisasi politik di Madura ... Mohammad Fauzi



ADLN - Perpustakaan Unair

BAB VI

PENUTUP

7.1 Kesimpulan
Berdasarkan dari data penelitian (Bab V) dapat disimpulkan scbagai
berikut: pertama, peran elite politik formal terhadap demokratisasi politik dan
pemerintahan di kabupaten Bangkalan dan Sampang pasca pemberlakuan otonomi
daerah tidak begitu signifikan atau maksimal, bahkan bisa dikatakan mereka-tah
yang sebenamya mengendala berkembangnya demokrasi politik. Lemntahnya peran
elite politik formal terhadap demokratisasi poiitik di kabupaten Bangkalan dan
Sampang, akibat langsung prilaku dan sikap politiknya yang cenderung intoleran
terhadap kelompok lain, inkonstitusional, menggunakan cara-cara kekerasan
untuk memperoleh jabatan publik. Di kabupaten Bangkalan dan Sampang elite
politik formal melakukan hal itu melalu praktik-praktik demagog: dan mobilisasi
massa untuk menolak dar mendukung bupat terpilih. Penggalangan massa untuk
melakukan aksi demontrasi—sebenarnya tidak menjadi masalah jika dilakukan
dengan cara-cara damai. Tetapi apabila ditkuti dengan ancaman dan aksi
kekerasan mak'# aksi demontrasi menjadi masaiah krusial terhadap perkembangan
demol;rasi politik di kabupaten Bangkalan dan Sampang.
- Di“q;cabupaten Sampang proses pemilihan bupati tahun 2000-—yang
seharusnya bisa dipergunakan sebagai media untuk mengejawantah perannya
terhadap demokrasi politikk—sebaliknya karena mereka-lah lahir konflik

berkepanjangan antara lembaga eksekutif dan legislatif Konflik ini bermula
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dari cross-cutting kepentingan antarelite politik formal dalam memperebutkan
jabatan bupati dan mengamankan posisi partainya pada pemilu berikutnya. Sumbu
pemicu konflik adalah tentang keabsahan salah satu anggota dewan yang berasal
dari PPP, KH. Abdul Kholiq, yang diganti antarwaktu ikut proses pemilihan
bupati. Bagi pihak elite PKB mengacu pada UU No. 4 Tahun 1999 pasal (28) ayat
{2) tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR, KH. Abdul Kholiq yang sudah
diberhentikan antarwaktu dari DPRD melalu SK Gubernur Jawa Timur No.
171.442/88/012/2000 tanggal 26 Mei 2000 tidak berhak lagi atas hak-hak
admintstratif dan hak-hak lain sebagai anggota dewan termasuk ikut memberikan
suaranya dalam pemilihan bupati tahun 2000.

Berbeda dengan elite PKB, mengacu pada UU No. 4 Tahun 1999 pasal
(27) bagi elite PPP Sampang KH. Abdul Kholiq tetap berhak memberikan
suaranya pada pemilihan bupati tahun 2000 dan mejaksanakan tugas-tugas
legislatifnya sebelum ada serah-terima dengan penggantinya, Abdus Syukur.
Karena berdasarkan pasal tersebut demikian, maka elite PPP menganggap proses
pemilihan bupati tahun 2000 syah menurut hukum, schingga proses pelantikan
terhadap bupati terpilik juga demikian, yakni syah menurut hukum yang berlaku.

Sementarz di kabupaten Bangkalan peran mereka tidak jauh berbeda. Pada
pemilithan bupati tahun 2003 mercka melakukan praktik-praktik yang tidak
demokratis, seperti melakukan penghadangan terhadap HM. Fatah untuk berkuasa
kembali melalui mekanisme pertanggung-jabawannya kepada DPRD Bangkaian.
Kemungkinan sudah diset-up oleh kelompok elite tertentu laporan pertanggung-

jawaban akhir tahun 2002 bupati HM. Fatah di terima oleh DPRD dengan
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sejummlah catatan, tetapi pada bulan berikutnya, laporan pertanggung-jawaban
akhir masa jabatannya ditolak oleh DPRD.

Faktor ini yarg kemudian menjadi titik api pro-kontra masyarakat
terhadap keabsahan proses pemilihan bupati di kabupaten Bangkalan tahun 2003.
Selain itu, pro-kontra masyarakat atas terpilthnya RKH. Fuad Amin Imron sebagai
bupati periode tahun 2003-2008 karena ia disinyalir tidak mencukupi syarat-syarat
administrasi, vakni, tidak memiliki ijazah SMU dan terindikasi terlibat kasus-
kasus kriminal atau pidana.

Kedua, tidak jauh berbeda dengan proses pemilihan bupati—pada proses
legislasi dan pembuatan peraturan daerah peran mereka juga tidak maksimal.
Meskipun sebagian dari mereka percaya terhadap legitimasi demokrasi, yang
salah satunya membutuhkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses
pembuatan peraturan daerah, tetapi dalam praktiknya komitmen mereka masih
perlu dipertanyakan. Meskipun ada sebagian masyarakat baik secara individual
dan kelompok dilibatkan pada proses pembuatan peraturan daerah, seperti, APD
(Asosiasi Pemerintahan Desa), Fokus (Forum Stakeholders Kabupaten
Bangkalan} pada rapat-rapat pembahasan rancangan peraturan daerah di lembaga
eksekutif dan rapat-rapat komisi yang diadakan di lembaga legislatif, tetapi
keterlibatan mereka tidak memiliki kekuatan nyata untuk menentukan produk
akhir proses pembuatan peraturan daerah tersebut.

Artinya, dilihat dari kekuatannya dalam mempengaruhi produk akhir
proses pembuatan peraturan daerah—Ilebih mencerminkan pada empty ritual

(peran yang semu) dari pada real power (kekuatannya nyata). Atau apabila

Tesis Demokratisasi politik di Madura ... Mohammad Fauzi



ADLN - Perpustakaan Unair
1i4

dimasukkan pada format partisipasi aktif (partisipasi otonom) dan partisipasi yang
dilibatkan (partisipasi-mobilisasi), partisipasi masyarakat di kabupaten Bangkalan
dan Sampang pada proses pembuatan peraturan daerab lebih merefleksikan
kategori kedua, yakni dilibatkan oleh elite politik formal dalam rapat-rapat di

lembaga eksekutif dan lembaga legisiatif,

7.2 Implikasi Teoritis

Sevagaimana hainyas pandanygan perspekiif politik, khususnya pendekatan
modemisast dau pilihan rasional, motif digulirkannya regulasi otonomi daerah di
Indonesia adalsh untuk mendorong demokrasi di tingkat lokal (Turner et. al,,
2003: 63; Gaffar et. al., 2002: 185-186). Secara regulatif dua aspek yang dapat
diidentifikasi da_unpak positif pemberlakuan regulasi otonomi daerah tahun 1999
terhadap praktik-praktik demokratisasi atau demokrasi politik di tingkat lokal:
pertama proses pemiiihan kepala daerah; dan kedua proses legislasi dan
pempuatan peraturan daerah. Pemilihan kepala daerzh pasca pemberlakuan
reguiasi otonomi daerah tahun 1999 tidak lagi diintervensi langsung pemerintah
pusat meialui Departemen Dalam Negen, Menteri Sekretariat Negara, dan
Panglima TNI. Pada proses legislasi dan pembuatan peraturan dacrah hal serupa
juga terjadi-—rancangan peraturan daerah begitu disetyjui dan disyahkan DPRD
secara langsung sudah menjadi peraturan daerah, tanpa harus menunggu
pengabsahan dari pemerintah pusat di Jakarta.

Menurut informasi atau data-data peneclitian yang telah dipaparkan pada

Bab V (lima), tampaknya perspektif politik pendekatan modernisasi dan pilihan
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rastonal tidak artikulatif di kabupaten Bangkalan dan Sampang. Karena secara
empirik ternyata aspek regulatif dari otonomi daerah hingga kini belum mampu
mendorong demokratisasi proses-proses politik dan pemerintahan di dua
kabupaten ini. D1 dua kabupaten ini, implementasi regulasi otonomi daerah
sebaliknya dijadikan media elite polittk formal untuk mengejar ambisi
kepentingan politik kelompok dan dirinya sendiri. Bahkan, tidak jarang elite
poiiik menggunakan media-media Kekerasan, teror politik, dan cara-cara
inkonstitusional hanya demi memperolch jabatan pupati. Konsekuensi langsung
dari praktik-praktik tersebut adalab bentwan antargclongan berdimensi kekerasan
pasca pemilihan bupati.

Sedangkan otonomi daerah yang menurut pendekatan modemisasi dan
pilihan rasional akan mendorong masyam%cat akar rumput di sekitar pemerintah
lokal terlibat aktif secara rasional dalam proses-proses politik dan pemerintahan,
ternyata sebaliknya, mereka tidak memiliki pengaruh nyata dalam proses-proses
pembuatan peraturan daerah. Meskipun masyarakat di kabupaten tersebut tampak
terlibat dalam proses pembuatan peraturan daerah, itu-pun hanya sebatas peran
yang semu atau partisipasi-mobilisasi. Dengan kata lain, dalam proses-proses
politik masyarakat tidak memiliki pengaruh besar terhadap produk akhir
pembuatan peraturan daerah di dua pemerintahan daerah tersebut.

Dari uraian-uraian tersebut dapat dikatakan bahwa ternyata desentralisasi
atau otonomi dacrah fovoribei terhadap demokrasi politik di tingkat lokal, jika
stakeholders di daerah terutama kalangan elite politik formal dan masyarakat Iuas

berprilaku demokratis. Elite politik dan masyarakat di samping dituntut untuk

Tesis " Demokratisasi politik di Madura ... Mohammad Fauzi



ADLN - Perpustakaan Unair
116

percaya terhadap legitimasi demokrast juga harus terejawantah dalam prilakunya,
seperti, bersikap toieran, moderat, konstitusional, dan menggunakan cara-cara
damai untuk memperebutkan jabatan politik. Demikian juga halnya dengan
proses-proses politik lainnya, seperti, dalam proses pembuatan peraturan daerah,
peranan e¢lite politik formal dan masyarakat sangat penting—sebab tidak mungkin
pemberlakuan otonomi daerah dengan sendirinya mendorong proses pembuatan
peraturan daerah demokratis, tanpa adanya peranan yang signifikan dari kalangan

elite politik dan masyarakat luas.

7.3 Saran-Saran

Dari kestmpulan di atas, kiranya dapat dikemukakan beberapa saran-saran
atau rekomendast, sebagai suatu wacana akademik dalam upaya mendorong
demokrasi politik dan pemeriutahan di kabupaten Bangkalan dan Sampang pada
masa-masa sekarang dan akan datang.

Pertama meskipun secara normatif-empirik regulasi otonomi dagrah di
Indonesia memiliki keterbatasan—para elite politik demi berkembangnya
demokrasi di kabupaten Bangkalan dan Sampang jangan mempergunakan
kelemahém dari regulasi ini untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, sehingga
darinya masyarakat luas bisa meniru praktik-praktik konstruktif ini. Artinya, elite
politik formal di kabupaten Bangkalan dan Sampang bisa mempergunakan
implementasi otonomi daerah sebagal wahana pendidikan politik bagi dirinya dan

masyarakat tuas.
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Kedua, berkaitan dengan yang pertama, elite politik formal hendaknya
berprilaku moderat dalam memperebutkan jabatan bupati, yakni bersikap toleran
terhadap hak-hak politik satu sama lain untuk bersaing memperebutkan jabatan
bupati dengan cara-cara konstitusional, damai dan menghindan pola sikap
demogog yang cenderung menghasut masyarakat untuk melakukan aksi
berdimensi kekerasan, tidak toleran, atau cara-cara non prosedural lainnnya.

Ketiga, meskipun dalam regulasi otonomi daerah hak-hak masyarakat
dalam proses-proses politik yang berlangsung di daerah tidak ditetapkan secara
eksplisit—tetapi jika mengacu pada hak dan kewajiban DPRD-—maka semestinya
elite politik di kabupater Bangkalan dan Sampang sebagai salab satu aktor utama
dalam proses-proses politik lokal memberikan peran yang lebih luas lagi terhadap
masyarakat untuk teriibat pada proses-proses politik, termasuk dalam proses
pembuatan peraturan daerah. Pemberian peran terhadap masyarakat bukan hanya
sebatas pada empty ritual tetapi mendorong masyarakat untuk lebih aktif lagi
dalam mempengaruhi proses pembuatan peraturan daerah.

Keempat, berkaitan dengan peran tersebut, maka elite politik formal tidak
seharusnva melakukan konspirasi politik hanya untuk kepentingan pribadi dan ~
keloempoknya dalam proses pemﬁuatan peraturan daerah. Sebab konspirasi politik
antarelite cenderung mengakibatkan masyarakat pasif dalam proses pembuatan
peraturan daerah. Umumnya proses pembuatan peraturan daerah steril dari
keterlibatan aktif masyarakat akan menghasilkan produk peraturan daerah yang
tidak mencerminkan preferensi dan kepentingan masyarakat banyak, atau hanya

lebih mercerminkan kepentingan pribadi dan segelintir kelompok elite saja.
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Misalnya, demi mengejar PAD banyak peraturan daerah yang ditetapkan di
kabupaten Bangkalan dan Sampang membebani masyarakat, padahal sebagaimana
diketahui umum, masyarakat di kabupaten ini pendapatannya masih tergoiong
rendah jika dibandingkan dengan kabupaten Pamekasan dan Sumenep.

Kelima, oleh karena regulasi otonomi daerah mendukung terhadap
demokrasi politik di kabupaten Bangkalan dan Sampang, maka masyarakat perfu
meonyongsong era demokratisasi ini dengan prilaku moderat, toleran dan
menghargat hak-hak dan kebebasan politik satu sama lainnya. Dengan demikian,
artinya, himbauan elite politik untuk melakukan aksi demonstrasi dengan cara-
cara kekerasan tidak periu diikuti, demi menjaga stabilitas demokrasi politik dan
pemerintahan.

Keenam, meskipun elite politik formal cenderung menghalang-halangi
keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembuatan peraturan daerah,
masyarakat harus tetap berupaya keras untuk terlibat aktif dalam proses
pembuatan peraturan daerah. Sebab apabila bersikap pasif, agnostis atau apatis
terhadap proses pembuatan peraturan daerah tidak akan ada peluang bagi

masyarakai kepentingannya terakomodasi dalam pembuatan peraturan daerah.
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Tabel Lampiran 1.

127

Desentralisasi Cara Pandang Politik dan Administrasi

Cara Pandang Politik

Cara Pandang Administrasi

Masyarakat  grassroots  yang
memahanm kekhususan daerahnya
seharusnya memiliki kontrol nyata
atas reformulasi dan implementasi
kebijakan-kebijakan negara

Kemajemukan daerah-daerah
menuntut  pendekatan  fleksibel
terhadap wilayah yang berbeda-
beda. Desentralisasi dapat
menfasilitasi  perencanaan  yang
efektif dan sekaligus
implementasinya di tingkat lokal

Dukungan grassroots terhadap
rejim paling tidak digerakkan
melalui mekanisme pertanggung-
jawaban, dan pemerintah
seharusnya  bertanggung-jawab
pada masyarakat lokal

Desentralisasi merupakan saluran
unfuk  mendapatkan  dukungan
politik kepada rejim berkuasa di
tingkat pusat dan dazrah

Pluralisme geografis budaya dapat
diakomodasi melalui
desentralisasi demokratik

Untuk mencegah ketidakpuasan
dan separatisme daerah-daerah

Jasa pelayanan vyang dibiayai
lokal lebih efektif jika masyarakat
dilibatkan

Pelayanan diturunkan ke tingkat
lokal untuk meringankan bcban
pemerintah pusat

Sumber: James Manor 1999. dalam Tn Ratnawati, Abdul Gaffer IZarim et.al

Tesis

(eds..}, 2003: 79-80.
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Tabel Lampiran 2.
Bentuk-Bentuk Desentralisasi
Sifat Dasar Basis Delegasi’

Pendelegasian Teritorial Fungsional
Dalam strukiur Devolusi (desentralisasi | Representasi kelompok
pemerintahan formal politik, pemerintahan kepentingan®

iokal, desentralisasi
demokratik)
Dalam struktur Dekonsentrasi Pembentukan struktur
administrasi publik atau | (desentralisast parastalal dan organisasi
parastalal administratif, dalam kuasi-non-pemerintah
bidang administrasi)’ {quangos)
Dalam sektor negara ke j Privatisasi fungsi-fungsi | Privatisai fungsi-fungsi
sekior privat yang terdesentralisasi nasional {pelepasan
(deregulasi, perusahaan milik negara,
pengkontrakan, deregulasi, leberalisast
pemberian voucher) ckonomi)

Sumber: M. Tumer dan D.

Hulme, Mark M. Turner et. al (eds.,), 2003: 4.

Keterangan:

18

Desentralisasi yang bersifat geografis, dalam studi ini, seperti pembentukan
sebuah ibu kota baru atau transfer bagian-bagian dan kantor pusat ke wilayah
vang ada di luar ibu kota, tidak termesuk di dalamnya. Hal ini sebab kegiatan
tersebut sebatas relokasi bukan pendelegasian.

2. Bentuk int belum banyak mendapatkan perhaiian dari para penulis mengenai
desentralisasi apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk desentraiisasi yang
lain.

3. Rondineili dan asosiasinya {misalnya, Rondinelli dan Neliis 1686) sering
menyebut bentuk inl dengan delegasi, tetapt daiam beberapa hal, paling
tidak dalam  teori, membingungkan kalau melihat semua bentuk
desentralisasi pada dasarnya adalah delegasi.
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Hubungan Antara Rejim Politik Dengar Kebijakan Otonomi Daerah

Periodisasi/Tahun Rejim Politik UU Otonomi Hakekat Otonomi
Perjuangan Kemerdekaan | Demokrasi UU No. | Tahun 1945 Otonomi Luas
1945-1949 UU No. 22 Tahun 1948
Pasca Kemerdekaan Demokrasi UU No. 1 Tahun 1957 Otonomi Luas
1950-1959
Demokrasi Terpimpin Otoriter Penpres No. | Tahun 1959 | GCtonomi Terbatas
1959-1965 UU No. 18 Tahun 1965
Orde Baru Otoriter UU No. 5 Tahun 1974 Sentralisasi
1965-1998
Pasca Orde Baru Demokrasi UU No. 22 Tahun 1999 Otonomt Luas
1998-sekarang UU No. 25 tahun 1999

Sumber: Sri Djoharwinarlien, Abdul Gaffar Karim (ed.,), 2003: 124,
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Tabel Lampiran 4.
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Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bangkalap dan

Sampang Tahun 2002-2003

Kabupaten

Laki-Laki Perempuan Jumlsh Kepadatan

Jiwa/Km*

2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 | 2003

Bangkalan 390.175 1421.986 [426.541 | 880.776 | B816.722 |880.776 | 648 699
Sampang 357.931 |381.983 {383.408 |400.280 |741.339 | 782.263 |60l 634

Sumber: BPS dan Bappeda Kabupaten Bangkalan 2003b: 15-16, BPS dan Bappeda Kabupaten Sampang

2003a: 26-28.
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Tabel Lampiran 5.

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bangkalan

dan Sampang Tahun 2002-2203

2002 2003

Shortfall IPM

[HO | 1P | IDB | IPM | IHH | IP | IDB | IPM | 2002-2003

Bangkalan | 62,20 | 60,08 | 5542 | 59,11 | 62,20 | 59,22 | 56,62 | 59,35

0,24

Sampang | 54,72 | 41,28 | 55,42 | 50,47 | 54,72 | 41,40 | 55,60 | 50,57

0,10

Sumber: BPS Kabupaten Bangkalan 2003b dan BPS Kabupaten Sampang 2002-2003.

Keterangan: [HH = Indeks Harapan Hidup. -
[P =Indeks Pendidikan.
IBD =Indeks Daya Beli.
I[PM = Indeks Pembangunan Manusia.
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Pemeluk Agama di Kabupaten Bangkalan dan Sampang Tahun 2002

No Nama Agama Jumlah Pemeluk
Bangkalan Sampang
Angka | Prosentase| Angka |Prosentase

] iIslam 756.654 | 99,6% 710.321 1 99,95%

2 | Kristen Protestan 1.518 0,2% 230 0,03%

3 | Kristen Katolik 1.250 0,2% 109 0.01%

4 1 Hindu 8% 0,01% 19 0,003%
5 | Budha 258 0,03% - -

Jumiah 759.76% | 100% 710.679 | 100%

Sumber: BPS Kabupaten Bangkalan 2003b, LPJ Bupati Kabupaten Sampang
Tahnn Anggaran 2003.
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Tabel Lampiran 7.
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Jumiah Tempat Peribadatan di Kabupaten Bangkalan dan Sampang Tahun 2002

No Agama Bangkalan Jumlah Sampang Jumlah

1 | Islam Masjid/Musholla | 25.828 Masjid/Musholla | 3.648*

2 | Protestan Gereja 5 (mr) Gereja -

3 | Katolik Gereja 4 (mr) Gereja -

4 | Hindhu Pura ! Pura -

5 | Budha Vihara/Kelenteng | 2 Vihara/Kelenteng | -
Sumber: BPS Kabupaten Bangkalan Tahun 2003b, L.PJ Bupati Kabupaten Sampang

Tahun Anggaran 2003.
Keterangan: *Data tidak lengkap, (mr) Data masih direvisi, - Tidak ada.
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Posisi dan Peran Kyai dalam Politik 1.okal Kabupaten Bangkalan dan Sampang

Periode

Peran Kyai pada Politik Lokal

Posisi Kyai pada Pemerintabhan Lokal

Pertama (di Masa Kerajaan
Madura)

Tidak berperan, ia hanya:

(1) sebagai elite keagamaan desa;

(2) menangani ritual keagamaan;

(3) mengajarkan ilmu agama;

{4) mengajarkan kanuragan;

(5} membantu menyembuhkan orang sakit.

Tidak ada

Kedua (di
Belanda)

Masa Penjajahan

Banyak berperan:
{1) sebagai pejuang kemerdekaan;
(2) sebagai perantara kekuasaan dan budaya.

Tidak ada

Ketiga (di Masa Pemerntahan
Orde Lama)

Banyak berperan:
(1) sebagat elite partai politik;
(2) pemimpin organisasi sosial- keagamaan.

Pejabat birokrasi, anggota DPRD dan
ketua DPRD

Keempat (di Masa Pemerintahan
Orde Baru)

Banyak berperan:

(1) sebagai peminpin oposisi;

(2) scbagai elite partai politik;

(3) sebagai  pemimpin
keagamaan.

organisasi  sosial-

Anggota DPRD

Kelima (di Masa Reformasi atiu
Otonomi Daerah)

Banyak berperan:

(1) sebagai elite partai politik berkuasa dan
Oposisi;

(2) sebagai
keagamaan;

pemimpin  organisasi  sosial-

Bupati, Ketua DPRD, Ketua Komisi,
Ketua Fraksi dan Anggota DPRD

Sumber: diformulasikan dari berbagai sumber.
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Tabel Lampiran 9.
Perolehan Suara DPRD di Kabupaten Bangkaian dan Ssmpang
Pada Pemilu Tahun 1999-2004

No Nama Partai Perolehan Suara Perolehan Sunara

Politik di Kab. Bangkalan di Kab. Sampang

1999 2004 1999 2004*
1 PKB 227.154 202.097 173.155 98.9%82
2 | PPP 14.157 36.839 111.441 47.097
3 | Golkar 29.288 26.939 18.989 9.620
4 | PDI-P 65.926 26.193 44321 5.130
5 {1 PAN 7.742 8.611 3.891 4.862

Sumber: Pemenntah Daerah Kabupaten Bangkalan dan Sampang 2003, dan

Tesis

www .tnp.kpu.go.id
Keterangan: *Perolehan suara sementara.
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Gambar Lampiran 1.

Peta Pulau Madura
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Keterangen: [=1 Kabupaten Bangkalan
=1 Kabupaten Sampang
=1 Kabupaten Pamekasan
C=1] Kabupaten Sumenep

Sumber; Microsoft Encarta Reference Library 2003.
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Gambar Lampiran 2.

Poia Pemukiman Tareyan Lanjeng

RI|IR2 R3R4!R5 Réi| R7]{ Dst

©)

Taneyan Lanjeng

|

DI D2|| D3|} D4|| D5 D6|| D7 |Dst
ENERERIY TR RN

Sumber: A. Latief Wivata, 2602 45.

Keierangan

R1, R2, dst : Rumah yang dihuni masing-masing keiuarga,
S : Sumur.

M : Musholla.

Di, D2, dst : Dapur masing-masing keluarga.
K1. K2, dst : Kandang sapi masing-masing keluarga.
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Gambar Lampiran 3.

Keterangan: el = Desa, A = Kampong Meiji.
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Gambar Lampiran 4.

Pola Hubungan Antara Eksekutif-Legislatif di Kabupater Bangkalan
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Pra-Pemilihan Bupati Tahun 2003

Eksekutif
Bupati HM, Fatah
®

Legislatif

F.XB & F.PDI-P

4

o
b 3

Legislatif
F.PAU & F.TNI

Keterangan: <+ = Sering berbenturan,« -» = Netral/Kolaborasi.
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Gambar Lampiran 5.
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Pola Hubungan Eksekutif-Legislatif di Kabupaten Sampang
Pasca Pemilihan Bupati Tahun 2000

Eksekutif
Bupati terpilih & jajaran
Pemkab Sampang

AN |

&

Ekeskutif Eksekutif
Pro Fadhilah: F.PP, F.TNI, [+ Kontru Bupati Fadhilah
F.Gabungan, & F.PDI-P F.KB
Sumber: Abdul Gaffar Karim, Jim Schiller (ed.,), 2003: 133.
Keterangan: «-» = Berkonflik, «— = Berkonflik, = Kotaborasi.
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Gambar Lampiran 6.
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Mekanisme Proses Pembuatan Peraturan Dacrah
di Kabupaten Bangkalan

__________________

= DPRD Bapgkalan
/

- Dibaé Ditolak

"™ Panitia
Pl nol/

PERDA BANGKALAN
Sumber: Dimodifikasi dari Afan Gaf¥ar et. al, 2002: 258.
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Gambar Lampiran 7.
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Mekanisme Check and Balances Proses Pembuatan Peraturan Daerah

“Transparansi di Kabupaten Sampang”

‘ Raperda "I“ransparansi = Bupati Sampang

— Dibahas 7&10\
Komj 1“—""- Paanitia Ditplak  Gagal ditolak
“‘-\\‘\H‘H.‘
T Dibahas

Plenp————=PI:RDA TRANSPARANSI
Sumber: l)iddqptasi dari Afan Gaflar et. al, 2002: 259,
Keterangan:-. . = Keterlibatan masyarakat.
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Gambar Lampiran 8.
Mekanisme Proses Pembuatan Peraturan Dacrah
di Kabupaten Sampang
| Raperda—— : ~-DPRD Bangkalan
; _P_i.hak El(_s_e_lil{tjf !
__~Dibahas Ditolak
{, ------------------ }‘//
i K.omisi <:
- \: Panitia
PERDA SAMPANG
Sumber: Diadaptast dari Afan Gaffar ei. al, 2002: 258.
Keterangan: .23 = Mobilisasi masyarakat versi LSM Jangkar.
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